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KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Segala Puji dan Kebesaran hanya milik Allah SWT berkat atas Ridho-Nya
sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah - Kantor Kecamatan Ngadirojo (LKJIP — Kantor
Kecamatan Ngadirojo) Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.
Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja ini tidak terlepas dari maksud dan tujuan Pemerintah
dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean
Governance) yang berdasarkan aspek-aspek Transparansi, Akuntabel, Efektif, Efisien dan
Berkelanjutan sebagaimana terlampir dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dimana penyusunan laporan akuntabilitas dibuat setiap tahun anggaran
sebagai evaluasi pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) dalam

melaksanakan misi ini untuk mewujudkan visi instansi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan kewajiban
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
pelaporam Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
Akuntabilitas Kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo menggambarkan sejumlah kinerja yang sudah
dicapai di tahun 2025. Berbagai upaya dan kebijakan telah ditempuh merupakan langkah untuk
mewujudkan perencanaan yang dinamis, responsive dan pasrtisipatif guna mewujudkan Pacitan

Bahagia Sejahtera.

Dengan telah disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Ngadirojo
Kabupaten Pacitan Tahun 2025 ini akan dapat diperolah manfaat atas kinerja bagi seluruh pegawai
di lingkup Kantor Kecamatan Ngadirojo. Masukkan dan saran perbaikan yang bersifat membangun

sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Pacitan, 05 Januari 2026
CAMAT NGADIROJO

NANANG HARDWIJONO, S.Sos, M.Si
Pembina TK. |
197205201992031010




RINGKASAN EKSEKUTIF
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan ( LKJIP ) Tahun
2025 adalah upaya memberi gambaran mengenai kinerja SKPD dalam mencapai misi instansi
sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah ( Renstra SKPD )
Adapun Visi Bupati Pacitan adalah “ Masyarakat Pacitan Sejahtera dan
Bahagia” Adapun Strategi yang dilaksanakan guna pencapaian Visi dengan melaksanakan

4 misi yakni :

1. Mewujudkan percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan

Wilayah perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan Hidup

2. Mewujudkan pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang kukuh Berpijak

pada Nilai — nilai Agama dan Budaya Bangsa

3. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata,

Sektor Unggulan Lainnya
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif,Provesional dan Melayani

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran
tersebut di atas, Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2025
mendapatkan alokasi belanja sebesar Rp 3.124.459.308,00 Kita berharap anggaran tersebut

digunakan secara efisien dengan hasil capaian kinerja yang baik.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program atau kegiatan secara
umum tidak ada, namun dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masih ditemui
beberapa hambatan diantaranya adalah masih terbatasnya kemampuan SDM dalam
melaksanakan tugasnya dan kuatnya arus politik yang dapat mempengaruhi Kkinerja

perencanaan pembangunan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut ada beberapa alternatif upaya
penanggulangannya, diantaranya adalah dengan meningkatkan pengetahuan atau
ketrampilan aparat perencana melalui diklat, seminar dan sebagainya. Sementara terhadap
kuatnya arus politik yang mempengaruhi kinerja perencanaan ditempuh dengan penyamaan
persepsi bahwa kedudukan antara eksekutif dan legislatif adalah sebagai mitra di dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Kecamatan Ngadirojo merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang berada
di wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur. Sebagai
perangkat daerah di tingkat kecamatan, Kecamatan Ngadirojo memiliki tugas utama
melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten dalam hal pelayanan
publik, pemerintahan umum, serta pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya.

Struktur Organisasi Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dibentuk
berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021, tentang Uraian tugas,
fungsi dan tata kerja Dinas/Badan/Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Adapun
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan/Kecamatan Ngadirojo Kabupaten
Pacitan adalah sebagai berikut :

1). Kepala Dinas / Badan / Kecamatan
. Sekretariat
. Kasi Pelayanan

)
)

4). Kasi Pemerintahan
) Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
)

Kasi Sosial Ketentraman dan Ketertiban

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di
atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yang
dibantu oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Staf. Berikut merupakan bagan

organisasi Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.



SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN NGADIROJO

CAMAT

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Kecamatan Ngadirojo

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No.156 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan

Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

2. Wilayah Kecamatan Ngadirojo terdiri dari:

Desa Sidomulyo

Desa Hadiwarno

Desa Hadiluwih

Desa Tanjungpuro

Desa Pagerejo

Desa Wiyoro

Desa Ngadirojo

S @ "o a0 T o

Desa Bogoharjo

Desa Cokrokembang
- Desa Bodag

k. Desa Tanjunglor

l. Desa Nogosari

m. Desa Cangkring

n. Desa Wonodadi Wetan



o] Desa Wonodadi Kulon
p. DesaWonokarto
q Desa Wonosobo
r. Desa Wonoasri
3. Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa
dan/atau Kelurahan
4. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan
oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
g. Pembinan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
Kelurahan
h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten
yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan
i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
Undangan
5. Selain melaksanakan tugas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Kabupaten
6. Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Camat mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan
Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan keterliban

umum



10.

pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati

pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
pengoordinasian penyelenggaraan Kkegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan
pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau
Kelurahan

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan

pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-
Undangan

pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh

Bupati

Sekretariat mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

> w0 bd =

Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan

Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan

Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan
pelaporan

Pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan dan kearsipan di
lingkungan Kecamatan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Seksi Pelayanan mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1.

Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan
pelayanan umum

Mengumpulkan, mengolah dan menyusun laporan kebijakan teknis dan
data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun
tingkat desa/kelurahan

Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat
kecamatan maupun tingkat desa/kelurahan

Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan,

administrasi kependudukan, dan pelayanan umum lain



10.

Memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di
wilayah kecamatan

Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau
instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi
kewenangannya, serta meregistrasi urusan yang dilimpahakan kepada
Camat yang bukan menjadi kewenangannya\

Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di
wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Seksi Pemerintahan mempunyai uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1.

10.

menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan

melaksanakan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan
kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal
melaksanakan fasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan
melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja
perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan

memfasilitasi pengurusan administrasi pertanahan di wilayah kecamatan
melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan
pajak bumi dan bangunan

memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum

melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
kecamatan

memfasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerja sarna
antar kecamatan

memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan

pemerintahan desa

Seksi Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai uraian tugas

dan fungsi sebagai berikut :



11.

12.

menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat

memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerja sama desa dengan pihak
ketiga

memfasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat Desa

mengoordinir pendampingan Desa di wilayahnya

mengoordinir pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah
kecamatan

mengoordinir kegiatan pemberdayaan Desa

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan di Desa

memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan

. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga

kemasyarakata

memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa
serta penetapan dan penegasan batas Desa

melaksankan sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja

Kecamatan

Seksi Sosial, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai uraian tugas dan fungsi

sebagai berikut :

1.

menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial,
ketentraman dan ketertiban

menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan
ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan

menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap
penyandang masalah kesejahteraan sosial

menyiapkan bahan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh
agama dan tokoh masyarakat

menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan,
pendidikan, dan kebudayaan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat

memfasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum



7. menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan
fungsinya di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-
Undangan

8. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan

9. memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam
C. STRATEGIC ISSUE (ISU STRATEGIS)

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan
perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat
daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak,
berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan
perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang

pembangunan daerah.

Potensi munculnya permasalahan yang menghambat pencapaian
kinerja pada suatu organisasi pada umumnya timbul dari kekuatan yang
belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi,

peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada Renstra
Kecamatan Ngadirojo periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah
Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Kecamatan
Ngadirojo sebagai suatu organisasi di bidang pemerintahan, dalam konteks
internal kelembagaan memiliki isu strategis yang bisa menjadi potensi
permasalahan dalam pencapaian kinerja dan pelaksanaan tugas dan
fungsinya. Isu Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Ngadirojo adalah

belum optimalnya kualitas pelayanan.
D. CASCADING KINERJA

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan
penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit
pegawai yang lebih tinggi ke level unit pegawai yang lebih rendah.
Casecading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi

unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality) serta memiliki



keterkaitan sinergitas (alighment). Berikut Casecading Kinerja Kecamatan

Ngadirojo:

INDIXATOR Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan di desa

i

Prosentase Desa yang sudah menyusun adminstrasi
SeSUM dengan ketentuan dokumen . Perencanaan,

Gambar 1.2 Casecading Kinerja Kecamatan Ngadirojo

E. PETA PROSES BISNIS

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan
Kabupaten Pacitan dapat digambarkan proses bisnis di Kecamatan adalah sebagai
berikut:

1. Proses Utama
Proses utama terdiri atas :
a. Proses Koordinasi dan Fasilitasi
b. Proses Pembinaan
C. Proses Pelayanan
2. Proses Manajerial
Proses manaijerial terdiri atas 3 (tiga) unsur utama, yaitu :
a. Proses Umum dan Kepegawaian
b. Proses Perencanaan

Cc. Proses Keuangan



3. Proses Lainnya
Proses ini menggambarkan kegiatan atau aktifitas lain yang terkait atau

berhubungan dengan aktifitas di Kecamatan. Aktifitas lain tersebut antara lain:

a. Narasumber
b. Perumusan Kebijakan
c. Penegak Hukum dan Koordinator Keamanan Wilayah
d. Koordinator Wilayah di Desa
e. Kepanjangan Tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi
f. Perbankan
g. Perangkat Daerah Pengampu Urusan
h. Kepanjangan Tangan Perangkat Daerah Diwilayah
i. DispensasiNikah
j- Keterangan Ahli Waris
k. SKCK
|. Pengantar Berpergian
m. Layanan Administrasi Kependudukan
n. Perizinan IMB
0. Izin HO
]
g Pa 2 v
Umum dan Kepegawsian PS Perencanaan P56 Keuangan
3 =1
P.1 Koordinasi & Fasiintasi P2 Pembinaan P3 Pelayanan
g
[+ =1 ) &1 ) [+ ) =1 )
P38 Norasumber P39 Perumusan P.10 Pensgak Hukum & P.11 Koordmnator P.12 Kepargangan Tangan
Kebijakan Koordiator Keamanan Wisyash Wilayah di Deza Pemerintah Pusat & Provingi
g 1= = J L= [ = [+]
= P13 Perbankan P14. Perangkat Daerah P15, Kepanjangan Tangan £.16 Dispensasi Nikab P17 Kerangan Anit waris
Pengampu Urusan  Perangkat DaerahDiwizah
___[=] S T =1 ) [ | - =]
.18 SECK P15 Pergantar P20 Layanan Administrasi P21 Perzinan IMB P22 ljin HO
Bepergian Kependudukan

Gambar 1.3 Peta Proses Bisnis Kecamatan Ngadirojo



RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Nomor: 700.1.2.1/LHE-
38/408.49/2025 tanggal 28 Mei 2025, Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja kecamatan
Ngadirojo kabupaten Pacitan, memperoleh Nilai sebesar 72,75 dengan kategori BB
(Sangat Baik). Nilai sebagaimana tersebut , merupakan akumulasi penilaian terhadap
seluruh komponen AKIP di lingkungan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, dengan

rincian sebagai berikut :

No Komponen Bobot Nilai Hasil
Evaluasi
A | Perencanaan Kinerja 30% 22,20
B | Pengukuran Kinerja 30% 21,00
C | Pelaporan Kinerja 15% 10,80
D | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 25% 18,75
Internal
Jumlah 100% 72,75

Tabel 1.1 Tabel Hasil Evaluasi Kecamatan Ngadirojo

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen tersebut adalah :

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Mencakup penilaian atas pemenuhan dokumen perencanaan Kinerja, Kualitas dokumen
perencanaan kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan Kinerja. Hasil evaluasi
atas Komponen perencanaan kinerja adalah sebesar 22,20 dari nilai maksimal yang
dapat dicapai sebesar 30,00 pada hasil evaluasi atas komponen prencanaan kinerja
terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) belum dimuat pada dokumen rencana strategis
kecamatan Ngadirojo.

2) Perencanaan Kinerja belum dapat memberikan informasi hubungan Kinerja, strateqi,
kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
(crosscutting). Hal ini disebabkan karena dokumen crosscutting Kecamatan Ngadirojo
belum ada.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Komponen Pengukuran Kinerja mencakup Pelaksanaan atas pengukuran
kinerja, kualitas pengukuran Kinerja dan pemanfaatan hasil dari pengukuran kinerja.
Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja adalah sebesar 21,00 dari nilai
maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 pada hasil evaluasi atas komponen

pengukuran Kinerja terdapat permasalahan sebagai berikut:
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1) Data Kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang
diharapkan.

Hal ini dikarenakan data kinerja yang digunakan untuk target tahun 2025 pada sasaran
meningkatnya indeks pelayanan publik Kecamatan Ngadirojo dengan indikator Kinerja
nilai indeks kepuasa masyarakat pada dokumen perjanjian kinerja kepala seksi
pelayanan adalah nilai hasil survei kepuasan masyarakat senilai 96. Seharusnya data
kinerja yang digunakan berbentuk indeks atau skor dalam skala 1 sampai 5 untuk
menilai  pelayanan publik Kecamatan Ngadirojo, bukan hasil survei Kepuasan
Masyarakat.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Komponen pelaporan Kinerja Mencakup penilaian atas pemenuhan
pelaporan Kinerja, Kualitas dokumen lapoan Kinerja dan pemanfaatan pelaporan Kinerja.
Hasil evaluasi atas Komponen Pelaporan Kinerja adalah sebesar 10,80 dari nilai
maksimal yamg dapat dicapai sebesar 15,00. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan
kinerja tidak mendapatkan nilai maksimal karena beberapa hal berikut:

1) Sub Komponen nomor 3.b mendapatkan predikat B Karena Kualitas sebagian besar
kriteria telah terpenuhi, sehingga koefisisen nilai untuk Sub Komponen nomor 3.b adalah
3,15.

2) Sub Komponen nomor 3.c mendapatkan predikat B karena Kualitas sebagian besar
Kriteria telah terpenuhi, sehingga koefisien nilai untuk Sub Komponen nomor 3.c adalah
5,25.

d. Evaluasi atas Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Komponen Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian atas
pelaksanaan evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, Kualitas Evaluasi akuntabilitas
kinerja internal dan pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi
atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah sebesar 18,75 dari nilai
maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00. Hasil Evaluasi atas komponen evaluasi
akuntabilitas kinerja internal tidak mendapatkan nilai Maksimal karena Sub Komponen
nomor 4.c mendapatkan predikat B karena kualitas sebagian besar kriteria telah

terpenuhi, sehingga koefisien nilai untuk sub Komponen nomor 4.c adalah 8,75.

2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, disarankan/direkomendasikan
kepada Camat Ngadirojo Kabupaten Pacitan agar :

a. Memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen rencana strategis Kecamatan
Ngadirojo.

b. membuat dokumen crosscutting apabila memang terdapat program lintas sektor yang
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memerlukan kolaborasi dengan perangkat daerah yang lainnya .

c. menyesuaikan target tahun 2025 dengan data kinerja yang telah sesuai pada sasaran
meningkatnya indeks pelayanan publik Kecamatan Ngadirojo yang memiliki indikator
kinerja nilai Indeks kepuasan Masyarakat pada dokumen perjanjian kinerja kepala seksi
pelayanan. Data kinerja yang digunakan seharusnya berbentuk indeks atau skor dalam

skala 1 sampai 5 untuk menilai pelayanan publik dari Kecamatan Ngadirojo.
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan adalah
merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta
merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan
terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang
bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Rencana
strategis Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan yang ditetapkan untuk jangka
waktu 5 (lima) tahun yaitu dari 2021 sampai tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Pacitan Kabupaten Pacitan Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penetapan
Perubahan Rencana Stratategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-
2026 Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola
pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa
Rencana Strategis Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dibuat pada masa
jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah
akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan tersebut ditunjukan untuk
mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026.
Penyusunan Renstra Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan telah melalui
tahapan-tahapan simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan
Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakholders pada saat dilaksanakannya
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat
Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan merupakan
hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dan
stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan tersebut
akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten
Pacitan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu)
tahun. Didalam Renja Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dimuat program
dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun

mendatang.

1. Visi
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan

Ngadirojo tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil
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Bupati terpilih. Adapun visi Kabupaten Pacitan adalah : “Masyarakat Pacitan

Sejahtera dan Bahagia”

2. Misi

Strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan

4 misi yakni :

a. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan
Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas
Lingkungan Hidup;

b. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang
Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;

C. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor
Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya;

d. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.
3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang
akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan
ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Ngadirojo dapat secara
tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi
pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan
yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif
Dengan indikator tujuan nilai Indeks Pelayanan Publik

diukur dalam jangka waktu lima tahun. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan,
maka sasaran Pembangunan di Kecamatan Ngadirojo adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo, dan
b. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan
Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.
Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ngadirojo beserta indikator

kinerjanya dapat ditunjukkan melalui berikut ini :
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TARGET

TARGETHASIL

SASARAN AN
INDIKATO
TUJUAN R TUJUAN TAHUN TAHUN
1 2 3 4 1232 1 - 3 a -
2022 2023 2024 025 @o2
t { t = &) 2 ?gf {2{:24 {2{:25 ng
1 2 3 4 5 [
Ef;i'{‘agsmt"ya Jumiah Nilai Hasil
Pelavanan Surnvey Kepuasan
Putﬁ?‘lk hMasyarakat 25,8 26,5 26,9 oG =15}
Kecamatan Ee gzrirr‘gtgn
Mgadirojo 9 L
Indeks Prosentase
Pelayana Terlaksananya
i Fasilitasi Desa
Meningkatn | N Publik 100 100 100 100 100
va Kecamata Dalam Satu % 9% % %% %
Pelayanan 835 o4 245 4,51 4,591 Meningkatnya Tahun
Publik yang) n koordinasi
Inowvatif Ngadirojo penyelenggar
aan
pemerintahan
di kecamatan
dan
pembinaan Presentase desa
penyelengaar yvang sudah
aan menyusun
pemerintahan administrasi sesuai
didesa dengan Ketentuan 1860 1%0 1%0 1.%0 1.%0
dokumen
perencanaan,
Penganggaran dan
Pelaporan

Tabel 2.1 Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Ngadirojo
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4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan
pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari
kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Ngadirojo
Kabupaten Pacitan menetapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam
kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU)
yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang
telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah
dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya
kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKj|IP lima
tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Ngadirojo secara langsung menunjukkan kinerja
yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk
mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021-2026 yang
terdiri dari 3 indikator. Adapun indikator sasaran Kecamatan Ngadirojo untuk
periode 2021-2026 adalah berikut :

a. Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngadirojo;
b. Presentase Terlaksananya fasilitasi Desa dalam Satu Tahun;

c. Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan
ketentuan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan.
Adapun indikator kinerja Kecamatan Ngadirojo untuk periode 2021-2026
dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

16



SASARAN STRATEGI

NO | SASARAN SASARAN Ky PERANGKAT| PENANGGUNG KETERANGA N
RPJD'\:'R(\;(SNG RENSTRA PD DAERAH JAWAB SUMBER DATA
1. Meningk Meningkatny Jumlah Nilai Hasil Kecamatan SKM Pengisian
atnya a Kualitas Survey Kepuasan Ngadirojo Kuisioner
Layanan Layanan Masyarakat melalui
Publik Publik setiap tahun Aplikasi e-
yang Kecamatan sukma
Inovatif Ngadirojo
Meningkatny Prosentase Kecamatan Laporan Hasil
a Koordinasi Terlaksananya Ngadirojo Fasilitasi Desa
Penyelenggar  [Fasilitasi Dalam Satu
Desa
aan dalam Satu Tahun
Pemerintaha Tahun
n di
Kecamatan
dan
Pembinaan
Penyelenggar
aan
Pemerintaha
n di desa
Prosentase Desa [Kecamatan Dokumen
yang sudah Ngadirojo Perencanaan,
menyusun Penganggaran
administrasi dan Pelaporan
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sesuai dengan
ketentuan
Dokumen:
perencanaan,
penganggaran
dan pelaporan

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngadirojo
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CROSSCUTTING KRCAMATAN NGADIROJO

Crosscutting Kecamatan Ngadirojo

KECAMATAN
NGADIROIO

Sub Kegiatan Sinergitas dengan
Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional

Indonesia dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

Y

1. Identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum di
Kecamatan.

2. Deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban
umum.

A 3. Pengoordinasian strategi penyelesai. per lah
keamanan dan ketertiban umum.
4. Penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan
ketertiban umum.

5. Pengkoordinasian seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh
' intansi vertical diwilayahnya.

Gambar 2.1 Crosscutting Kecamatan Ngadirojo

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja sebagai tekat dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat
penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintahan karena merupakan
wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan apa yang
dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk
menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan
perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola
program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan
instansi yang tidak terarah.

Penyusunan perjanjian kinerja Kecamatan Ngadirojo Kabupaten tahun 2025 mengacu
pada dokumen renstra pemerintah daerah kabupaten Pacitan 2021- 2026, dokumen
rencana kinerja tahunan (RKT tahun 2025 , dokumen renja tahun 2025 dan dokumen
pelaksanaan anggaran tahun 2025). Pada tanggal 02 januari 2025 ditetapkan perjanjian
kinerja camat Ngadirojo Kabupaten Pacitan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun
2025 dengan uraian sebagai berikut :
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No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) 3 (4)
Meningkatnya Kualitas Jumlah Nilai Hasil Survey 96,00
Pelayanan Publik Kepuasan Masyarakat
1. Kecamatan Ngadirojo setiap tahun
Meningkatnya Koordinasi | 1. |Prosentase Terlaksananya
Penyelenggaraan Fasilitasi Desa Dalam Satu
2. | Pemerintahan di Tahun 100 %
Kecamatan dan Pembinaan
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
2 | Prosentase Desa yang sudah
menyusun Administrasi 100 %
sesuai dengan ketentuan
Dokumen:
Perencanaan,Penganggaran,
dan Pelaporan
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo
NO Program Anggaran Keterangan
1. | Program Penunjang Rp 2.654.783.919,00 APBD
Urusan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota
2. | Program Penyelenggaraan |Rp 31.317.760,00 APBD
Pemerintahan dan
Pelayanan Publik
3. | Program Pemberdayaan Rp 249.398.496,00 APBD
Masyarakat Desa dan
Kelurahan
4. | Program Koordinasi Rp 203.517.152,00 APBD
Ketentraman dan Ketertiban
Umum
5. | Program Penyelenggaraan |Rp 14.920.300,00 APBD
Urusan Pemerintahan
Umum
6. | Program Pembinaan Dan Rp 167.428.576,00 APBD
Pengawasan Pemerintahan
Desa
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Jumlah | Rp3.321.366.203,00|

APBD

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) 3 (4
Meningkatnya Kualitas Jumlah Nilai Hasil 96,00
Pelayanan Publik Survey Kepuasan
1. Kecamatan Ngadirojo Masyarakat setiap
tahun
Meningkatnya Koordinasi Prosentase Desa yang
5 Penyelenggaraan Pemerintahan menindaklanjuti 100 %
" | di Kecamatan dan Pembinaan rekomendasi hasil °
Penyelenggaraan Pemerintahan fasilitasi dalam satu
Desa tahun bidang
Pemerintahan,
Pemberdayaan
Masyarakat,Pelayanan
Umum, Sosial,
Ketentraman dan
Ketertiban.
Prosentase Desa yang
sudah menyusun 100 %
Administrasi sesuai
dengan ketentuan
Dokumen:
Perencanaan,Pengangga
ran,dan Pelaporan
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo
NO PROGRAM ANGGARAN ANGGARAN SESUDAH| KET
SEBELUM
1. | Program Penunjang Urusan | Rp 2.654.783.919,00 | Rp 2.546.674.166,00
Pemerintahan Daerah APBD
Kabupaten/Kota
2. | Program Penyelenggaraan | Rp 31.317.760,00 Rp 25.968.460,00
Pemerintahan dan APBD
Pelayanan Publik
3. | Program  Pemberdayaan | Rp 249.398.496,00 Rp 239.985.296,0
Masyarakat Desa dan APBD

Kelurahan
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Program Koordinasi

Rp 203.517.152,00

Rp 182.472.896,00

Ketentraman dan Ketertiban APBD
Umum
Program Penyelenggaraan | Rp 14.920.300,00 Rp 6.075.200,00
Urusan Pemerintahan APBD
Umum
Program Pembinaan dan| Rp 167.428.576,00 Rp 123.283.290,00
Pengawasan Pemerintahan APBD
Desa
Rp3.321.366.203,00 | Rp 3.124.459.308,00
Jumlah APBD

Tabel 2.6 Anggaran Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo
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1.

BAB I
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan
kinerja instansi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau
pertanggungjawaban. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan
maupun kegagalan misi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang
telah ditetapkan. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari capaian kinerja, dimana capaian
kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo tahun 2025
dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja
sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kantor Kecamatan
Ngadirojo tahun 2025 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja
dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi
realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin
rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan
menggunakan rumus sebagai berikut :

Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Rencana ) x 100

Adapun target dan capaian kinerja Kantor Kecamatan Ngdirojo Kabupaten Pacitan

Tahun 2025 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

NO SASARAN INDIKATOR TARGET | REALISASI %
STRATEGIS KINERJA 2025 2025 CAPAIAN
1 |Meningkatnya Jumlah Nilai Hasil 96,00 97,10 101,14%

Kualitas Pelayanan [Survey Kepuasan
Publik Kecamatan [Masyarakat

Ngadirojo
2 Meningkatnya Prosentase 100% 100% 100%
koordinasi Terlaksananya
penyelengaraan Fasilitasi Desa dalam
pemerintahan di Satu Tahun
kecamatan dan
pembinaan

penyelenggaraan
pemerintahan di
desa
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Prosentase Desa yang 100% 100% 100%
sudah menyusun

administrasi sesuai
dengan ketentuan
dokumen

perencanaan,Pengang
garan dan Pelaporan

Tabel 3.1 Target dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo

Uraian pada tabel :

Tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025 diatas
memberikan informasi bahwa hasil pengukuran dan analisis kinerja sesuai dengan
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi
Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Pengukuran kinerja ini merupkan hasil
dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok
indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil.
Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja yang meliputi
indikator makro dan indikator mikro dimana penetapan indikator- indikator ini harus
didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhtikan tujuan dan
sasaran yang ditetpkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga
keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan dibandingkan
dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian kinerja yang dapat dilaporkan
cenderung lebih di titikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan
pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah, maupun
stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.
Berdasarkan target, realisasi dan tingkat pencapaian sasaran PD Kecamatan
Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat dijelaskan masing-masing
capaian indikator sasaran penjelasan analisisnya sebagai berikut :

e Sasaran1:

Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Ngadirojo
e Indikator Sasaran :

Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun. Pada tahun

2025 target indikator sasaran 96,00 dengan realisasi sebesar 97,10 dengan

tingkat capaian kinerja sasaran 101,14%

e Definisi:

Untuk mengukur kinerja Aparatur Kecamatan Ngadirojo, dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap

aspirasi masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi

masyarakat perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakan “Survey
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Kepuasan Masyrakat” di Unit pelayanan Kecamatan Ngdirojo Kabupaten
Pacitan melalui aplikasi SukMa-e Jatim yaitu Survey Kepuasan Masyrakat
Secara Elektronik Jawa Timur, yaitu sistem yang mengukur tingkat kepuasan
masyarakat sebagai pengguna layanan publik berbasis QR Code Akuntabel,
Mudah, Cepat dan Terintregasi. Penghitungan data dilakukan oleh sistem
dengan hasil Survey Kepuasn Masyrakat Kecamatan Ngadirojo Periode
Januari-Desember 2025 sebagaimana terlampir.

Sasaran 2 :

Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan
pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa

Indikator Sasaran 1 :

Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun Bidang :
Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelyanan
Umum, Sosial, Ketentraman, dan Ketertiban. Pada tahun 2025, target
indikator ini adalah 100% dengan realisasi sebesar 100% dengan tingkat
capaian kinerja sasaran 100%.

Definisi :

Untuk mengukur keberhasilan dari Koordinasi di Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
di Desa, maka diperlukan adanya perhitungan berapa besar prosentase
terlaksananya fasilitasi Desa dalam satu tahun bidang : Pemerintahan,
Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial
Ketentraman, dan Ketertiban. Adapun bentuk fasilitasi meliputi 8 Fasilitasi

. Fasilitasi penyusunan produk hukum Desa

. Fasilitasi Pelunasan PBB

. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa

. Fasilitasi Pelaksanaan Musyawrah Desa

. Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan

. Fasilitasi Adminduk

. Fasilitasi Pembinaan Linmas

. Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan
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. Fasilitasi Data Penerima Bansos
Indiktor Sasaran 2 :
Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan

ketentuan, dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan dengan
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uraian berikut, Pada tahun 2025, target indikator ini adalah 100% dengan
realisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian kinerja sasaran 100%.

e Definisi:
Untuk mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan kita juga perlu menentukan Presentase Desa yang sudah
menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen vyaitu :
1. Dokumen Perencanaan
2. Dokumen Penganggaran

3. Dokumen Pelaporan

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan
Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Target Renstra Realisasi Rasio Capaian
SKPD Tahun Ke- Capaian Tahun pada tahun ke-
Ke-
No | Indikator Kinerja Sesuai
Tugas dan Fungsi PD
N N N N N N N N N
o o o o o [=} o o o
N N N N N N N N N
w ) (3} w S (3.} w £ (3}
1. | Hasil Survey
Kepuasan ® o ® o © © - S
i ) > © o o N © = =
Masyaraakat setiap o 2 o o> Q > 3 3 2
tahun 2
2. | Persentase
terlaksananya fasilitasi N N N N N N N - N
desa dalam satu tahun 3 3 8 8 8 8| 8 8 8
X X X R X X R X X
3. | Persentase desa
yang sudah
menyusun
administrasi sesuai N N N N N N N N N
dengan ketentuan S S S 8 8 8| 8 8 8
X ES X X X ES X X X
dokumen:
Perencanaan,
penganggaran, dan
pelaporan

Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Kecamatan Ngadirojo

Uraian pada tabel:

Tabel Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja ini dengan
Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir menunjukkan peningkatan capaian dari
setiap indikator kinerja yaitu pada Indikator Kinerja jumlah nilai hasil Survey
Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada indikator ini Kecamatan Ngadirojo melakukan

penilaian dengan cara penyebaran kuisioner kepada masyarakat yang bertujuan
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untuk mengetahui opini publik terkait pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan
Ngadirojo sehingga Kecamatan Ngadirojo dapat meningkatkan kualitas layanan
baik dari segi Sumber daya Manusia, Sarana Prasarana Layanan, Prosedur
Pelayanan serta mengembangkan Inovasi terkait pelayanan Publik. Nilai SKM dari
tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal tersebut tidak
terlepas dari peran aktif semua pihak dalam memajukan Kecamatan Ngadirojo.
Tahun 2023 dengan target 86,5, realisasi 85,8 dan persentase capaian 99%, dan
pada tahun 2024 dengan target 86,9, realisasi 86,92 dan presentase capaian
mencapai 100 % , pada tahun 2025 target 96,00 dengan realisasi 97,10 dan
presentase capaian mencapai 101,14%. Dari tahun ke tahun penilaian kepuasan
masyarakat terhadap pelayanan pada Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan
mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2023 belum mencapai target pada
renstra. Hal tersebut dikarenakan pada poin instrumen Kkuisioner tentang
kecepatan waktu mendapatkan nilai yang lebih rendah karena antrian pelayanan
yang tidak menentu yang terkadang membuat kecepatan dalam pelayanan
berkurang, tetapi pada tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo mengalami peningkatan
realisasi hingga mencapai target renstra dengan presentase capaian 100% hal ini
dikarenakan upaya perbaikan pelayanan di Kecamatan Ngadirojo khususnya
melakukan perbaikan terhadap pengelolaan antrian sehingga lebih teratur dan
mempercepat pelayanan yang diberikan.

Pada Indikator Kinerja Persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu
tahun bidang: pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum,
ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan rakyat pada tahun 2023 target
100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%, dan pada tahun 2024 target
100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Pada Indikator Persentase
desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen:
Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan juga bertahan dari tahun 2023 ke

tahun 2025 dengan target, realisasi, dan capaian sebesar 100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 dengan target jangka
menengah di dalam Renstra Organisasi

Kualitas Survey Kepuasan
Pelayanan Publik | Masyarakat
Kecamatan

Ngadirojo

Sasaran Indikator Kinerja Target Akhir Realisasi Tingkat
Strategis RPJMD/Renstra Kemajuan
1.Meningkatnya Jumlah Nilai Hasil 96,00 97,10 101,14%
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Koordinasi terlaksananya
penyelengaraan Fasilitasi desa
pemerintahan di dalam satu tahun
kecamatan dan

pembinaan

penyelenggaraan
pemerintahan di
desa

2.Meningkatnya Prosentase 100% 100% 100%

yang sudah
menyusun
administrasi
sesuai dengan
ketentuan
dokumen
perencanaan,
Penganggaran
dan Pelaporan

Prosentase Desa 100% 100% 100%

Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo

Uraian pada tabel:

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan

target jangka menengah adalah 100%. Baik pada sasaran strategis meningkatnya

kualitas pelayanan publik Kecamatan Ngadirojo, maupun meningkatnya

koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan

penyelenggaraan pemerintahan Desa.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025 dengan
Realisasi Kinerja di Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Realisasi Realisasi
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Provinsi Jawa
Tahun 2025 ;
Timur 2025
Meningkatnya Kualitas| Jumlah Nilai Hasil
Pelayanan Publik Survey Kepuasan
Kecamatan Ngadirojo | Masyarakat 97,10 93,99
Kecamatan

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025 dengan Realisasi

Kinerja di Tingkat Provinsi Jawa Timur Tahun 2025

Uraian pada tabel :

Realisasi Kecamatan Ngadirojo dibandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa

Timur pada tahun 2025 mengalami perbandingan yang cukup banyak yakni nilai

capaian dari Kecamatan Ngadirojo leboh unggul. Hal tersebut diyakini terjadi

dikarenakan Kecamatan Ngadirojo memiliki keunggulan pelayanan di berbagai

faktor seperti petugas pelayanan yang memiliki kompetensi dan profesionlisme
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yang tinggi, sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, proses pelayanan
yang cepat dan tepat, serta informasi pelayanan yang mudah dipahami.
Keunggulan-keunggulan tersebut menjadi faktor utama yang meningkatkan
tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kecamatan Ngadirojo
sehingga pada tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo mendapatkan piagam
penghargaan dengan nomor : 00.8.3.4/912/408.22/2025 sebagai Terbaik Il
Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2025 Kategori A- dengan Nilai 4.40
“Sangat Baik”. Kecamatan Ngadirojo juga banyak mendapat perhargaan lainnya

di tahun-tahun sebelumnya.

. Analisis Penyebab Keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan

kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan

Kinerja Kecamatan Ngadirojo untuk indikator sasaran Jumlah nilai hasil Survey
Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan survei pelayanan mengalami kenaikan
yang berarti Kecamatan Ngadirojo dalam pelaksanaan tugas sudah menunjukkan
Tingkat capaian sangat tinggi, hal ini menggambarkan bahwa pelayanan maupun
kinerja Kecamatan Ngadirojo sudah dijalankan dengan baik dengan
mengoptimalkan SDM maupun sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai
sasaran yang diharapkan. Sedangkan Kinerja Kecamatan Ngadirojo untuk
indikator sasaran prosentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun dan
prosentase desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan
dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan memperoleh nilai 100 %
yang berarti bahwa fasilitasi Desa oleh pemerintah Kecamatan Ngadirojo
memperoleh nilai maksimal dan bertahan dari tahun ke tahun.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan
rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang
untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian,
pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka
pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Capaian yang
diperoleh Kecamatan Ngadirojo sebesar 72,75 dengan kategori BB (Sangat Baik)
dengan interprestasi bahwa yaitu system dan tatanan sudah dapat diandalkan,
memiliki system untuk manajemen kinerja yang baik. Berdasarkan pengukuran
kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Ngadirojo
sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran PD Kecamatan Ngadirojo dalam meningkatkan kinerja di
Tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sasaran
yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator
Nilai IKM dari Target tahun 2025 : 96,00 diperoleh nilai IKM : 97,10 sehingga dapat
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tercapai 100 % dan untuk sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di
desa memperoleh nilai 100% untuk target dan realisasinya untuk 2 indikator
sasaran yang telah ditentukan sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.
Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan
sasaran PD Kecamatan Ngadirojo melalui perencanaan program-program dan
kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan tata kelola birokrasi
pemerintah daerah dan mewujudkan pelayanan publik yang optimal. Dari hasil
IKM yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, kantor Kecamatan
Ngadirojo membuat Langkah- langkah yang diupayakan untuk mengatasi
kegagalan pada tahun berikutnya antara lain :
1. Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang
rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
2. Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan
peringatan/teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai upaya
mendorong kinerja tiap seksi/sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Koordinasi baik ditingkat internal maupun eksternal guna mendukung tujuan
dan sasaran Kecamatan Ngadirojo
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta SDM yang tersedia untuk

mendukung pelaksanaan program pembangunan.

. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

A. Efisensi Anggaran terhadap Sumber Daya Terhadap Anggaran

Nilai efisiensi anggaran Kecamatan Ngadirojo masing-masing sasaran
strategis adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo adalah
2. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan

dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa adalah

Hitungan efisiensi anggaran ini sudah sesuai dengan rumusan
sebagaimana Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan Nomor :
008.6.3/3392/408.22/2025 tanggal 27 November 2025. Formula

perhitungan efisiensi anggaran :

Dengan Rumusan Perhitungan :
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_ Z({(PAKi x CKi) — RAKI)

E .
Y PAKI
Dimana
E = efisiensi
PAKi = pagu anggaran
RAKIi = realisasi anggaran
Cki = capaian kinerja
(Dalam
Persen
(%))
Capaian Pagu Realisasi . . Nilai
gtarsa?;ag?s kinerja Anggaran Anggaran PAKi X CKki (Pégli(K?kl) Efisiensi
CKki (PAKI) (RAKIi) > ((PAKi x
Cki)-
RAKIi)/Y (PA
Ki)
Meningkat
nya
Kualitas
Pelayanan | 1,011458 | 2.546.674.16 | 2.435.945.07 | 2.575.854.722,5 | 139.909.645,5 54938
Publik 3 6,00 7,00 9 9 ’
Kecamata
n
Ngadirojo
.Meningka
tkan
koordinasi
penyeleng
araan
pemerinta
han di
xecamata | 1009090 | 577.785.142 | 553.606.123 | 577.785.142 | 24.179.019 4,1847
pembinaa
n
penyeleng
garaan
pemerinta
han di
desa

Tabel 3.5 Analisis atas Efisiensi Sumber Daya Anggaran

Dari tabel diatas dalam pelaksanaan kegiatan Kecamatan Ngadirojo dituntut

seoptimal mungkin dapat memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya baik

berupa anggaran, sarana prasarana penunjang maupun sumber daya

manusianya dan diharapkan dapat melakukan efisensi sebaik mungkin

dalam penggunaan anggaran dan sumber daya yang ada.
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Dari table diatas dapat diketahui tingkat efisiensi sebagai berikut:
Tingkat Efiensi:

Rumus Perhitungan :

E= Y ((PAKi x CKi)—RAK1)
Y (PAKi

Diketahui :

a. Efisiensi Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
Ngadirojo

E = ((2.546.674.166,00X1,0114583)—2.435.945.077,00
2.546.674.166,00

= 5,4938

b. Efisiensi Sasaran : Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan di Desa

E= ((577.785.142 X 1,0000000) —553.606.123
577.785.142

= 4,1847
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Diketahui :

No Sasaran Indikator No | Nama Program Indikator Pagu Anggaran Realisasi Target Realisas | Tingkat
Strategis Kinerja Kinerja Anggaran Kinerja i Kinerja | Capaian
Program Sesuai
PK
1. Meningkatnya | Jumlah Nilai
Kualitas Hasil Survey
Pelayanan Kepuasan
Publik Masyarakat 2.546.674.166, | 2.435.945.077, 96,00 97,10 1,0114
Kecamatan Setiap 00 00
Ngadirojo Tahun
1 Program Nilai Sakip
Penunjang Perangkat
Urusan Daerah 2.546.674.166, | 2.435.945077, | 000 | 7275 | 096
Pemerintahan
00 00
Daerah
Kabupaten/Kot
a
2 Meningkatnya | Prosentase
Koordinasi Terlaksanan
Penyelenggar | ya Fasilitasi
aan Desa Dalam
Pemerintahan | Satu Tahun
di Kecamatan | prosentase
dan Desa Yang 577.785.142 553.606.123
Pembinaan Sudah 100% 96% 0,96
Penyelenggar | Menyusun
aan Administrasi
Pemerintahan | gggyai
di desa Dengan
Ketentuan
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Dokumen
Perencanaa
n,
Penganggar
an Dan
Pelaporan

Program
Penyelenggara

Tingkat
Pemenuhan

an Kebutuhan PD 25.968.460,00 | 25.680.709,00 100% 98.89% | 0,9889
Pemerintahan
Dan Pelayanan
Publik
Program Presentase
Pemberdayaan | Penyelenggara
Masyarakat ann
Desa Dan | Pemberdayaan | 239.985.296,0 | 221.087.743,00 100% 92.13% | 0,9213
Kelurahan Masyarakat
Desa dan
Kelurahan yang
dilaksanakan
Program Presentase
Koordinasi Penyelenggara
Ketentraman an Koordinasi
Dan Ketertiban | Ketentraman 182.472.896,00 | 178.642.932,00 100% 97.9% 0,979
Umum dan Ketertiban
Umum yang
dilaksanakan
Program Presentase
Penyelenggraa | Penyelenggara
n Urusan | an 6.075.200,00 5.991.169,00 100% 98.62% | 0,9862

Pemerintahan
Umum

Pemerintahan
Umum yang
dilaksanakan
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Program
Pembinaan Dan
Pengawasan
Pemerintah
Desa

Presentase
Desa yang
Termonitoring

123.283.290,00

122.203.570,00

100%

99.12%

0,9912

Tabel 3.6 Analisis Program Sumber Daya Anggaran
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1)

2)

Pagu Anggaran (PAKI) dari sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Kecamatan Ngadirojo diperoleh dari pagu anggaran Program Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang senilai Rp
2.546.674.166,00 dengan realisasi anggarannya (RAKi) Rp 2.435.945.077,00.
Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan
Ngadirojo dengan indikator Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Setiap Tahun mempunyai target sebesar 96,00 dan realisasinya 97,10
sehingga tingkat capaiannya atau capaian kinerjanya (CKi) adalah 1,0114583
yang didapat dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja. Untuk
mendapatkan nilai efisiensi maka Pagu Anggaran (PAK:i) dikali Capaian Kinerja
(CKi) diperoleh nilai 2.575.854.722,59. Dikurangi Realisasi Anggaran (RAKIi)
diperoleh nilai 139.909.645,59 dan dikali 100 sehingga Nilai Efisiensinya
adalah 5,4938

Pagu Anggaran (PAKi) dari sasaran Meningkatnya Koordinasi
Penyelenggaraan  Pemerintahan di  Kecamatan dan Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan di desa diperoleh dari pagu anggaran pada
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

© a0 T ®

Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dengan total Pagu Anggaran senilai yang senilai Rp. 577.785.142 dengan
realisasi anggarannya (RAKi) Rp. 553.606.123. Sasaran Strategis
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo dengan 2 (
dua) indikator yaitu Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa Dalam Satu
Tahun dan Prosentase Desa Yang Sudah Menyusun Administrasi Sesuai
Dengan Ketentuan Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan
mempunyai target sebesar 100% dan realisasinya yang mencapai target 100%
juga, sehingga tingkat capaiannya atau capaian kinerjanya (CKi) adalah
1,0000000 yang didapat dari realisasi kinerja dibagi dengan target kinerja.
Untuk mendapatkan nilai efisiensi maka Pagu Anggaran (PAK:i) dikali Capaian
Kinerja (CKi) diperoleh nilai Rp 577.785.142. Dikurangi Realisasi Anggaran
(RAKI) diperoleh nilai Rp 24.179.019 dan dikali 100 sehingga Nilai
Efisiensinya adalah 4,1847

Efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM)
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Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kantor Kecamatan Ngadirojo
Kabupaten Pacitan memiliki 26 (dua puluh enam) orang pegawai yang terdiri
dari 24 orang berstatus ASN dan 2 orang berstatus Non ASN yang menjalankan
organisasi dengan tugas dan fungsi yang ada dalam penggunaan anggaran
melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025. Kantor Kecamatan
Ngadirojo terdiri dari Sekretariat dan 4 (empat) seksi dengan rincian sebagai
berikut:
1. Sekretariat
Sesuai peta jabatan bahwa kebutuhan pegawai di sekretariat sebanyak
13 pegawai ASN. Dan saat ini telah terisi 11 personil ASN. Dengan
kondisi masih kekurangan pegawai sejumlah 2 orang, yaitu pada
formasi:
a. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah / Pengelola Data
Informasi
b. Kustodian Barang Milik Negara/Penelaah Teknis Kebijakan
2. Seksi Pelayanan Umum
Sesuai peta jabatan bahwa kebutuhan pegawai di Seksi Pelayanan
Umum sebanyak 7 orang. Dan baru terisi 3 (tiga) pegawai ASN. Dengan
kondisi masih kekurangan pegawai sejumlah 4 orang, yaitu pada
formasi:
a. Pengelola Layanan Operasional
b. Analisis Pelayanan Publik / Penelaah Teknis Kebijakan
c. Pengelola Sistim Informasi Kependudukan/Pengelola Data dan
Informasi
3. Seksi Pemerintahan
Sesuai peta jabatan bahwa kebutuhan pegawai di Seksi Pemerintahan
sebanyak 4 (empat) pegawai ASN. Dan hanya terisi 3 (tiga) pegawai
ASN. Dengan kondisi masih kekurangan 1 (satu) pegawai ASN, yaitu

pada formasi:

a. Analisis Pemerintahan Daerah / Pranata Kelola Pemerintahan

4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
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Sesuai peta jabatan bahwa kebutuhan pegawai di Seksi Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyarakat sebanyak 5 (lima) pegawai ASN. Dan
baru terisi 3 (tiga) pegawai ASN. Dengan kondisi masih kekurangan 2
(tiga) pegawai ASN, yaitu pada formasi :
a. Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan /
Pengolah Data dan Informasi
b. Analisi Perekonomian / Penelaah Teknis Kebijakan
5. Seksi Sosial Ketentraman dan Ketertiban
Sesuai peta jabatan bahwa kebutuhan pegawai di Seksi Sosial
Ketentraman dan Ketertiban sebanyak 5 (lima) pegawai ASN. Dan baru
terisi 4 (empat) pegawai ASN. Dengan kondisi masih kekurangan 1
(satu) pegawai ASN, yaitu pada formasi :

a. Analisis masalah Sosial / Penelaah Teknis Kebijakan

KEPALA SEKSI SOSIAL,
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

NAMA JABATAN
1 NANANG HARDWIJONO, S.Sos., M.Si. CAMAT NGADIROJO
2 | HARIAN WITRI, S.Sos SEKRETARIS CAMAT NGADIROJO
3 | SUYONO, S.Sos, M.Si. KEPALA SEKSI PELAYANAN
4

HARMIATI,S.E.

PLT. KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT &
KASUBAG PROGRAM, EVALUASI,
PELAPORAN DAN KEUANGAN

IMA PUSPITORINI, S.E.

WIRA SWASTIKA, S.E., M.M. KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

KEPALA SUB BAGIAN UMUM &
Drs. HEMY TRI ASMORO KEPEGAWAIAN

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
SARIANTO SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
MOHAMAD SUBEKHI SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
KUSTIAWANINGSIH SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

YUNIPRIYANTO SEKS| PEMERINTAHAN

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

HARYONO SEKSI PEMERINTAHAN

PENGADMINISTRASI KEUANGAN SUB
DWI WAHYUNI BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,
PELAPORAN DAN KEUANGAN

PERENCANA AHLI PERTAMA SUB
NINDA ARISTAWATI, S.M. BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,
PELAPORAN DAN KEUANGAN
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15

RETNO PUJI UTAMI

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
SEKSI PEMBANGUNAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

16

HARIYADI

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
SEKSI PELAYANAN

17

HARI CAHYONO

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

18

DIAZ PRASETYA TAMA, S.E.

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
AHLI PERTAMA SEKSI PEMBANGUNAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

19 | SITIMARFUAH SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN
PENGADMINISTRAS| PERKANTORAN

20 | YESITA RAHMAWATI SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI,
PELAPORAN DAN KEUANGAN
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

21 | TRI MARYONO SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI.

PELAPORAN DAN KEUANGAN

22

FINDY RIA YULIANTI

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

23

YUPITA TRI REJEKI

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
SEKSI PELAYANAN

24

EKO SUPRIYANTO

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
SUB BAGIAN UMUM & KEPEGAWAIAN

25

AFANDHI PUTRA PRADANA

TENAGA KEBERSIHAN (PTT)

26

RINALDI INDRIAWAN

TENAGA KEBERSIHAN (PTT)

Tabel 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

No Golongan Ruang Jumlah

1 vV 3

2 Il 11

3 I 3

4 I 0

5 PPPK Penuh Waktu (Penata Muda-9) 1

6 PPPK Penuh Waktu (Pengatur Muda-5) 2

7 PPPK Paruh Waktu (PW) 4

8 PTT/Honorer 2
Jumlah 26

Tabel 3.8 Golongan Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ngadirojo

Tabel di atas menunjukkan bahwa Aparat Kecamatan Ngadirojo yang berstatus
kepegawaian Golongan IV berjumlah 7 orang, Golongan Ill berjumlah 8 orang,
Golongan Il berjumlah 5 orang, PPPK Paruh Waktu berjumlah 4 orang dan PTT
berjumlah 2 orang. Melihat kondisi kepegawaian tersebut, dapat berupaya untuk

meningkatkan status kepegawaian untuk menunjang kinerja pegawai.
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No Pendidikan Jumlah
1 Pasca Sarjana (S2) 3
2 Sarjana (S1) 6
3 Diploma IV -
4 Diploma i -
5 Diploma Il -
6 Diplomall -
7 SMA 17
8 SMP -
9 SD -

JUMLAH 26

Tabel 3.9 Jenis Pendidikan Sumber Daya Manusia Kantor Kecamatan Ngadirojo

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan
daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada
peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan
kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing- masing baik sebagai
pejabat struktural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan
pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem
pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan
dalam bentuk SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) setiap akhir tahun (bulan
Desember). Dengan dasar SKP tersebut seorang perangkat kecamatan akan
dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk
dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan dan
menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran
Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat
melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah
dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping
melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk
dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.
Kebijakan efisiensi penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh Pemerintah
Kecamatan Ngadirojo dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada dengan
menerapkan seluruh aturan perundang-undangan guna menciptakan tertib
hukum administrasi sebagai langkah menuju terciptanya pemerintahan
yang Good Governance;

2. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Pemerintah Desa;
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3. Meningkatan kredibilitas kinerja aparatur melalui peningkatan kualitas

kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pencapaian kinerja secara maksimal sesuai standart pemenuhan SOP;

Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Instransi terkait dan Lembaga

Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM masyarakat;

6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan

serta pengendalian dan pengawasan pembangunan;

7. Melaksanakan efesiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan organisasi kecamatan

C. Sarana dan Prasarana

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan telah dilengkapi Sarana dan

Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang

cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini,

sebagaimana tabel berikut :

TAHUN
NO | NAMA BARANG JUMLAH KONDISI PENGADAAN KETERANGAN
Kendaraan roda 4
1 | (Station wagon) 1 Sedang
2 | Generator set 1 Sedang
3 | Ambulan/L300 1 Sedang
4 |AC 8 Baik
Rusak
5 | Brankas 1 Berat
6 | Camera 1 Baik
7 | CPU 4 Sedang
Rusak
8 | Filling Cabinet 4 sedang
9 | Gordyn kray 1 paket Baik 2025
10 | Gordyn 75m Baik 2000
11 | Gordyn 135 m Baik 2021
12 | Kanopi 1 Baik 2025
13 | Kipas angin 1 Sedang
14 | Kursi metal/Futura 30 Baik
Kursi metal/kursi
15 | tunggu 2 Baik
16 | Kursi biasa 2 Baik 2021 r. rapat coklat
Kursi Pejabat
17 | eselon 3 2 Baik Sekcam, camat
Kursi Pejabat
18 | eselon 4 12 Baik
19 | Kursi tamu 1 Baik
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R. Rapat
20 | Kursi rapat 20 Baik 2000 kuning
Kursi rapat biasa
21 | (plastik) 140 sedang 2017
22 | Kursi plastik/fiber 40 Baik 2023
23 | Lambang Garuda 1 Baik
4 rusak, 5
24 | Laptop/ Note book 9 baik
2 baik, 1
25 | LCD Proyektor 3 rudak
26 | Almari besi 3 Baik
27 | Lemari Kaca 5 Baik
28 | Lemari kayu 2 Sedang 1999
29 | Meja 24 Baik
30 | Mesin Absensi 1 Baik
31 | Mesin Fotocopi 1 Baik
Mesin pemotong
32 | rumput 1 Baik
33 | Podium 1 Baik
34 | PC Unit 7 Sedang
Papan visual/Papan
35 | pengumuman 4 Baik
36 | Scanner 1 Baik
37 | Printer 7 Baik
38 | Rak besi 3 Baik
45 sedang,
39 | Sepeda motor 47 2 RB
40 | Seragam Paskib 70 baik 2025
41 | Sofa 4 Baik
42 | Sound system 1 Buah
43 | Stabilisator 1 Buah
44 | Tempat Tidur 1 Buah
45 | Televisi 1 baik
46 | Unit Power supply 2 Sedang 1999
47 | Tiang bendera 1 Baik
48 | Pagar Permanen 2 Baik 2009
49 | Pipa paralon 1 paket Baik 2020
50 | Taplak meja 22 Buah 2024

Tabel 3.10 Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Ngadirojo

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa aset kantor Kecamatan Ngadirojo

memiliki perbedaan dalam segi kondisi yakni baik, sedang, rusak dan rusak berat.
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5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

No Program/Kegiat Indikator Kinerja Target Tahun Realisasi Capaian (%) Menunjang/
an Sub Kegiatan Program/Kegiatan/Sub 2025 Tahun 2025 Tidak Menunjang
Kegiatan

1 PROGRAM Nilai SAKIP Perangkat Daerah 76,00 72,75 95,72% Menunjang
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHA
N UMUM

1.1. Perencanaan, Jumlah Dokumen Perencanaan, | 23 Dokumen 23 Dokumen 100%
Penganggaran, | Penganggaran, dan Evaluasi
dan Evaluasi | Kinerja Perangkat Daerah
Kinerja
Perangkat
Daerah

1.11 Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan | 19 Dokumen 19 Dokumen 100%
Dokumen Perangkat Daerah yang disusun
Perencanaan
Perangkat
Daerah

1.1.2 | Evaluasi Kinerja | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja | 4 Dokumen 4 Dokumen 100%
Perangkat Perangkat Daerah
Daerah
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1.2 Administrasi Jumlah Dokumen Laporan | 59 Dokumen 59 Dokumen 100%
Keuangan PD Keuangan Perangkat Daerah
1.2.1 Penyediaan Gaji | Jumlah Orang yang Menerima Gaji | 21 orang 21 orang 100%
dan  Tunjangan | dan Tunjangan ASN
ASN
1.2.2 Koordinasi  dan | Jumlah Laporan Keuangan | 24 Dokumen 24 Dokumen 100%
Penyusunan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran
Laporan SKPD dan Laporan Koordinasi
Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/ Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Triwulanan/ SKPD
Semesteran
SKPD
1.2.3 Penyusunan Jumlah Dokumen Pelaporan dan | 12 Dokumen 12 Dokumen 100%
Pelaporan  dan | Analisis  Prognosis  Realisasi
Analisis Anggaran
Prognosis
Realisasi
Anggaran
1.3 Administrasi Prosentase operasional dasar | 100% 100% 100%
Kepegawaian Perangkat Daerah yang
PD terpenuhi
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1.3.1 Pengadaan Jumlah Paket Pakaian Dinas | 2 Paket 2 Paket 100%
Pakaian Dinas | Beserta Atribut Kelengkapan
beserta  Atribut
Kelengkapannya

1.4 Administrasi Prosentase operasional dasar | 100% 100% 100%
Umum Perangkat Daerah yang
Perangkat terpenuhi
Daerah

1.41 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan dan | 4 Paket 4 Paket 100%
Peralatan dan | Perlengkapan Kantor yang
Perlengkapan Disediakan
Kantor

14.2 Penyediaan Jumlah Paket Peralatan Rumah | 4 Paket 4 Paket 100%
Peralatan Rumah | Tangga yang Disediakan
Tangga

1.4.3 Penyediaan Jumlah Paket Bahan Logistik | 3 Paket 3 Paket 100%
Bahan  Logistik | Kantor Yang Disediakan
Kantor

1.5 Pengadaan Tingkat Pemenuhan Kebutuhan | 100% 100% 100%

Barang Milik
Daerah
Penunjang

Urusan

Operasional PD
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Pemerintah

Daerah
1.5.1 Pengadaan Jumlah Unit Sarana  dan | 7 Gedung 7 Gedung 100%
Sarana dan | Prasarana Gedung Kantor atau
Prasarana Bangunan Lainnya yang
Gedung Kantor | Disediakan
atau Bangunan
Lainnya
1.6 Penyediaan Tingkat Pemenuhan Kebutuhan | 100% 100% 100%
Jasa Penunjang | Operasional PD
Urusan
Pemerintahan
Daerah
1.6.1 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 12 laporan 12 laporan 100%
Komunikasi, Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Sumber Daya Air | Listrik yang Disediakan
dan Listrik
1.6.2 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 12 laporan 12 laporan 100%
Pelayanan Umum | Pelayanan Umum Kantor yang
Kantor Disediakan
1.6.3 Penyediaan Jasa | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 12 laporan 12 laporan 100%

Pelayanan Umum

Kantor

Pelayanan Umum Kantor yang

Disediakan
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1.7

Pemeliharaan
Barang Milik
Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerintahan

Daerah

Prosentase Barang Milik Daerah

yang Dipelihara

100%

100%

100%

1.7.1

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Biaya
Pemeliharaan,
dan Pajak
Kendaraan
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan Dinas

Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan

Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan yang Dipelihara dan

dibayarkan Pajaknya

12 Kendaraan

12 Kendaraan

100%

1.7.2

Pemeliharaan/Re
habilitasi Gedung
Kantor dan
Bangunan

Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan

Bangunan Lainnya yang

Dipelihara/Direhabilitasi

2 Unit

2 Unit

100%
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PROGRAM
PENYELENGGA
RAAN
PEMERINTAHA
N DAN
PELAYANAN
PUBLIK

Presentase Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pelayanan

Publik yang dilaksanakan

100%

100%

100%

Menunjang

21

Koordinasi
Penyelenggaraa
n Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat

Kecamatan

Jumlah Lintas

Sektor/UPT dan Instansi vertikal

Laporan

12 Laporan

12 Laporan

100%

2.1.1

Koordinasi/Sinerg
[ Perencanaan
dan Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintahan
dengan
Perangkat
Daerah dan
Instansi  Vertikal
Terkait

Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan
dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan Perangkat
Daerah dan Instansi Vertikal

Terkait

12 Laporan

12 Laporan

100%
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2.2 Penyelenggaraa | Pemenuhan Layanan | 12 Bulan 12 Bulan 100%
n Urusan | Administrasi Kecamatan yang
Pemerintahan diselenggarakan
yang Tidak
Dilaksanakan
oleh Unit Kerja
Perangkat
Daerah yang
Ada di
Kecamatan
221 Peningkatan Jumlah Laporan Peningkatan | 12 Laporan 12 Laporan 100%
Efektifitas Efektifitas Pelaksanaan
Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di
Pelayanan Wilayah Kecamatan
kepada
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
3 PROGRAM Persentase @ Penyelenggaraan | 100% 100% 100% Menunjang
PEMBERDAYAA | Pemberdayaan Masyarakat
N Desa Dan Kelurahan Yang
MASYARAKAT Dilaksanakan
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DESA DAN

KELURAHAN
31 Koordinasi Jumlah Desa yang Difasilitasi 18 Desa 18 Desa 100%
Kegiatan
Pemberdayaan
Desa
3.1.1 Peningkatan Jumlah Lembaga | 4 lembaga 4 lembaga 100%
Partisipasi Kemasyarakatan yang
Masyarakat Berpartisipasi dalam Forum
dalam Forum | Musyawarah Perencanaan
Musyawarah Pembangunan di Desa
Perencanaan
Pembangunan di
Desa
3.1.2 Peningkatan Jumlah Laporan Peningkatan | 12 laporan 12 laporan 100%
Efektifitas Efektivitas Kegiatan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di
Pemberdayaan Wilayah Kecamatan
Masyarakat di
Wilayah
Kecamatan
4 PROGRAM Persentase Penyelenggaraan | 100% 100% 100% Menunjang
KOORDINASI Koordinasi Ketenteraman Dan
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KETENTRAMAN

Ketertiban Umum Yang

DAN Dilaksanakan
KETERTIBAN
UMUM
4.1 Koordinasi Pemenuhan Upaya | 12 Bulan 12 Bulan 100%
Upaya Penyelenggaraan Ketentraman
Penyelenggaraa | dan Ketertiban Umum
n Ketenteraman
dan Ketertiban
Umum
411 Harmonisasi Jumlah Laporan Pelaksanaan | 12 Laporan 12 laporan 100%
Hubungan Harmonisasi Hubungan dengan
dengan Tokoh | Tokoh Agama dan  Tokoh
Agama dan | Masyarakat
Tokoh
Masyarakat
5 PROGRAM Persentase = penyelenggaraan | 100% 100% 100% Menunjang
PENYELENGGA | pemerintahan Umum yang
RAAN URUSAN | dilaksanakan
PEMERINTAHA
N UMUM
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5.1 Penyelenggaraa | Jumlah Desa yang terfasilitasi | 18 Desa 18 Desa 100%
n Urusan | dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Pemerintahan Umum
Umum  Sesuai
Penugasan
Kepala Daerah
5.1.1 Penanganan Jumlah Laporan Konflik yang | 18 laporan 18 laporan 100%
Konflik Sosial | Ditangani  Sesuai  Ketentuan
Sesuai Ketentuan | Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan
Perundang-
Undangan
6 PROGRAM Persentase Desa yang | 100% 100% 100% Menunjang
PEMBINAAN termonitoring
DAN
PENGAWASAN
PEMERINTAHA
N DESA
6.1 Fasilitasi, Prosentase Desa yang Sudah | 100% 100% 100%
Rekomendasi menyusun administrasi sesuai

dan Koordinasi
Pembinaan dan

Pengawasan

dengan dokumen perencanaan

penganggaran dan pelaporan
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Pemerintahan

Desa
6.1.1 Fasilitasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi | 18 Dokumen 18 Dokumen 100%
Administrasi Tata | dalam rangka Administrasi Tata
Pemerintahan Pemerintahan Desa
Desa
6.1.2 Fasilitasi Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam | 18 Dokumen 18 Dokumen 100%
Penyelenggaraan | rangka Penyelenggaraan
Ketenteraman Ketenteraman dan Ketertiban
dan  Ketertiban | Umum
Umum
6.1.3 Koordinasi Jumlah Laporan Hasil Koordinasi | 18 Dokumen 18 Dokumen 100%

Pendampingan
Desa di

Wilayahnya

Pendampingan Desa di

Wilayahnya

Tabel 3.11 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/kegagalan Pencapaian Kecamatan Ngadirojo
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Analisis Program Tahun 2025 Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan :

1.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

A. Hasil Nilai SAKIP Kecamatan Ngadirojo

Pada Tahun 2025, target Nilai Sakip Kecamatan Ngadirojo sebesar 76,
dengan realisasi capaian Nilai SAKIP tercatat sebesar 72,75. Dengan
demikian, tingkat pencapaian kinerja sampai dengan Tahun 2025 adalah
sebesar 95,72% dari target jangka menengah yang telah ditetapkan.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja perangkat daerah dalam
penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berada
pada kategori BB “Sangat Baik”, meskipun belum sepenuhnya mencapai
target RPJMD. Belum tercapainya target jangka menengah tersebut
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain masih perlunya peningkatan
kualitas perencanaan kinerja, penguatan keterkaitan antara perencanaan,
penganggaran, dan pelaporan kinerja, serta optimalisasi pemanfaatan hasil
evaluasi SAKIP sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.Namun demikian,
capaian kinerja hingga Tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dan
mencerminkan adanya komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan
akuntabilitas kinerja. Ke depan, upaya perbaikan akan difokuskan pada
penguatan manajemen kinerja, peningkatan kualitas indikator kinerja, serta
konsistensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sehingga target jangka
menengah RPJMD dapat tercapai secara optimal. Pencapaian Nilai Sakip
didudukung dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota, dengan output yang dihasilkan sebagai berikut :

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Pacitan.
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Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diterbitkan
oleh inspektorat daerah kabupaten pacitan nomor 700.1.2.1/LHE-
38/408.49/2025 pada tanggal 28 Mei 2025.
Evaluasi dilaksanakan penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah
satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan
Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta meningkatnya kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan
prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisarian dan pelaporan kinerja
pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta
untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan
berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP. Evaluasi AKIP ini
diharapkan dapat mendorong setiap perangkat daerah untuk berkomitmen
dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam
mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.
Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi :
a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai
untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah
menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja.
c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas
pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam
penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan
nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk
efektivitas dan efisiensi kinerja
e. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja

lainnya
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Penilaian dilakukan terhadap beberapa variabel antara lain kriteria-kriteria
yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang
meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan
evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta obyektif perangkat
daerah dalam mengimplementasikan SAKIP.

Selanjutnya sub-komponen dinilai berdasarkan pemenuhan kualitas dari
kriteria. Sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban
AA/A/BB/B/CC/C/DIE, jika kondisi atau gambaran kriteria sesuai dengan

gradasi sebagai berikut:

AA (Bobot nilai | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
100) (100%) dan terdapat upaya inovatif serta
layak menjadi percontohan secara nasional

A (Bobot nilai 90) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(100%) dan terdapat beberapa upaya yang
bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut

BB (Bobot nilai 80) | Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(100%) sesuai dengan mandat kebijakan

B (Bobot nilai 70) Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi
(>75%-100%)

CC (Bobot nilai 60) | Jika kualitas sebagian besar kriteria telah
terpenuhi (>50%-75%)

C (Bobot nilai 50) Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah
terpenuhi (>25%-50%)

D (Bobot nilai 30) Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja
telah mulai terpenuhi (>0%-25%)

E (Bobot nilai 0) Jika sama sekali tidak ada upaya dalam
pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas
kinerja

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan

gambaran tingkat AKIP dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat Interpretasi

AA Sangat Memuaskan

(Nilai >90-100) | Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja
dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit
kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis,
adaptif dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja
telah dilakukan sampai level individu
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A
(Nilai >80-90)

Memuaskan

Terdapat gambaran bahwa instansi
pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan
dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi
hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan
sampai level eselon 4/pengawas/Sub koordinator

BB
(Nilai >70-80)

Sangat Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada
2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun
unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat
baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi
penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja,
memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan
berbasis teknologi informasi, serta pengukuran
kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon
3/koordinator

B
(Nilai >60-70)

Baik

Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada
1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama.
Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada
unit kerja serta komitmen dalam manajemen
kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan
sampai level eselon 2/unit kerja

cC
(Nilai >50-60)

Cukup (Memadai)

Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik.
Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan
walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas
kinerja pada unit kerja

C
(Nilai >30-50)

Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat
diandalkan. Belum terimplementasi sistem
amnajemen Kinerja sehingga masih perlu banyak
perbaikan mendasar di level pusat

D
(Nilai >0-30)

Sangat Kurang

Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak
dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat
penerapan manajemen kinerja sehingga masih
perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya
sangat mendasar, khususnya dalam implementasi
SAKIP

HASIL EVALUASI
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025 Nomor: 700.1.2.1/LHE-
38/408.49/2025 tanggal 28 Mei 2025, Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja

kecamatan Ngadirojo kabupaten Pacitan, memperoleh Nilai sebesar 72,75 dengan
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kategori BB (Sangat Baik). Nilai sebagaimana tersebut , merupakan akumulasi
penilaian terhadap seluruh komponen AKIP di lingkungan Kecamatan Ngadirojo

Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

No Komponen Bobot Nilai Hasil
Evaluasi
A | Perencanaan Kinerja 30% 22,20
B | Pengukuran Kinerja 30% 21,00
C | Pelaporan Kinerja 15% 10,80
D | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 25% 18,75
Internal
Jumlah 100% 72,75

Tabel 1.1 Tabel Hasil Evaluasi Kecamatan Ngadirojo

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen tersebut adalah :

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Mencakup penilaian atas pemenuhan dokumen perencanaan Kinerja, Kualitas
dokumen perencanaan kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan Kinerja.
Hasil evaluasi atas Komponen perencanaan kinerja adalah sebesar 22,20 dari nilai
maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 pada hasil evaluasi atas komponen
prencanaan kinerja terdapat beberapa permasalahan, yaitu:

1) Indikator Kinerja Utama (IKU) belum dimuat pada dokumen rencana strategis
kecamatan Ngadirojo.

2) Perencanaan Kinerja belum dapat memberikan informasi hubungan Kinerja,
strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain
yang berkaitan (crosscutting). Hal ini disebabkan karena dokumen crosscutting
Kecamatan Ngadirojo belum ada.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas Komponen Pengukuran Kinerja mencakup Pelaksanaan atas
pengukuran kinerja, kualitas pengukuran Kinerja dan pemanfaatan hasil dari
pengukuran kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja adalah
sebesar 21,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00 pada hasil
evaluasi atas komponen pengukuran Kinerja terdapat permasalahan sebagai
berikut:

1) Data Kinerja yang dikumpulkan belum relevan untuk mengukur capaian kinerja
yang diharapkan.

Hal ini dikarenakan data kinerja yang digunakan untuk target tahun 2025 pada
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sasaran meningkatnya indeks pelayanan publik Kecamatan Ngadirojo dengan
indikator Kinerja nilai indeks kepuasa masyarakat pada dokumen perjanjian
kinerja kepala seksi pelayanan adalah nilai hasil survei kepuasan masyarakat
senilai 96. Seharusnya data kinerja yang digunakan berbentuk indeks atau skor
dalam skala 1 sampai 5 untuk menilai pelayanan publik Kecamatan Ngadirojo,
bukan hasil survei Kepuasan Masyarakat.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Komponen pelaporan Kinerja Mencakup penilaian atas pemenuhan
pelaporan Kinerja, Kualitas dokumen lapoan Kinerja dan pemanfaatan pelaporan
Kinerja. Hasil evaluasi atas Komponen Pelaporan Kinerja adalah sebesar 10,80
dari nilai maksimal yamg dapat dicapai sebesar 15,00. Hasil evaluasi atas
komponen pelaporan kinerja tidak mendapatkan nilai maksimal karena beberapa
hal berikut:

1) Sub Komponen nomor 3.b mendapatkan predikat B Karena Kualitas sebagian
besar kriteria telah terpenuhi, sehingga koefisisen nilai untuk Sub Komponen
nomor 3.b adalah 3,15.

2) Sub Komponen nomor 3.c mendapatkan predikat B karena Kualitas sebagian
besar Kriteria telah terpenuhi, sehingga koefisien nilai untuk Sub Komponen
nomor 3.c adalah 5,25.

d. Evaluasi atas Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas Komponen Evaluasi Akutabilitas Kinerja Internal mencakup
penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas Kinerja internal, Kualitas
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan pemanfaatan evaluasi akuntabilitas
kinerja internal. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja
internal adalah sebesar 18,75 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar
25,00. Hasil Evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal tidak
mendapatkan nilai Maksimal karena Sub Komponen nomor 4.c mendapatkan
predikat B karena kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi, sehingga
koefisien nilai untuk sub Komponen nomor 4.c adalah 8,75.

2. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan,
disarankan/direkomendasikan kepada Camat Ngadirojo Kabupaten Pacitan agar :
a. Memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen rencana strategis
Kecamatan Ngadirojo.

b. membuat dokumen crosscutting apabila memang terdapat program lintas sektor
yang memerlukan kolaborasi dengan perangkat daerah yang lainnya .

c. menyesuaikan target tahun 2025 dengan data kinerja yang telah sesuai pada
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sasaran meningkatnya indeks pelayanan publik Kecamatan Ngadirojo yang
memiliki indikator kinerja nilai Indeks kepuasan Masyarakat pada dokumen
perjanjian kinerja kepala seksi pelayanan. Data kinerja yang digunakan
seharusnya berbentuk indeks atau skor dalam skala 1 sampai 5 untuk menilai
pelayanan publik dari Kecamatan Ngadirojo.

Pencapaian Nilai SAKIP didukung dengan Program Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan output yang dihasilkan sebagai
berikut:

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Output:

a. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah : 23
Dokumen, realisasi 23 dokumen dengan capaian kinerja 100%

b. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun : 19
Dokumen, realisasi 19 dokumen dengan capaian kinerja 100%

c. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah : 4 Dokumen, realisasi 4
dokumen dengan capaian kinerja 100%

b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Output :

a. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah: 59 dokumen,
realisasi 59 dokumen dengan capaian kinerja 100%

b. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN : 21 orang, realisasi
21 orang dengan capaian kinerja 100%

c. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan
Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD : 24 Dokumen, realisasi 24 dokumen
dengan capaian kinerja 100%

d. Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran : 12
Dokumen, realisasi 12 dokumen dengan capaian kinerja 100%

c¢) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :

Output:

a. Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi : 100%,
realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%

b. Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan : 2 Paket, realisasi 2
paket dengan capaian kinerja 100%

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah Output:

a. Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi : 100%,

realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%
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Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan : 4 paket,
realisasi 4 paket dengan capaian kinerja 100%
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan : 3 Paket, realisasi 3

paket dengan capaian kinerja 100%

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Output :

b.

f)

a. Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD : 100%, realisasi 100%

dengan capaian kinerja 100%
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan : 7 gedung, realisasi 7 gedung dengan capaian kinerja 100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Dearah Output :
Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Operasional PD : 100%, realisasi 100%
dengan capaian kinerja 100%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan: 12 laporan, realisasi 12 laporan dengan capaian kinerja
100%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
: 12 laporan, realisasi 12 laporan dengan capaian kinerja 100%
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

: 12 laporan, realisasi 12 laporan dengan capaian kinerja 100%

d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan

Dearah
Output:

a.

Prosentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara : 100%, realisasi 100%
dengan capaian kinerja 100%
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya : 12 kendaraan, realisasi 12 kendaraan
dengan capaian kinerja 100%
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

: 2 unti, realisasi 2 unit dengan capaian kinerja 100%

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan

output Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Masyarakat yaitu
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target 96,00 dengan relaisasi capaian 97,10 dan prosentase realisasi

capaian kinerja adalah 101,14% yang dapat diuraikan sebagai berikut :

INDEX KEPUASAN MASYARAKAT { 1KV TAMUN

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN, MASUKAN
ANDA BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS
MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KWALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT

e W0 | 61 | B0 ] we | en | e | 5 | s |
NILAI SKM JUMLAH {[ERUnsor 32 | 3@ | 3o | 3w [ am | 3 [ 39 THEL
971 RESPONDEN

2171

NEA Tertmbang/Ursur

VLNR?

2 |
IV RS XM TERTIMEANG X 35 01 ;

Adapun penjelasan dari gambar dan table tersebut adalah sebagai berikut :
Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut, jumlah responden penerima
layanan yang diperoleh yaitu 2.171 orang responden. Pelaksanaan SKM
menggunakan kuesioner melalui aplikasi SuKMa-e Jatim yang disebarkan
kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 pertanyaan sesuai
dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap
pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik. Kesembilan unsur yang ditanyakan dalam

kuesioner SKM Kantor Kecamatan Ngadirojo yaitu :

1. Persyaratan : Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam
pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun
administratif.

2. Sistem, mekanisme dan prosedur : Prosedur adalah tata cara
pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan,
termasuk pengaduan.

3. Waktu penyelesaian : Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang
diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap
jenis pelayanan.

4. Biayal tarif : Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada

penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan

62



dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan
kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

. Produk spesifikasi jenis pelayanan : Produk spesifikasi jenis
pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai
dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini
merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

. Kompetensi pelaksana : Kompetensi pelaksana adalah kemampuan
yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian,
ketrampilan dan pengalaman

. Perilaku pelaksana : Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas
dalam memberikan pelayanan.

. Penanganan pengaduan, saran dan masukan : Penanganan
pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan
penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

. Sarana dan prasarana : Sarana adalah segala sesuatu yang dapat
dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana
adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama
terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).
Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan

prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Rumusan Perhitungan :

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengolahan data

survey, antara lain:

a. Pengisian nilai setiap unsur pelayanan, apabila ada yang tidak diisi

oleh responden maka dapat berpengaruh pada nilai rata-rata per

unsur pelayanan (NRR).

Jumlah Nilai per Unsur

Nilai rata-rata (NRR) =

Jumnlah Kuesioner terisi

Nilai Rata — rata (NRR) - (Jumlah Nilai per Unsur)

2171

Contoh U1 =
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Nilai Rata rata (NRR) =

2171

2197/2171 |

: 3,98

Hasil dari masing-masing unsur setelah dimasukkan dalam rumus adalah

sebagai berikut :

Nilai Unsur Pelayanan

U1 u2 U3 u4 us U6 ur us U9
Nilai/lUnsur | 8512 | 8516 | 8514 | 8661 | 8525 | 8567 | 8535 | 8643 | 8215
NRR/Unsur | 3,92 | 3,92 | 3,92 | 3,99 | 3,92 | 3,94 | 3,93 | 3,98 | 3,78

b. Dalam perhitungan nilai kepuasan masyarakat, ditetapkan bobot nilai

rata-rata tertimbang masing-masing unsur sebagai berikut:

Bobot nilai rata-rata tertimbang =

Bobot nilai rata-rata tertimbang

umlah Bobot 1
Jumlah Bobot _ 1 _ 0,11

Jumlah Unsur )

_ Jumlah

Jumlah

Bobot _ 1
Unsur x

=N

Sedangkan Nilai Rata-Rata Tertimbang (NRR Tertimbang) diperoleh

dari nilai rata-rata per unsur dikalikan dengan bobot nilai rata-rata

tertimbang:

Contoh U1 =

NRR Tertimbang = NRR per unsur x 0,11

NRR tertimbang = 3,88 x 0,11 = 0,43

Hasil dari masing-masing unsur setelah dimasukkan ke dalam rumus

adalah sebagai berikut

Nilai Unsur Pelayanan

U1

U2

u3

U4

us

ue | U7

us

U9

Nilai/Unsur

8512

8516

8514

8661

85625

8567 | 8535

8643

8215
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NRR/Unsur | 3,92

3,92 | 3,92 | 3,99

3,92 | 3,94

3,93 | 3,98 | 3,78

NRR
Tertimbang
/

Unsur

0,43

0,43 | 0,43 | 0,44

0,43 | 0,43

0,43 | 0,44 | 0,42

Jumlah
NRR IKK
Tertimbang

3.88

c. Untuk memudahkan interprestasi terhadap penilaian kepuasan yaitu

antara 25 s/d 100 maka indeks kepuasan dikonversikan dengan 25

Nilai Kepuasan Masvarakat = Jumlah NRR tertimbang x 25

Nilai Kepuasan Masyarakat = 3.88 x 25

=97,10

d. Sedangkan mutu pelayanan dibagi 4 menjadi 4 kategori yaitu:

Nilai Interval Nilai Interval Mutu Kinerja
Konversi Pelayanan Pelayanan
1,00 -1,75 25-43,75 D Tidak Baik
1,76 — 2,50 43,76 — 62,50 C Kurang Baik
2,51-3,25 62,51 -81,25 B Baik
3,26 — 4,00 81,26 — 100 A Sangat Baik

Berdasarkan nilai SKM Kecamatan Ngadirojo sebesar 97,10, maka

Kinerja Kecamatan Ngadirojo masuk dalam kategori Sangat Baik

e. Perangkat Pengolah

Pengolahan menggunakan computer dilakukan dengan menginput
data kuisioener yang sudah terisi dan dimasukkan dalam program
excel

Secara numerik, realisasi SKM sebesar 97,10 memang sudah

sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan sebesar 96,00.

b. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan dengan indikator Jumlah Laporan Lintas Sektor/UPT dan
Instansi vertikal Output = 12 laporan, Realisasi = 12 laporandengan

Capaian Kinerja 100%.
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C.

Sub Kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan
Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi
Vertikal Terkait dengan indikator Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait Output = 12 laporan,

Realisasi = 12 laporan dengan Capaian Kinerja 100%

. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak

Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
dengan indikator Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang
diselenggarakan output 12 bulan, realisasi 12 bulan dengan Capaian
Kinerja 100%

Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada
Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan indikator Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan outputnya 12 laporan dengan realisasi 12 laporan

dengan Capaian Kinerja 100%

3. PROGRAM PEMEBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

a.

Program tersebut memiliki indikator Persentase Penyelenggaraan
Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yang Dilaksanakan
dengan target 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%
Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan indikator
jumlah desa yang difasilitasi targetnya 18 desa dengan realisasi 18 desa
dengan capaian kinerja 100%

Sub kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dengan indikator
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa target 4 lembaga,
realisasi 4 lembaga dengan capaian kinerja 100%

Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan indikator Jumlah Laporan Peningkatan
Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

target 12 laporan, realisasi 12 laporan dengan capaian kinerja 100%
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4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
UMUM

a.

Program tersebut memiliki indikaor Persentase Penyelenggaraan
Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Yang Dilaksanakan
dengan target 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%
Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum indikatornya Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban Umum target 12 bulan, realisasi 12 bulan
dengan capaian kinerja 100%

Sub kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat indikatornya Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi
Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat output 12

laporan, realisasi 12 laporan dengan capaian kinerja 100%.

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

a.

Program tersebut memiliki indikator Persentase penyelenggaraan
pemerintahan Umum yang dilaksanakan dengan output 100%, realisasi
100% dengan capaian kinerja 100%

Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah indikatornya Jumlah Desa yang terfasilitasi
dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan target 18 Desa,
realisasi 18 desa dengan capaian kinerja 100%

Sub kegiatan Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan
Perundang-Undanga indikator Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani
Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan target 18 laporan,

realisasi 18 laporan dengan capaian kinerja 100%

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

a.

Program tersebut memiliki indikator Persentase Desa yang termonitoring
dengan target 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%
Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintahan Desa indikatornya Prosentase Desa yang
Sudah menyusun administrasi sesuai dengan dokumen perencanaan
penganggaran dan pelaporan target 100%, realisasi 100% dengan
capaian kinerja 100%

Sub kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa indikator

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata
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Pemerintahan Desa target 18 dokumen, realisasi 18 dokumen dengan
capaian kinerja 100%

d. Sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
Umum indikatornya Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum target 18
dokumen, realisasi 18 dokumen dengan capaian kinerja 100%

e. Sub kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya indikator
Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

target 18 dokumen, realisasi 18 dokumen dengan capaian kinerja 100%

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas diketahui bahwa Sebagian besar
program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten
Pacitan memperoleh capaian atas indikator kinerja sebesar 100% dan
program/kegiatan tersebut dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian
target kinerja Organisasi Perangkat Daerah, tetapi terdapat 1 program yang belum
mencapai target yaitu PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan capaian 95,72%, hal ini dikarenakan nilai
sakip pada tahun ini tidak memenuhi target. Kendala yang ditemui dalam
meningkatkan nilai Sakip yaitu kurangnya pemahaman tentang implementasi
SAKIP oleh para ASN dilingkungan/Kecamatan. Sedangkan Upaya yang
dilakukan agar mencapai target atau meningkatkan nilai SAKIP adalah dengan
mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan kinerja dan dokumen yang
terkait sakip secara tepat waktu, menindaklanjuti semua yang menjadi temuan di

LHE Sakip, dan Upaya lain dalam rangka mencapai target kinerja.
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BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan sasaran SKPD telah direncanakan sebagai target sasaran
pada tahun 2025. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk
mewujudkan Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh rencana kinerja sasaran
tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kantor
Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan untuk melaksanakan kinerjanya di
masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah
penting sebagai strategi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di
Kabupaten Pacitan.

Sebagai bagian penutup dari SAKIP Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten
Pacitan dapat disimpulkan bahwa rencana kinerja tahun 2025 sebagai sasaran
yang ditetapkan secara umum sehingga dapat memenuhi target dan sesuai
dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian
target indikator kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan
memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan
daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap
komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan civil society sebagai

bagian integral dari sitem perencanan pembangunan.

B. UPAYA PERBAIKAN KEDEPAN ORGANISASI
Problematika Pelayanan Publik senantiasa berkembang yang merupakan
tantangan bagi Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dalam upaya
untuk pelaksanaan kinerja Tahun 2025. Untuk itu diperlukan langkah-langkah
sebagai berikut :
1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang
Pelayanan Publik yang diemban oleh Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten
Pacitan, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Kantor Kecamatan,
sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan
daerah Kabupaten Pacitan sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan
Pelayanan Publik di masa mendatang, melalui:
a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya

aparatur kantor;
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Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan
profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk
mendukung kualitas perencanaan,;

Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan.

Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran
menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program
kerja/langgaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga
mencerminkan kebutuhan organisasi;

Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian
target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih
cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan
kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk
berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun
berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun
Anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang Pelayanan
Publik;

. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal

sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi
mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten
Pacitan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait
baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat
berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat
dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah,

masyarakat dan dunia usaha.
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Demi kemajuan kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo dan terwujudnya
pelayanan publik yang prima maka kami memerlukan saran dan kritik dari berbagai

pihak.

Pacitan, 05 Januari 2026
CAMAT NGADIROJO

e —

NANANG HARDWIJONO, S.Sos, M.Si

Pembina TK. |
197205201992031010
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LAMPIRAN



A. Data Kegiatan

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

1 | Judul SOP Pengumpulan Data Kinerja

Jenis Kegiatan Rutin
3 | Penanggung Jawab

a. Produk Camat Ngadirojo

b. Kegiatan Kepala Sub Bagian Program Evaluasi Pelaporan dan Keuangan
4 | Scope (Ruang Lingkup) Kecamatan Ngadirojo

B. Identifikasi Kegiatan

Judul Kegiatan

Pengumpulan Data Kinerja

Langkah Awal

Penyusunan data kinerja dan dokumen pendukung

Langkah Utama

Pembahasan data kinerja

1
2
3
4

Langkah Akhir

Pengesahan data kinerja

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal

Penyusunan data kinerja beserta dokumen pendukungnya,
dibuat oleh Kasubbag Program Evaluasi Pelaporan dan
Keuangan

Langkah Utama

Pembahasan data kinerja bersama Camat , Sekretaris, Para
Kasi, Kasubag Program Evaluasi Pelaporan dan Keuangan,
Kasubag Umum dan Kepegawaian

Langkah Akhir

Pengesahan data kinerja beserta dokumen pendukungnya

yang selanjutnya untuk kelengkapan dokumen Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKj.IP) Kecamatan Ngadirojo




Nomor SOP : | 02/ SOP I Ngadirojo

Tanggal ;| 05 Januari 2023
Pembuatan
Tanggal Revisi | : | 12 Jull 2023
Tanggal Efektif : ] 12 Juli 2_0_2§___h .
Disahkan oleh | : %‘,ﬁ KT 4 [CAMAT NGADIRGJO
< <o\
Q) "
r‘é‘ —
Pemerintah Kabupaten Pacitan »

Kecamatan Ngadirojo

Pembina Tk.

#* /i
P A, 19720520 199203 1010
ST A

)
Sub Bagian Progam Evaluasl | Nama SOP | PENGUMPULAN DATA KINERJA
Pelaporan dan Keuangan
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1. Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang . .
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun | |1 Memahami peraturan perundangan yang terkait
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara | [. Memahami sasaran dan capalan program
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali lugas
diubah terakhir dengan Undang — Undang Nomor P. Mengetahul tugas, pokok dan fungsl, uralan -
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas . Memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ;
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun Daerah (RPJMD) Pemerintah Daerah secara keseluruhan
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara dan penjabarannya melalui Renstra Perangkat Daerah
Nomor 5679);
. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Rl Nomor 12
Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi SAKIP;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupalen Pacitan (lembaran
daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016
Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi,
Susunan Organisasi, serta Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Pacitan
Keterkaitan SOP Peralatan / Perlengkapan
1. SOP Penyusunan LK].IP . Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang terkait
2. SOP Panyusunan RKA / DPA dengan SAKIP.
. Data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan program
E. Alat Tulis Kantor
. Komputer/laptop yang dilengkapi printer dan program kerja
Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Apabila pengumpulan data kinerja tidak
terselesaikan dengan baik dan benar maka
kegiatan pelaporan akan terhambat.




PELAKSANA MUTU BAKU
Kasubag
Program Kasubag
KEGIATAN
CAMAT | SEKCAM Evaluasi Umum dan Ezr:il P(E)r:;g;l;]at Kelengkapan (erzl:il:) Output Keterangan
Pelaporan dan Kepegawain
Keuangan
Camat memerintahkan sekcam untuk 5 Dokumen format
menyampaikan format permintaan C] dokumen data
data dan informasi kinerja
Sekcam memerintahkan Kasubag 5
Pep untuk menyampaikan format Dokumen format
permintaan data dan informasi l dokumen data
kinerja kepada Kasubag PEP
Kasubag PEP Menyampaikan format 10
permintaan data dan informasi kinerja Dokumen format
kepada Kasubag Umum dan dokumen data
Kepegawaian serta Kepala Seksi
(kasi)
Kepala Seksi (KASI) dan kasubag $ > | 180
umpeg Menghimpun data dan
informasi kinerja dan disampaikan L 5 > dokumen Dokumen
kepada Kasubbag Program Evaluasi T
Pelaporan dan Keuangan
Menghimpun dan meneliti data yang 120
diperoleh dari Kepala Seksi (KASI) ¢ dokumen Rekan dokumen
dan kasubag umpeg P
|
mengolah dan menganalisa data hasil ¢ 180 Rekap hasil capaian
kinerja dari Kepala Seksi dan dokumen pengumpulan data
kasubag umpeg I:I kinerja
| bulan/triwulan
Menyusun laporan hasil kinerja dari v 180
kepala seksi dan kasubag umpeg I:I Dokumen Rekap dokumen
|
Paraf koordinasi laporan hasil kinerja l 10 Rekap hasil capaian
dari kepala seksi dan kasubag umpeg I<—— Dokimen pengumpulan data
oleh sekcam kinerja
Pengesahan laporan hasil kinerja 10 Hasil capaian
oleh camat Dokumen pengumpulan data
kinerja
30
Pengiriman data ke Perangkat Y > S Dokumen Dokumen
Daerah Pengumpulan data




MAKNA DAN SIMBOL SOP
Untuk mempermudah pembacaan SOP, maka perlu dijelaskan mengenai simbol-simbol alur yang

digunakan, antara lain :

Simbol Arti
:] Mulai proses atau akhir proses / mekanisme
Proses
Evaluasi
Garis alur proses
—




PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NGADIROJO

Jalan Raya Ngadirojo Nomor 50 Pacitan Jawa Timur 63572

KEPUTUSAN CAMAT NGADIROJO

NOMOR : 188.45/08 /KPTS/408.71/2025

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PENGUMPULAN DATA KINERJA KECAMATAN

Menimbang

Mengingat

a.

NGADIROJO KABUPATEN PACITAN

CAMAT NGADIROJO

bahwa dalam rangka tertib adminintrasi data Kinerja
Kecamatan  Ngadirojo @ Kabupaten Pacitan, guna
mewujudkan tercapainya target kinerja yang ditetapkan
secara berkala setiap tahun perlu menunjuk Tim
pengumpulan data kinerja Tahun Anggaran 2025 pada
Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan;

bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu
ditetapkan dengan Keputusan Camat Ngadirojo
Kabupaten Pacitan.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9), sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang -
undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan mengubah Undang — Undang Nomor 12
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah — Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jokjakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua
atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor : 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahu 2014 Nomor 80);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1842);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Pacitan (lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun2016
Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 Tentang
Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi Serta

Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan;

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 40 Tahun 2023 Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah di Lingkungan Pemerintah KabupatenPacitan



MEMUTUSKAN
Menetapkan :

KESATU :  Nama yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, selain
tugas pokoknya, ditunjuk sebagai tim pengumpulan data
Kinerja pada Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan
Tahun Anggaran 2025;
KEDUA : Pejabat Penanggung Jawab Pengumpulan Data Kinerja
bertugas :
1. Mengumpulkan data kinerja per tri wulan Tahun
berjalan dari masing — masing bidang/seksi/bagian;
2. Pengumpulan data kinerja tersebut akan digunakan
sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan
apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Ngadirojo
Pada Tanggal : 03 Januari 2025

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kabag Organisasi Kab. Pacitan

2. Inspektur Daerah Kab. Pacitan

3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

4. Arsip



LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT NGADIROJO KAB PACITAN
NOMOR : 188.45/08/KPTS/408.71/2025

TANGGAL : 03 JANUARI 2025

SUSUNAN TIM PENGUMPULAN DATA KINERJA
KANTOR KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN

KEDUDUKAN KEDUDUKAN
NO. NAMA, NIP, DAN PANGKAT
DALAM TIM DALAM JABATAN
1 2 3 4
Penanggung | NANANG HARDWIJONO S.Sos.M.Si o
L. Jawab NIP. 19720520 199203 1 010 Camat Ngadirojo
Pembina Tk I (IV/b)
HARIAN WITRI,S.Sos Sekretaris
2. | Ketua NIP. 19720129 199902 2 001
Pembina (IV/a) Kecamatan
IMA PUSPITORINI, SE
3. | Sekretaris NIP. 19770331 201101 2 005 Kasubag PEP
Penata Tk. I (III/d)
SAMSON HAIRUL FATAH,SE.M.M
4. | Anggota NIP. 19830303 200903 1 006 Kasi PPM
Pembina (IV/a)
SAMSON HAIRUL FATAH,SE.M.M Plt Kasi
S. | Anggota NIP. 19830303 200903 1 006 .
. Pemerintahan
Pembina (IV/a)
HEMY TRIASMORO
6. | Anggota NIP. 19690331 200701 1 018 Plt.Kasi Sostran
Penata Muda (III/a)
SUYONO,S.Sos,M.Si Kasi Pelayanan
7. | Anggota NIP. 19681119 199302 1 004
. Umum
Pembina (IV/a)
HARMIATI,SE
8. | Anggota NIP. 19680204 199003 2 010 Kasubag UMPEG

Penata Tk. I (III/d)

NIP. 19720520 199203 1 010




PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NGADIROJO
Jin.Raya Ngadirojo No.50

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektf, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NANANG HARDWIJONO S.Sos., M.Si.
Jabatan : Camat Ngadirojo

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama :INDRATA NUR BAYUAJI
Jabatan : BUPATI PACITAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi

Mengetahui, Pacitan, 23 September 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
BUPATI PACITAN CAMAT NGADIROJO

-~ -

SN

NANANG HARPWIJONO S Sos.. M.Si.
NIP. 197205201992031010




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
CAMAT NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN

' NO SASARAN INDIKATOR KINERJA - TARGET

1 |Meningkatnya Kualitas Jumlah Nilai Hasil Survei Kepuasan | 96,00 Nilai
Pelayanan Publik Kecamatan Masyarakat setiap tahun ;

2 |Meningkatnya Koordinasi !Prosentase Terlaksananya Fasilitasi ‘ 100.00%
Penyelenggaraan {Desa Dalam Satu Tahun '
Pemerintahan di Kecamatan ,
dan Pembinaan ‘

Penyelenggaraan 5
Pemerintahan di Desa 5
3 Meningkatnya Koordinasi TProsentase Desa yang sudah ' 100,00% |
Penyelenggaraan menyusun administrasi sesuai !
Pemerintahan di Kecamatan dengan ketentuan dokumen ;
dan Pembinaan Perencanaan, Penganggaran dan |
Penyelenggaraan Pelaporan |
_ Pemerintahan di Desa ; t
Mengetahui, Pacitan, 23 September 2025
Pihak Kedua, Pihak Pertama.

RATA NUR BAYUAJI

,LCAMAT NGADIROJO

-

e

e

/_‘_/

NANANG HARDWIJONO S.Sos.M.Si.

NIP. 197205201992031010



Anggaran (Rp)

No. |Program/Kegiatan/Subkegiatan Keterangan
Sebelum PerubahanSetelah Perubahan

Program Penunjang Urusan

701.01 |Pemerintahan Daerah Rp2.654.783.919,00| Rp2.546.674.166,00 APBD
Kabupaten/Kota
Program Penyelenggaraan

701.02 |Pemerintahan Dan Pelayanan Rp31.317.760,00 Rp25.968.460,00 APBD
Publik
Program Pemberdayaan

701.03 Rp249.398.496,00 Rp239.985.296,00 APBD
Masyarakat Desa dan Kelurahan
Program Koordinasi Ketentraman

701.04 ) Rp203.517.152,00 Rp182.472.896,00 APBD
Dan Ketertiban Umum
Program Penyelenggaraan

701.05 Rp14.920.300,00 Rp6.075.200,00 APBD

Urusan Pemerintahan Umum

Ve

Mengetahul
) ’ K T
Pihak Kedua,

BUPATI PACITAN

e aamn e
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PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NGADIROJO
JIn.Raya Ngadirojo No.50

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARIAN WITRI S.Sos
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : NANANG HARDWIJONO S.Sos., M.Si.
Jabatan : Camat Ngadirojo

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kkinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Mengetahui, Pacitan, 23 September 2025

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
/CAMAT?NQADIRO]O SEKRETARIS KECAMATAN
4% )\

e

HARIAN WITRI S.Sos

1W2_Q§201992031010 NIP.197201291999022001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025 SEKRETARIS
KECAMATAN KABUPATEN PACITAN

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET

701.01 Meningkatnya Indeks Pelayanan |Nilai SAKIP perangkat daerah 72.85
Publik Kecamatan Ngadiroio

701.01.2.01|Terpenuhinya Jumlah Dukumen Jumlah dokumen perencanaan dan 23
Perencanaan dan Laporan Kinerja PD |laporan kinerja Perangkat Daerah

701.01.2.02|Terpenuhinya Jumlah Dokumen Jumlah dokumen laporan keuangan 59
Laporan Keuangan PD Perangkat Daerah

701.01.2.05|Terpenuhinya Prosentase Pegawai Prosentase operasional dasar 100%
yang mendapatkan Layanan Perangkat Daerah yang terpenuhi
Kepegawaian

701.01.2.06 |Terpenuhinya Prosentase Prosentase operasional dasar 100%
Operasional Dasar PD Perangkat Daerah yang terpenuhi

701.01.2.07 |Terpenuhinya Prosentase Kebutuhan |Tingkat Pemenuhan 100%
Barang Milik Daerah Penunjang Kebutuhan Operasional
Urusan Pemerintah Daerah PD

701.01.2.08|Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Tingkat Pemenuhan 100%
Penunjang Urusan Pemerintahan Kebutuhan Operasional
Daerah PD

701.01.2.09|Terpenuhinya Prosentase barang Tingkat Pemenuhan 100%

milik daerah dalam kondisi Baik

Kebutuhan Operasional
PD




Anggaran (Rp)
No. Program/Kegiatan/Subkegiatan Keterangan
Sebelum Perubahan |Setelah Perubahan
PROGERAM PENUNIJANG
701.01.00 |URUSAN PEMERINTAHAN Rp2.654.783.919,00 Rp2.546.674.166,00 APBD

DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan

701.01.2.01 |Evaluasi Kinerja Perangkat Rp29.163.423,00 Rp8.653.423,00 APBD
Daerah

701.01.2.02 [Administrasi Keuangan Perangkat| o 1 916 611.926,00 | Rp1.870.397.414,40 APBD
Daerah
Administ iK i

701.01.2.05 Histrasi hepegawaan Rp160.337.000,00 Rp160.337.000,00 APBD
Perangkat Daerah
Administ iU P kat

701.01.2.06 tiistras S Perangka Rp40.036.900,00 Rp28.991.700,00 APBD
Daerah
Pengadaan Barang Milik Daerah

701.01.2.07 |Penunjang Urusan Pemerintah Rpl18.681.500,00 Rpl14.172.558,60 APBD
Daerah

701.01.2 0g [P enyediaan Jasa Penunjang Rp193.181.670,00 Rp201.193.770,00 APBD

I Urusan Pemerintahan Daerah P ) ) : P ’ ’ :

Pemeliharaan Barang Milik

701.01.2.09 |Daerah Penunjang Urusan Rpl66.7/71.500,00 Rpl62.928.300,00 APBD
Pemerintahan Daerah

Mengetahui, Pacitan, 23 September 2025

pPihak Kedua,

//
I/

I «

CAMAT NGADIROJO

HARDWIJONO S.S0s.. M.Si.

NiP.197205201992031010

Pihak Pertama,
SEKRETARIS KECAMATAN

HARIAN WITRI S.Sos

NIP.197201291999022001




PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NGADIROJO
JIn.Raya Ngadirojo No.50

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil,
kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :SUYONO S.Sos, M.Si.
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : NANANG HARDWIJONO S.Sos., M.Si.
Jabatan : Camat Ngadirojo

Selaku atasan langsung pihak pertama. selanjutnya discbut pihak kedua
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target Kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka

mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari
perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

itan, 2 202
Meogehiliil. Pacitan, 23 September 2025

Pihak Kedua. Pihak Pertama,
L CAMAT NGADIROJO KEPALA SEKSI PELAYANAN
G\ UMUM
7 /-;_': \\\f"-u \

SUYONO S.Sos, M.Si.
NIP. 196811191993021004




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

INDIKATOR
NO SASARAN KINERJA TARGET
701.02 Meningkatnya Indek  [Nilai Indeks Kepuasan 4,51
Pelayanan Publik Masyarakat
Kecamatan Ngadirojo
701.02.2.01 Tersedianya Laporan Jumlah Laporan Lintas 12
Lintas Sektor/UPT dan  [Sektor/UPT dan Instansi
Instansi vertikal vertikal
701.02.2.01.0001|Tersedianya Laporan Jumlah Laporan 12
Koordinasi/Sinergi Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan Perencanaan dan
Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan Pemerintahan dengan
Perangkat Daerah dan  |Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait [Instansi Vertikal Terkait
701.02.2.02 Tersedianya Pemenuhan |Pemenuhan Layanan 12
Layanan Administrasi dministrasi Kecamatan
Kecamatan yang ang diselenggarakan
diselenggarakan
701.02.2.02.0003|Tersedianya Laporan umlah Laporan 12
Peningkatan Efektifitas  |Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan  |Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di kepada Masyarakat di

Wilayah Kecamatan

Wilayah Kecamatan




No. Program/Kegiatan/Subkegiatan

Anggaran (Rp)

Sebelum Perubahan |Setelah Perubahan

Keterangan

PROGRAM PENYELENGGARAAN
701.02.00PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK

Rp31.317.760,00| Rp25.968.460,00

APBD

Koordinasi Penyelanggaraan
701.02.2.01 |Kegiatan pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

Rp15.515.752,00

Rp15.515.752,00

APBD

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan
701.02.2.01. |Pelaksanaan Kegiatan Pemenntahan
0001 dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal

Rp15.515.752,00

Rp15.515.752,00

APBD

Penyelenggaraan Urusan
Pemenntahan yang Tidak
701.02.2.02 |Diaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada di
Kecamatan

Rp15.802.008,00

Rp10.452.708,00

APBD

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan
Pelayanan kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

701.02.2.02.
0003

Rp15.802.008,00

Rp10.452.708,00

APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
CAMAT NGADIROJO

.'\\

NANANGHARDWLIONO S.Sos.. M.Si
NIP197205201992031010

Pacitan, 23 September 2025
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI PELAYANAN

SUY

UMUM

ONO S.Sos, M.Si

NIP. 196811191993021004




KECAMATAN NGADIROJO

@ PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
JIn.Raya Ngadirojo No.50

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIRA SWASTIKA S.E., M.M
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama :NANANG HARDWIJONO S.Sos, M.Si
Jabatan : Camat Ngadirojo

Selaku atasan langsung pihak pertama. selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersecbut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan
penghargaan dan sanksi.

Pacitan, 24 Oktober 2025
Pihak Pertama,
KEPALA SEKSI

Mengetahui,
Pihak Kedua,

/A@GADIROJO PEMERINTAHAN
Ve

k{“‘?AI.‘.‘I / «"r‘ /
HARDWIONO S.Sos. M.Si WIRA SWASTIKA S.E.. M.M

TS NIP197205201992031010 NIP. 198403152010011025



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
KABUPATEN PACITAN

NO |

701.06 Meningkatkan koordinasi
nyelenggaraanpemerintaha
i kecamatan dan pembinaan
nyelenggaraan
merintahan desa

nE‘emntase desa yang

ermonitoring

100.00

Terpenuhinya Jumlah Desa yang
Sudah menyusun administrasi
jsesuai dengan dokumen
perencanaan penganggaran dan
pelaporan

IProsentase Desa yang
ISudah menyusun
fadministrasi sesuai dengan
dokumen perencanaan
penganggaran dan

laporan

100.00

Tersedianya Jumlah Dokumen
yang Difasilitasi dalam rangka
IAdministrasi Tata Pemerintahan
Desa

Jumlah Dokumen yang
ifasilitasi dalam rangka

Administrasi Tata

Pemerintahan Desa

12.00

Tersedianya jumlah dokumen
fasilitasi dalam rangka
Penyelenggaraan Ketenteraman
dan Ketertiban Umum

Uumlah Dokumen Fasilitasi
dalam rangka

Eenyclenggaraan

etenteraman dan
etertiban Umum

12

Tersedianya jumlah laporan
Hasil Koordinasi Pendampingan
Desa di Wilayahnya

umlah Laporan Hasil
oordinasi Pendampingan
di Wilayahnya

12

701.06

DESA

PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN

167.428.576,00)

123.283.290,00

APBD

701.06.2.01

chcrintahan Desa

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
embinaan dan Pengawasan

167.428.576,00)

123.283.290,00;

APBD

701.06.2.01.0002
emerintahan Desa

asilitasi Administrasi Tata

35.272.852.,00

28.648.152,00

APBD

701.06.2.01.0011 |Fasilitasi Penyelenggaraan
etenteraman dan Ketertiban Umum

36.031.968,00

9.931.968,00)

APBD

701.06.2.01.0017
Wilayahnya

oordinasi Pendampingan Desa di

96.123.756,00

84.703.170,00;

APBD




1 2
Mienguiatusi; gm 24 O:tober 2025
KEPALA SEKSI
PEMERINTAHAN
WZ/
WIRA SWASTIKA S.E. M.M
NIP. 198403152010011025




PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NGADIROJO
JIn.Raya Ngadirojo No.50

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HARMIATI S.E.
Jabatan : Kepala Seksi Sosial, Ketentraman Dan Ketertiban

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama :NANANG HARDWIJONO S.Sos, M.Si
Jabatan : Camat Ngadirojo

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan
penghargaan dan sanksi.

Pacitan, 24 Oktober 2025
Mengetahui, Pihak Pertama,
* Pihak Kedua, KEPALA SEKSI SOSIAL,
~CAMAY KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN
¢ /Iy AN /
“ NANANG HARDWIJONO S.Sos, M.Si HARMIATI S.E.

NIP197205201992031010 NIP. 196802041990032010



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
KABUPATEN PACITAN

NO | SASARAN

TARGET

701.04

Terlaksananya
enyelenggaraan
oordinasi Ketenteraman

dan Ketertiban Umum

ang dilaksanakan

ersentase
enyelenggaraan
oordinasi Ketenteraman
an Ketertiban Umum
ang dilaksanakan

100.00

Tersedianya Upaya
Penyelenggaraan
|[Ketentraman dan Ketertiban
Umum

'emenuhan Upaya

enyelenggaraan
etentraman dan Ketertiban

Umum

Tersedianya Laporan
Pelaksanaan Harmonisasi
Hubungan dengan Tokoh
IAgama dan Tokoh
Masyarakat

Harmonisasi Hubungan
dengan Tokoh Agama dan
[Tokoh Masyarakat

Jumlah Laporan Pelaksanaan

701.05

Terlaksananya
l:enyelenggpnan

ilaksanakan

ersentase
enyelenggaraan

Pemerintahan Umum yang [Pemerintahan Umum yang

ilaksanakan

100.00

Terlaksananya

Penyelenggaraan
[Pemerintahan Umum yang

Dilaksanakan

Persentase penyelenggaraan
pemerintahan Umum yang
dilaksanakan

100.00

Tersedianya Laporan
Konflik yang Ditangani
Sesuai Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Laporan Konflik
b'ang Ditangani Sesuai
etentuan Peraturan

erundang-Undangan

12

701.04

gt e

ROGRAM KOORDINASI
“TENTRAMAN DAN
TERTIBAN UMUM

203.517.152,00

182.472.896.00

APBD

701.04.2.01

oordinasi Upaya Penyelenggaraan
etenteraman dan Ketertiban Umum

203.517.152,00

182.472.896,00APBD

701.04.2.01.0002{Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh

Agama dan Tokoh Masyarakat

203.517.152,00

182.472.896,00

APBD

701.05

PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

14.920.300,00;

6.075.200,00

APBD

701.05.2.01

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
[Umum Sesuai Penugasan Kepala
Daerah

14.920.300,00

6.075.200,000APBD

701.05.2.01.000

enanganan Konflik Sosial Sesuai
etentuan Peraturan Perundang-
Undangan

14.920.300,00

6.075.200,00

APBD




Pacitan, 24 Oktober 2025

Pihak Pertama.
KEPAILA SEKSI SOSIAL,
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN
5 ‘,.. 7
ﬂ' (G TITARDWIJONO S.Sos. M.Si HARMIATI S.E.

NIP05201992031010 NIP. 196802041990032010



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NGADIROJO
JIn.Raya Ngadirojo No.50

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :IMA PUSPITORINI SE
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama :NANANG HARDWIJONO S.Sos, M.Si
Jabatan : Camat Ngadirojo

Seclaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan
penghargaan dan sanksi.

Pacitan, 03 November 2025

Mengetahui, Pihak Pertama,
Pihak Kedua, KEPALA SUB BAGIAN
CAMAT NGADIROJO PROGRAM, EVALUASI,

PELAPORAN, DAN KEUANGAN
r‘ ’

IMA PUSPITORINI SE
NIP. 197703312011012005




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, EVALUASI, PELAPORAN, DAN

KEUANGAN

KABUPATEN PACITAN

1 Tersedianya Dokumen Uumlah Dokumen Perencanaan 19.00
Perencanaan Perangkat Laporan Keuangan dan Capaian
Daerah [kinerja perangkat daerah
2 Tersedianya Dokumen umlah Laporan Evaluasi 4.00
Laporan Kinerja Perangkat [Kinerja Perangkat Daerah
daerah
3 Tersedianya Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima 21
Tunjangan ASN Gaji dan Tunjangan ASN
4 Terlaksananya Jumlah Laporan Keuangan 24
pengadministrasian ulanan/ Triwulanan/
|[Keuangan Perangkat esteran SKPD dan Laporan
Daerah oordinasi Penyusunan Laporan
euangan
[Bulanan/Triwulanan/Semesteran
ISKPD
Uumlah Dokumen Pelaporan dan 12
IAnalisis Prognosis Realisasi
Anggaran
701.03 [Meningkatnya Koordinasi[Persentase Penyelenggaraan 100.00
enyelenggaraan emberdayaan Masyarakat
emberdayaan dan Kelurahan yang
asyarakat Desa dan ilaksanakan
elurahan yang
dilaksanakan
6 Tersedianya Jumlah Desa [Jumlah Desa yang difasilitasi 18.00
ang difasilitasi
7 Tersedianya Lembaga Jumlah Lembaga 4.00
emasyarakatan yang emasyarakatan yang
erpartisipasi dalam Forum|Berpartisipasi dalam Forum
usyawarah Perencanaan |Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa em unan di Desa
8 Tersedianya Laporan umlah Laporan Peningkatan 12
Peningkatan Efektivitas fektivitas Kegiatan
egiatan Pemberdayaan emberdayaan Masyarakat di
asyarakat di Wilayah Wilayah Kecamatan
ecamatan
701.01.2.01.0001|Penyusunan Dokumen Perencanaan 27.994.827,00 8.144.827,000APBD
Perangkat Daerah
701.01.2.01.0007|Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.168.596.00) 508.596.00|APBD
701.01.2.02.0001{Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 1.922.705.822,00{1.859.762.909,000APBD
701.01.2.02.0007|Koordinasi dan Penyusunan Laporan 21.239.920,00) 9.528.321,40APBD
Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD




701.01.2.02.0008|Penyusunan Pelaporan dan Analisis 2.666.184,000  1.106.184,00APBD
Prognosis Realisasi Anggaran
701.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN 249.398.496,000 239.985.296,00APBD
LIZIEASYARAKAT DESA DAN
LURAHAN

701.03.2.01 IKoordinasi Kegiatan Pemberdayaan

Desa

249.398.496,000 239.985.296,00APBD

701.03.2.01.0001{Peningkatan Partisipasi Masyarakat

dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

35.369.884,000 24.929.884,00lAPBD

emberdayaan Masyarakat di Wilayah

ecamatan

701.03.2.01.0003 igeningkatzm Efektifitas Kegiatan

214.028.612,000 215.055.412.00APBD

Mengetahui,
Pihak Kedua,
AT NGADIROJO

hesZy
=

AWy,
. # ;NANANGHARDWILIONO S.Sos. M.Si

“SNIPI97205201992031010

Pacitan, 03 November 2025

Pihak Pertama,

KEPALA SUB BAGIAN
PROGRAM. EVALUASI,
PELAPORAN, DAN KEUANGAN

W‘)

IMA PUSPITORINI SE
NIP. 197703312011012005




PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
KECAMATAN NGADIROJO
JIn.Raya Ngadirojo No.50

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta
berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :Drs. HEMY TRIASMORO
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama : HARIAN WITRI S.Sos
Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,
dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab
kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan
penghargaan dan sanksi.

M tahui Pacitan, 24 Oktober 2025
Piﬁ:fel( ed‘:"; Pihak Pertama,

& 2 " KEPALA SUB BAGIAN UMUM
SEKRETARIS KECAMATAN DAN KEPEGAWAIAN
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HARIAN WITRI S.Sos . SMORO
NIP197201291999022001 NIP. 196903312007011018




PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
KABUPATEN PACITAN

Tersedianya kebutuhan dasar{lumlah Paket Pakaian Dinas 2
operasioanal perangkat beserta Atribut Kelengkapan
daerah
Tersedianya Peralatan dan  Jumlah Paket Peralatan dan 4.00
Perlengkapan Kantor !gerlengkapan Kantor yang
isediakan
Tersedianya Kebutuhan umlah Paket Peralatan 4.00
Dasar Operasional Perangkat|Rumah Tangga yang
Daerah Disediakan
|Jumlah Paket Bahan Logistik 3.00
Kantor yang Disediakan
Eumlah Unit Sarana dan 7.00
na Gedung Kantor
tau Bangunan Lainnya yang
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan 12
Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik yang
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan 12.00
Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan 12
Jasa Pelayanan Umum
[Kantor yang Disediakan
Terpenuhinya Jumlah umlah Kendaraan 12.00
Kendaraan Perorangan Di erorangan Dinas atau
tau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan
Jabatan yang Dipelihara dan [yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya ibayarkan Pajaknya
Terpenuhinya pemeliharaan [Jumlah Gedung Kantor dan 2.00
Gedung Kantor dan angunan Lainnya yang
Bangunan Lainnya ipelihara/Direhabilitasi
No | Progr o | Setelah [Keterangan

701.01.2.05.0002/Pengadaan Pakaian Dinas beserta

/Atribut Kelengkapannya

"~ 160.337.000,00]160.337.000.00APBD

701.01.2.06.0002{Penyediaan Peralatan dan 16.549.400,00 8.855.100,001APBD
Perlengkapan Kantor

701.01.2.06.0003|Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 11.809.700,00{ 11.809.700,00lAPBD

701.01.2.06.0004{Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11.677.800,00, 8.326.900,00,APBD

701.01.2.07.0010{Pengadaan Sarana dan Prasarana

Gedung Kantor atau Bangunan Lainny

118.681.500,001114.172.558,60,APBD

701.01.2.08.0002|Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

21 .596.070,0q 29.608.170,00APBD




701.01.2.08.0003|Penyediaan Jasa Peralatan dan 7.700.000,00y 7.700.000,00APBD
erlengkapan Kantor
701.01.2.08.0004[;:11yediaan Jasa Pelayanan Umum 163.885.600,001163.885.600,00APBD
tor
701.01.2.09.0001|Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 133.178.700,001129.335.500,00APBD
[Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan
701.01.2.09.0009Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung 33.592.800,00 33.592.800,00APBD
antor dan Bangunan Lainnya
. Pacitan, 24 Oktober 2025
‘ KEPALA SUB BAGIAN UMUM
SEKRETARIS KECAMATAN DAN KEPEGAWAIAN

P

l

HARIAN WITRI S.Sos
NIP197201291999022001
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1. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Untuk mengukur keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis perangkat
daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, maka disusunlah indikator kinerja
utama (IKU) yang digunakan untuk menilai dampak penyelenggaraan fungsi utama
perangkat daerah terhadap pembangunan daerah secara keseluruhan. Berikut ini
adalah rincian indikator kinerja utama (IKU) beserta target kinerja yang akan dicapai

selama periode perencanaan:

PENANGGU | SUMBER
SASARAN STRATEGI IEKU PERANGKAT DAERAH NG JAWAB | DATA KETERANGAN
NO | SASARAN

SASARAN
RPJMD YANG
DI ACU RENSTRA PD
1. | Meninglatnya Meninglatnya Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Kecamatan | SEM Pengizian
Layanan Publilke | Kualitas Layanan Magzyaralat setiap tahun Ngadirojo Kuisioner melalui
yang Inovatif Publik Kecamatan Aplikazi e-zukma
Nzadirojo
Meningkatiya Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Kecamatan | Laporan
Koordinasi Desa Dalam Satu Tahun Ngadirojo Hasil
Penyelenggaraan Fasilitasi
Pemerintahan i Desa Dalam
Kecamatan dan Satu Tahun

Pembinaan
Penyelengearaan
Pemerintahan di
desa

Prozentase Desa yang sudah menyusun | Kecamatan | Dokumen

administrasi sesuai dengan ketentuan Ngadirojo Perencanaan,

Dokumen : perencatiaan, pengansgaran Penganggara

dan pelaporan ndan
Pelaporan

Gambar 3.3 IKU Kecamatan Ngadirgjo
Sumber: Diolah Penulis
Rumusan Perhitungan Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kecamatan Ngadirojo

Apabila dilakukan tanpa Aplikasi Sukma e antara lain:
1. Pengisian nilai setiap unsur pelayanan, apabila ada yang tidak diisi oleh
responden maka dapat berpengaruh pada nilai rata-rata per unsur

pelayanan (NRR).

NI/aI rata _ ral‘a (NRR) — Jumlah Nilaiper Unsur

Jumlah Kuesioner terisi

2. Dalam penghitungan nilai kepuasan masyarakat, ditetapkan bobot nilai

rata-rata tertimbang masing-masing unsur sebagai berikut :

Bobot nilai rata - rata tertimbang = [izlehBobot = 1 = N

Jumlah Unsur X

Bobot nilai rata - rata tertimbang = JumiahBobot = 1 =() 11

Jumlah Unsur 9




Sedangkan Nilai Rata-Rata Tertimbang (NRR Tertimbang) diperoleh

dari nilai rata-rata per unsur dikalikan dengan bobot nilai rata-rata

tertimbang.

[ NRR tertimbang = NRR per unsur x 0,11 ]

3. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian kepuasan yaitu
antara 25 s/d 100 maka indeks kepuasan dikonversikan dengan 25.

[ Nilai Kepuasan Masyarakat = Jumlah NRR tertimbang x 25

Rumusan Perhitungan untuk menentukan Prosentase terlaksananya

Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun adalah sebagai berikut :

Jumlah fasilitasi yang dilaksanakan

(o)
Jumlah Fasilitasi Yang seharusnya x 100%




2. RUMUSAN PERHITUNGAN SASARAN RENSTRA
Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di

Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa

Indikator Sasaran 1 :

Prosentase terlaksananya fasilitasi Desa dalam satu tahun Bidang
Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum,
Sosial, Ketentraman dan Ketertiban.

Difinisi :

Untuk mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa, maka
diperlukan adanya perhitungan berapa besar prosentase Desa yang
menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi dalam satu tahun Bidang
Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum,
Sosial, Ketentraman dan Ketertiban, Adapun bentuk fasilitasi meliputi 9 fasilitasi
sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa
Dalam penyusunan produk hukum desa fasilitasi yang dilakukan

Kecamatan adalah pendampingan dalam proses penyusunannya. Mulai tahap

pembahasan hingga ditetapkannya suatu produk hukum desa. Contoh dalam

hal ini adalah penyusunan APBDes dan APBDes Perubahan. Berdasarkan

Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/802/KPTS/408.12/2017 tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat maka Kecamatan

membentuk tim dalam rangka evaluasi pelaksanaan penyusunan APBDes.

Dalam pendampingan penyusunannya di sandingkan dengan RKPDes,

Program Prioritas Daerah maupun Pusat, kemudian yang tidak kalah penting

adalah terkait dengan kelayakan kaidah-kaidah dalam penyusunan keuangan

desa. Dalam prosesnya dilaksakan ke 18 Desa dengan ouput kegiatan adalah
menerbitkan Surat Keputusan Camat tentang hasil evaluasi APBDes
sebagaimana terlampir.
2. Fasilitasi Pelunasan PBB
Fasilitasi pelunasan PBB yang dilaksanakan oleh Kecamatan dengan

mengelompokkan SPPT dan DHKP per desa dari Badan Keuangan Daerah



untuk selanjutnya didistribusikan ke 18 Desa yang ada diwilayah Kecamatan
Ngadirojo. Dilaksanakan pada bulan Januari dan maksimal pelunasan adalah
bulan Juli tahun berjalan. Dalam pelaksanaan pembayaran menerima dari
setoran desa kemudian oleh Kecamatan disetorkan ke Kas Daerah melalui
Bank Jatim. Dalam fasilitasi pelunasan PBB tim kecamatan akan
melaksanakan monitoring secara berkala untuk memastikan dan mempercepat
pelunasan dari warga baik secara kolektif maupun individu. Rekapitulasi
pelunasan terakhir dari hasil fasilitasi sebagaimana terlampir.

. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2019 tentang
pengelolaan keuangan Desa, secara berkala tim Kecamatan Ngadirojo
melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksaan keuangan Desa. Hal
yang dimaksud adalah proses pelaksanaan pekerjaan hingga proses realisasi
anggaran dan pertanggungjawaban dipastikan sesuai dengan pedoman yang
berlaku. Apabila dalam fasilitasi pengawasan bidang Pemerintahan, bidang
Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang Pembinaan Kemasyarakatan,
bidang Pemberdayaan Masyarakat dan bidang Penanggulangan Bencana
,darurat dan mendesak desa terdapat hal-hal yang kurang sesuai maka tim dari
Kecamatan akan menegur baik secara lisan maupun tertulis sehingga didalam
monitoring selanjutnya sudah terdapat tindak lanjut yang lebih baik.

. Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa

Pelaksanaan Musyawarah Desa untuk menghasilkan usulan baik dari
bidamg social budaya, ekonomi, dan insfraaktruktur. Dalam rangkaian kegiatan
musyawarah desa fasilitasi dari tim Kecamatan Ngadirojo adalah mengawal
proses penyusunannya agar menghasilkan usulan yang berkualitas. Dalam
fasilitasi tim Kecamatan memetakkan beberapa kriteria yang mampu dibiayai
oleh Desa, kemudian yang diusulkan melalui musrenbang Kecamatan dan
skema kewenangan masing-masing wilayah.

Musyawarah desa adalah forum pengambilan Keputusan tertinggi
dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Musyawarah Desa dilaksanakan
untuk membahahs hal-hal yang bersifat strategis dalam Pembangunan Desa
antara lain, penataan, perencanaan, Kerjasama, rencana investasi yang masuk
ke Desa, pembentukan Badan Usaha Milik Desa dan Pembahasan dan

Pelepasan Aset, serta kejadian luar biasa. Dalam pelaksanaannya musdes



dilaksanakan dan dipimpin oleh BPD dan di fasilitasi oleh Pemerintah Desa.
Dalam Permendes 16 Tahun 2019 salah satu unsur wajib undangan
pelaksanaan musdes adalah wakil pemerintah kabupaten dalam hal ini
pemerintah Kecamatan. Peran Kecamatan Ngadirojo dalam hal ini memastikan
pelaksanaan musdes berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan
pelaksanaan musdes.
. Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan

Permendagri nomor 18 tahun 2018 mengatur tentang Lembaga
kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat, diantaranya RT/RW, PKK, Karang
Taruna, LPMD, Posyandu, Bumdes, dan Lembaga Lainnya. Fasilitasi yang
dilakukan Kecamatan Ngadirojo adalah bentuk dukungan, bimbingan, dan
pengawsan kepada Lembaga Desa salah satunya Fasilitasi kelembagaan yang
ada di Kecamatan adalah fasilitasi kegiatan Badan Usaha Milik Desa Bersama
(Bumdesma) Daya Prima Lestari. Fasilitasi Kecamatan Ngadirojo
mendampingi dan memfasilitasi proses pencairan pinjaman dari mulai proses
rapat awal, verifikasi, rapat akhir, dan musyawarah khusus perguliran. Selain
itu, Fasilitasi Kecamatan Ngadirojo juga sampai proses musyawarah antar

desa tutup buku yang dilaksanakan setiap tahun anggaran.

. Fasilitasi Adminduk

Fasilitasi administrasi kependudukan dalam rangka mewujudkan pelayanan
yang baik dan ideal adalah dengan mengoptimalkan seluruh pelayanan baik
legalisasi maupun cetak dokumen tertentu. Fasilitasi dalam rangka dokumen
kependudukan yang baik, kecamatan meminta dokumen laporan
kependudukan yang valid per bulan ke setiap Desa sehingga dapat memiliki
data yang baik dan berkualitas. Adapun dokumen tersebut sebagaimana

terlampir.

. Fasilitasi Pembinaan LINMAS

Fasilitasi pembinaan linmas desa yang dilaksanakan oleh kecamatan adalah
berkoordinasi dengan kepala Satlinmas yang dijabat oleh kepala desa sebgai
upaya untuk mendukung, membina, meningkatkan kapasitas SDM, dan
Perlindungan Masyarakat dalam menjalankan tugasnya menjaga ketertiban
umum, membantu penanggulangan bencana, dan mendukung tugas
Sostrantib berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 156 Tahun 2021

tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja



Kecamatan Kabupaten Pacitan. Pembinaan linmas Desa yang dilaksanakan

sebagaimana terlampir.

. Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan

Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan yang dilaksanakan oleh
kecamatan adalah koordinasi dan pendampingan untuk pemutakhiran dan
analisis data dalam proses pemenuhan data kebencanaan yang digunakan
untuk pengambilan kebijakan terkait mitigasi dan penanggulangan
kebencanaan bagi pihak terkait (BPBD, Desa, Masyarakat) di tahun berikutnya.
Hal ini didasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor : 156 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Pacitan. Adapun data kebencanaan sebagaimana

terlampir.

. Fasilitasi Data Penerima Bansos

Fasilitasi Data Penerima Bansos oleh kecamatan adalah selalu
berkoordinasi antara dinas terkait dengan pemerintah desa, memastikan data
penerima Bansos valid, akurat, dan tepat sasaran pada masyarakat yang
berhak menerima. Kecamatan Ngadirojo juga mendukung proses
pengumpulan dan verifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan juga
memastikan terlaksananya dengan tertib dan aman. Dalam fasilitasi data
penerima bantuan sosial Kecamatan memastikan bahwa penerima adalah

tepat sasaran sehingga beberapa indikator penerima harus terpenuhi.

Rumusan Perhitungan
Adapun rumus untuk menentukan Prosentase terlaksananya Fasilitasi

Desa dalam Satu Tahun sebagai berikut :

Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan

1 o,
Jumlah Fasilitasi yang seharusnya x 100%




Indikator Sasaran 2

Persentase Desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan

Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan.
Difinisi

Untuk mengukur keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kecamatan kita juga perlu menentukan Persentase Desa yang sudah Menyusun

administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen: perencanaan, penganggaran dan

pelaporan.

1. Dokumen Perencanaan
Penyusunan dokumen perencanaan desa didasarkan pada Pemendagri
Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Permendes
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa. 17 Desa di Kecamatan Ngadirojo sudah
menyusun dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Dokumen Penganggaran
Penyusunan dokumen penganggaran di desa dalam hal ini adalah dokumen
APBDes didasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan Nomor 74 tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam hal ini 17 desa di Kecamatan Ngadirojo
dalam menyusun dokumen sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. x 100%
Jumlah desa yang menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil fasilitasi Jumlah
Desa
3. Dokumen Pelaporan
Penyusunan dokumen pelaporan di dasarkan pada Peraturan Bupati Pacitan
Nomor 96 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Seluruh desa di

Kecamatan Ngadirojo sudah menyusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rumusan Perhitungan
Adapun rumus untuk menentukan Persentase Desa yang sudah Menyusun
administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan

pelaporan adalah sebagai berikut:

Jumlah desa yang sudah menyusun Administrasi
sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan,

penganggaran dan pelaporan

x 100%
Jumlah Desa




BUKTI DUKUNG
LAPORAN 9 FASILITASI



LAPORAN
FASILITASI
PENYUSUNAN

PRODUK HUKUM DESA
TAHUN 2025

Q)

KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya penulisan Laporan
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa di Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan
Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut
untuk mengukur keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

Penyusunan Laporan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa ini bertujuan untuk
memenuhi pengukuran keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di
Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.

Data yang digunakan bersumber dari Dokumen Desa yang disetorkan ke Kantor
Kecamatan Ngadirojo yang kemudian di rekap oleh kami selama Tahun 2025.

Kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, saran, dan kritik dalam
penyusunan Laporan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa Kecamatan Ngadirojo Tahun

2025.



A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa maka Pemerintah
Kecamatan Ngadirojo menyusun Laporan Fasilitasi Desa dalam 1 (satu) tahun.

Laporan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa ini merupakan tolok ukur yang
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan di kecamatan. Laporan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa ini juga
digunakan untuk mengukur keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
Ngadirojo.

Dalam penyusunan Laporan ini melibatkan beberapa pihak yang terkait langsung
dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Keterlibatan ini sangat diperlukan
untuk menjamin proses penyusunan tersebut sesuai dengan ketentuan dokumen yang
dibutuhkan. Pihak-pihak yang terlibat antara lain:

1. Sekretaris Kecamatan Ngadirojo
2. Kasi dan Kasubag Kantor Kecamatan Ngadirojo
3. Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa Se-Kecamatan Ngadirojo yang membidangi

produk hukum Desa

B. VISI MISI
Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah Kabupaten Pacitan
yaitu Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA.
Sedangkan Visi Kecamatan Ngadirojo adalah "Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik".
Untuk menunjang keberhasilan visi tersebut maka Kecamatan Ngadirojo memiliki misi:
1. Meningkatkan pelayanan publik yang mudah dan pasti;
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat ;
3. Menciptakan pemerintahan desa yang maju dan berkualitas;
4. Meningkatkan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang ada;
5

Meningkatkan Sumber Daya Masyarakat.



C. RUANG LINGKUP TUGAS

Seksi Pemerintahan Kecamatan memiliki tugas dan fungsi berdasarkan Peraturan
Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Pacitan sebagaimana termaktub didalam BAB V Pasal 18 ayat (2) huruf
k yaitu memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Di bawah ini
nama Desa yang difasilitasi dalam penyusunan produk hukum Desa:

1. Sidomulyo

Hadiwarno

Hadiluwih

Tanjungpuro

Pagerejo

2

3

4

5

6. Wiyoro
7. Ngadirojo

8. Bogoharjo

9. Cokrokembang
10. Bodag

11. Tanjunglor

12. Nogosari

13. Cangkring

14. Wonodadi Kulon
15. Wonodadi Wetan
16. Wonokarto

17. Wonosobo

18. Wonoastri

D. DASAR HUKUM
Dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan maka berpedoman pada
peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir diubah melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan di Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8
Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana
Desa;

Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor 140/8698 tahun 2017, 954/KMK.07/2017,
116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang penyelarasan dan penguatan
kebijakan percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa;

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa
berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan
Nomor 59 Tahun 2021;

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan
Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati
Nomor 46 Tahun 2019;

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tunjangan Pimpinan dan
Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan dan

Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan;



16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa;

17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

18. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/802/KPTS/408.12/2017 tentang Pelimpahan

Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

E. FASILITASI KEGIATAN
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa dilakukan secara bertahap. Hal ini dilakukan
melalui beberapa teknis antara lain:

1. Pembinaan atau Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah Desa yang menangani yang
dilaksanakan di Kantor Kecamatan Ngadirojo dengan mendatangkan Narasumber dari
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pacitan dan Inspektur
Kabupaten Pacitan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Kecamatan
Ngadirojo.

2. Dengan berpedoman pada Keputusan Bupati Pacitan Nomor
188.45/802/KPTS/408.12/2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati
Kepada Camat maka kantor Kecamatan Ngadirojo melaksanakan Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa yang dilakukan dua
kali dalam satu tahun yaitu Evaluasi APBDesa induk (awal tahun anggaran) dan Evaluasi
Perubahan APBDesa.

3. Hasil dari Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Desa tersebut diwujudkan dalam Surat Keputusan Camat yang diberikan

kepada masing-masing Desa.



LAMPIRAN FOTO KEGIATAN
e Peningkatan kapasitas dengan DPMD
e Narasumber DPMD dan Inspektorat

e Peserta yang dihadirkan: Kepala Desa dan Perangkat Pemerintah Desa
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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga Laporan Fasilitasi
Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa-Desa se-Wilayah Kecamatan
Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan
baik serta tepat waktu. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mendukung
pelaksanaan tugas Kecamatan dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan serta Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, khususnya dalam aspek fasilitasi pelunasan
Pajak Bumi dan Bangunan di wilayah kerja Kecamatan Ngadirojo. Data dan informasi
yang disajikan dalam laporan ini bersumber dari dokumen resmi yang disampaikan
oleh Pemerintah Desa kepada Kantor Kecamatan Ngadirojo, yang selanjutnya
direkapitulasi dan diolah oleh pihak Kecamatan selama Tahun 2025. Kami
menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama Pemerintah Desa di
wilayah Kecamatan Ngadirojo, atas kerja sama dan kontribusinya dalam pelaksanaan
kegiatan serta penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan

manfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja di masa mendatang.



A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
di Desa maka Pemerintah Kecamata Ngadirojo menyusun Laporan Fasilitasi
Desa dalam satu tahun. Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Pelunasan PBB di
Desa ini merupakan tugas pembantu Pemerintah Kabupaten Pacitan demi
kelancaran pemasukan pajak daerah dan juga digunakan untuk mengukur
keberhasilan dari penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Ngadirojo.

Dalam penyusunan Laporan ini melibatkan beberapa pihak yang terkait
langsung dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Keterlibatan
ini sangat diperlukan untuk menjamin proses penyusunan tersebut sesuai
dengan ketentuan dokumen yang dibutuhkan.

Pihak-pihak yang terlibat antara lain :

1. Sekretatiat Kecamatan Ngadirojo

2. Kasi, Kasubbag Kantor Kecamatan Ngadirojo

3. Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa Se-Kecamatan Ngadirojo

yang membidangi produk hukum Desa.

B. VISI MISI

Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah
Kabupaten Pacitan yaitu: "Pacitan semakin Sejahatera Bahagia". Sedangkan
Visi Kecamatan Ngadirojo adalah " Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik". Untuk
menunjang keberhasilan visi tersebut, maka Kecamatan Ngadirojo memiliki
misi:

1. Meningkatan kualitas pelayanan publik,

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat,

3. Menciptaan pemerintahan desa yang maju,

4. Meningkatan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang

ada,

5. Meningkatkan sumber daya masyarakat.

C. RUANG LINGKUP TUGAS
Seksi Pemerintahan Kecamatan memiliki tugas dan fungsi berdasarkan

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
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Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan
sebagaimana termaktup didalam BAB V Pasal 18 ayat (2) huruf f yaitu
melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak
bumi dan bangunan. Dibawah ini nama Desa yang difasilitasi dalam upaya
percepatan pelunasan PBB tahun 2025, yaitu :

. Sidomulyo

. Hadiwarno

. Hadiluwih

. Tanjungpuro

. Pagerejo

. Wiyoro

. Ngadirojo
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. Bogoharjo

9. Cokrokembang
10. Bodag

11. Tanjunglor

12. Nogosari

13. Cangkring

14. Wonodadi Kulon
15. Wonodadi Wetan
16. Wonokarto

17. Wonosobo

18. Wonoasri

D. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
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Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,
tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis  Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaam
Keuangan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas

7. Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa;Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor

9. 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK-07/2017, 116 Tahun 2017,
01/SKB/M.PPN/12/2017, tentang penyelarasan dan penguatan
kebijakan percepatan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2018

10.Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

11.Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018
Nomor 96) sebagaimana telah  diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 59)

12.Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengadaan Barang / Jasa di Desa sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019;



13.Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan
Permusyawarata Desa;

14.Peraturan Bupati Pacitan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tunjangan
Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

15.Peraturan Bupati Pacitan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan;

16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Penghasilan
Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

17.Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/802/KPTS/408.12/2017

tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat.

E. FASILITASI KEGIATAN

Fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran

penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilaksanakan secara bertahap.

Kegiatan ini dilakukan melalui pendekatan langsung dengan mendatangi

Kantor Desa. Selain itu, Kantor Kecamatan Ngadirojo juga secara proaktif

melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dalam rangka percepatan

pelunasan PBB. Sebagai bentuk dukungan, operator Kecamatan turut

memfasilitasi proses pembayaran dan pelunasan PBB Tahun 2025 dari seluruh

desa yang berada di wilayah Kecamatan Ngadirojo. Desa sebagaimana

tersebut diatas adalah sebagai berikut :
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. Sidomulyo

. Hadiwarno

. Hadiluwih

. Tanjungpuro
. Pagerejo

. Wiyoro

. Ngadirojo

. Bogoharjo

. Cokrokembang

10. Bodag

11. Tanjunglor

12. Nogosari



13. Cangkring
14. Wonodadi Kulon
15. Wonodadi Wetan
16. Wonokarto
17. Wonosobo

18. Wonoasri

Keterangan : Pada saldo akhir atau pada table sisa tidak menampilkan sisa 0
tetapi pada faktanya pembayaran PBB sudah lunas. Hal tersebut terjadi
karena ada Sebagian dari Desa yang membayar langsung kepada pihak Bank
dan yang lainnya.
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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha
Esa, atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga Laporan Fasilitasi
Pembinaan dan Pengawasan Desa di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan
Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik serta tepat waktu.
Penyusunan laporan ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kecamatan
dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kecamatan serta Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di
Desa, khususnya dalam aspek fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa di
wilayah kerja Kecamatan Ngadirojo. Data dan informasi yang disajikan dalam laporan
ini bersumber dari dokumen resmi yang disampaikan oleh Pemerintah Desa kepada
Kantor Kecamatan Ngadirojo, yang selanjutnya direkapitulasi dan diolah oleh pihak
Kecamatan selama Tahun 2025. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh
pihak, terutama Pemerintah Desa di wilayah Kecamatan Ngadirojo, atas kerja sama
dan kontribusinya dalam pelaksanaan kegiatan serta penyusunan laporan ini.
Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi dan

perbaikan kinerja di masa mendatang.



A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
di Desa maka Pemerintah Kecamata Ngadirojo menyusun Laporan Fasilitasi
Desa dalam satu tahun. Laporan Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa
ini merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Kecamatan. Laporan
Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa ini juga digunakan untuk
mengukur keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
Ngadirojo.

Dalam penyusunan Laporan ini melibatkan beberapa pihak yang terkait
langsung dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Keterlibatan
ini sangat diperlukan untuk menjamin proses penyusunan tersebut sesuai
dengan ketentuan dokumen yang dibutuhkan.

Pihak-pihak yang terlibat antara lain :

1. Sekretatiat Kecamatan Ngadirojo

2. Kasi, Kasubbag Kantor Kecamatan Ngadirojo

3. Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa Se-Kecamatan Ngadirojo

yang membidangi produk hukum Desa.

B. VISI MISI

Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah
Kabupaten Pacitan yaitu: "Pacitan semakin Sejahatera Bahagia". Sedangkan
Visi Kecamatan Ngadirojo adalah " Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik". Untuk
menunjang keberhasilan visi tersebut, maka Kecamatan Ngadirojo memiliki
misi:

1. Meningkatan kualitas pelayanan publik,

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat,

3. Menciptaan pemerintahan desa yang maju,

4. Meningkatan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang

ada,

5. Meningkatkan sumber daya masyarakat.



C. RUANG LINGKUP TUGAS

Seksi Pemerintahan Kecamatan memiliki tugas dan fungsi berdasarkan
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan
sebagaimana termaktup didalam BAB V Pasal 18 ayat (2) huruf f yaitu
melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak
bumi dan bangunan. Dibawah ini nama Desa yang difasilitasi dalam upaya
percepatan pelunasan PBB tahun 2025, yaitu :
. Sidomulyo
. Hadiwarno
. Hadiluwih
. Tanjungpuro
. Pagerejo
. Wiyoro
. Ngadirojo
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. Bogoharjo
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. Cokrokembang
10. Bodag

11. Tanjunglor

12. Nogosari

13. Cangkring

14. Wonodadi Kulon
15. Wonodadi Wetan
16. Wonokarto

17. Wonosobo

18. Wonoasri

D. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
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sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,
tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaam
Keuangan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas

7. Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa;Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor

9. 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK-07/2017, 116 Tahun 2017,
01/SKB/M.PPN/12/2017, tentang penyelarasan dan penguatan
kebijakan percepatan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2018

10.Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

11.Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018
Nomor 96) sebagaimana telah  diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 59)



12.Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengadaan Barang / Jasa di Desa sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019;

13.Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan
Permusyawarata Desa;

14.Peraturan Bupati Pacitan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tunjangan
Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

15.Peraturan Bupati Pacitan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan;

16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Penghasilan
Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa,;

17.Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/802/KPTS/408.12/2017

tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat.

E. FASILITASI KEGIATAN

Fasilitasi penyusunan Pembinaan dan Pengawasan Desa dilakukan

secara bertahap. Kegiatan ini dilakukan dengan teknis mendatangi ke Kantor

Desa. Monev / Binwas Tahun 2025 bersama dengan 18 Desa. Adapun Desa

tersebut adalah :
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. Sidomulyo

. Hadiwarno

. Hadiluwih

. Tanjungpuro
. Pagerejo

. Wiyoro

. Ngadirojo

. Bogoharjo
9.

Cokrokembang

10. Bodag

11. Tanjunglor

12. Nogosari

13. Cangkring
14. Wonodadi Kulon



15. Wonodadi Wetan

16. Wonokarto
17. Wonosobo

18. Wonoasri

CEKLIS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DESA

KECAMATAN NGADIROJO
TAHUN 2025
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o
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ADMINISTRASI DESA

MONITORING EVALUASI
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Contoh foto kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ngadirojo salah satunya
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, penulisan
Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa di Kecamatan Ngadirojo
Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik. Laporan ini
disusun sebagai tindak lanjut untuk mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan
pemerintahan di kecamatan. Penyusunan Laporan Fasilitasi Pelaksanaan
Musyawarah Desa ini bertujuan untuk memenuhi pengukuran keberhasilan dari
Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Data yang digunakan bersumber dari
dokumen desa yang disetorkan ke Kantor Kecamatan Ngadirojo yang kemudian

direkap oleh kami selama Tahun 2025.



A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
di Desa maka Pemerintah Kecamata Ngadirojo menyusun Laporan Fasilitasi
Desa dalam satu tahun. Laporan Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa ini
merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan
pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan di Kecamatan. Laporan
Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa ini juga digunakan untuk mengukur
keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Ngadirojo.

Dalam penyusunan Laporan ini melibatkan beberapa pihak yang terkait
langsung dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Keterlibatan
ini sangat diperlukan untuk menjamin proses penyusunan tersebut sesuai
dengan ketentuan dokumen yang dibutuhkan.

Pihak-pihak yang terlibat antara lain :

1. Sekretatiat Kecamatan Ngadirojo

2. Kasi, Kasubbag Kantor Kecamatan Ngadirojo

3. Kepala Desa dan Aparat Pemerintah Desa Se-Kecamatan Ngadirojo

yang membidangi produk hukum Desa.

B. VISI MISI

Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah
Kabupaten Pacitan yaitu: "Pacitan semakin Sejahatera Bahagia". Sedangkan
Visi Kecamatan Ngadirojo adalah " Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik". Untuk
menunjang keberhasilan visi tersebut, maka Kecamatan Ngadirojo memiliki
misi:

1. Meningkatan kualitas pelayanan publik,

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat,

3. Menciptaan pemerintahan desa yang maju,

4. Meningkatan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang

ada,

5. Meningkatkan sumber daya masyarakat.

C. RUANG LINGKUP TUGAS



Seksi Pemerintahan Kecamatan memiliki tugas dan fungsi berdasarkan
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan
sebagaimana termaktup didalam BAB V Pasal 18 ayat (2) huruf f yaitu
melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak
bumi dan bangunan. Dibawah ini nama Desa yang difasilitasi dalam upaya
percepatan pelunasan PBB tahun 2025, yaitu :

. Sidomulyo

. Hadiwarno

. Hadiluwih

. Tanjungpuro
. Pagerejo

. Wiyoro

. Ngadirojo
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. Bogoharjo

9. Cokrokembang
10. Bodag

11. Tanjunglor

12. Nogosari

13. Cangkring

14. Wonodadi Kulon
15. Wonodadi Wetan
16. Wonokarto

17. Wonosobo

18. Wonoasri

D. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah bebarapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2014;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57,
tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis  Peraturan di Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaam
Keuangan Desa; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas

7. Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa;Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Nomor

9. 140-8698 Tahun 2017, 954/KMK-07/2017, 116 Tahun 2017,
01/SKB/M.PPN/12/2017, tentang penyelarasan dan penguatan
kebijakan percepatan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa;Peraturan Bupati Pacitan Nomor 37 Tahun 2018

10.Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Desa dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa;

11.Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018
Nomor 96) sebagaimana telah  diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021 (Berita Daerah
Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 59)

12.Peraturan Bupati Pacitan Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengadaan Barang / Jasa di Desa sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019;



13.Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan
Permusyawarata Desa;

14.Peraturan Bupati Pacitan Nomor 82 Tahun 2020 tentang Tunjangan
Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

15.Peraturan Bupati Pacitan Nomor 183 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pengelolaan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Pacitan;

16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 186 Tahun 2021 tentang Penghasilan
Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;

17.Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/802/KPTS/408.12/2017

tentang Pelimpahan Sebagai Kewenangan Bupati Kepada Camat.

E. FASILITASI KEGIATAN

Fasilitasi musyawarah desa dilakukan secara bertahap. Kegiatan ini

dilakukan dengan teknis mendatangi ke Kantor Desa. Monev / Binwas Tahun

2025 bersama dengan 18 Desa. Adapun Desa tersebut adalah :
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10.

. Sidomulyo

. Hadiwarno

. Hadiluwih

. Tanjungpuro
. Pagerejo

. Wiyoro

. Ngadirojo

. Bogoharjo

. Cokrokembang

Bodag

11. Tanjunglor

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nogosari
Cangkring
Wonodadi Kulon
Wonodadi Wetan
Wonokarto
Wonosobo

Wonoasri



PELAKSANAAN MUSRENBANGDES KECAMATAN NGADIROJO TAHUN 2025

USULAN DI BIDANG

NO DESA INFRASTRUKTUR SOSBUD EKONOMI KET
1 | SIDOMULYO \ N N
2 | HADIWARNO \ \ \
3 | HADILUWIH \ \ \
4 | PAGEREJO \ V N
5 | TANJUNGPURO \ \ \
6 | WIYORO \ N N
7 | NGADIROJO \ \ N
8 | COKROKEMBANG \ N N
9 | BOGOHARJO \ v N
10 | CANGKRING \ \ \
11 | BODAG \ N N
12 | TANJUNGLOR \ N N
13 | NOGOSARI \ v \
14 | WONODADI WETAN \ \ v
15 | WONODADI KULON \ v N
16 | WONOKARTO \ N N
17 | WONOSOBO v \ N
18 | WONOASRI \ N N
NO DESA MUSDES RKP | MUSDESUS BLT KET
1 | SIDOMULYO \ \

2 | HADIWARNO \ \

3 | HADILUWIH \ \

4 | PAGEREJO \ \

5 | TANJUNGPURO \ N

6 | WIYORO \ v

7 | NGADIROJO v v

8 | COKROKEMBANG \ N

9 | BOGOHARJO d N

10 | CANGKRING \ N

11 | BODAG \ v

12 | TANJUNGLOR \ V

13 | NOGOSARI \ N

14 | WONODADI WETAN \ N

15 | WONODADI KULON \ N

16 | WONOKARTO \ \

17 | WONOSOBO \ v

18 | WONOASRI \ \




Beberapa Foto Kegiatan Musrenbangdes dan Musdes yang telah
dilaksanakan Sebagai Berikut :
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, penulisan
Laporan Fasilitasi Administrasi Kelembagaan di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten
Pacitan Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai
tindak lanjut untuk mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan di

kecamatan.

Penyusunan Laporan Fasilitasi Administrasi Kelembagaan ini bertujuan untuk
memenuhi pengukuran keberhasilan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
di kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Laporan ini
memberikan gambaran tentang kegiatan kelembagaan di Kecamatan Ngadirojo
Tahun 2025.

Data yang digunakan bersumber dari desa yang disetorkan ke Kantor
Kecamatan Ngadirojo yang kemudian direkap oleh kami selama Tahun 2025. Kami
ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, tenaga, saran, dan kritik dalam

penyusunan Laporan Fasilitasi Administrasi Kelembagaan ini.



BAB |
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Ngadirojo merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang
berada di wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa
Timur. Sebagai perangkat daerah di tingkat kecamatan, Kecamatan Ngadirojo
memiliki tugas utama melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah
kabupaten dalam hal pelayanan publik, pemerintahan umum, serta
pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya. Kantor Kecamatan Ngadirojo
bertempat di JI. Raya Ngadirojo No. 50 Kabupaten Pacitan Provinsi jawa
Timur. Kecamatan Ngadirojo merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di
Kabupaten Pacitan. Kecamatan Ngadirojo terletak kurang lebih 40km (empat
puluh kilometer) sebelah timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Pacitan.
Secara geografis Kecamatan Ngadirojo berada di wilayah pegunungan dan
perbukitan, dengan ketinggian 300 sampai dengan 700 meter diatas
permukaan air laut, dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat 2elsius.
Kecamatan Ngadirojo berbatasan langsung dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Tulakan

Sebelah Selatan : Pantai Selatan dan Samudera Hindia

Sebelah Timur : Kecamatan Sudimoro
Sebelah Barat : Kecamatan Kebonagung
B. VISI MISI

Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah
Kabupaten Pacitan yaitu: "Pacitan semakin Sejahatera Bahagia". Sedangkan
Visi Kecamatan Ngadirojo adalah " Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik". Untuk
menunjang keberhasilan visi tersebut, maka Kecamatan Ngadirojo memiliki
misi:

1. Meningkatan kualitas pelayanan publik,

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat,

3. Menciptaan pemerintahan desa yang maju,



4. Meningkatan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang
ada,

5. Meningkatkan sumber daya masyarakat.

C. RUANG LINGKUP TUGAS

Kecamatan memiliki tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa

dan/atau kelurahan. Selain itu, kecamatan memiliki tugas lain berdasarkan

pelimpahan kewenangan dari Bupati. Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

a.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum.

. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati.

Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum.

Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.

. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa

dan/atau Kelurahan.

. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan.

Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh

Bupati.

D. DASAR HUKUM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, berdasarkan

pada aturan perundang-undagan sebagai berikut :

1.

Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



2. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan (yang merupakan perubahan dari Undang-Undang
nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), Peraturan
Pemerintah nomor 69 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
UndangUndang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman
Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pacitan.

4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pendelegasian

sebagian wewenang bupati kepada Camat di Kabupaten Pacitan.



BAB Il
PELAKSANAAN KEGIATAN LEMBAGA DI
KECAMATAN NGADIROJO

A. MELAKUKAN KEGIATAN PLENO PKK DESA SE-KECAMATAN
NGADIROJO
Dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan
Ngadirojo dan Pembinaan Penyelenggaraan Lembaga Khususnya
Lembaga PKK yang ada di Desa, maka Pemerintah Kecamatan Ngadirojo
memfasilitasi adanya Rapat Pleno TP PKK Desa se-Kecamatan Ngadirojo
setiap bulan, mulai Januari sampai dengan Desember tahun 2025. Dalam
penyusunan Laporan Administrasi, rapat pleno TP PKK yang diikuti 18 Desa
di wilayahnya Kecamatan Ngadirojo ini melibatkan beberapa pihak yang
terkait langsung dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa.
Keterlibatan ini sangat diperlukan untuk menjamin bahwa proses yang
dilalui dalam pelaksanaan rapat pleno TP PKK Desa yang dilaksanakan di
Pendopo Kecamatan Ngadirojo sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan.
Pihak-pihak yang terlibat antara lain :
1. Camat Ngadirojo (Ketua Pembina TP PKK Kecamatan);
2. Sekretaris Kecamatan Ngadirojo;
3. Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan
Ngadirojo;
Ketua TP PKK Kecamatan Ngadirojo;
Kepala Desa seKecamatan Ngadirojo (Pembinaan TP PKK Desa);
Ketua TP PKK Desa seKecamatan Ngadirojo;
Semua Anggota TP PKK.
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BAB Il
DATA TAHUN 2025

A. PENYUSUNAN LAPORAN FASILITASI KELEMBAGAAN PEMBINAAN
Dalam rangka mengukur keberhasilan dari koordinasi penyelenggaraan
Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan
di Desa, maka Pemerintah Kecamatan Ngadirojo menyusun Laporan Fasilitasi
Pembinaan Kelembagaan. Laporan Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan ini
juga digunakan untuk mengukur keberhasilan dari Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kecamatan Ngadirojo.
B. ADMINISTRASI YANG DIBUTUHKAN
1. Kegiatan TP PKK
Jenis fasilitasi Administrasi PKK yang dilakukan mencakup 18 desa,
meliputi penyusunan rekapitulasi daftar hadir rapat pleno untuk seluruh
desa yang difasilitasi, kelengkapan dokumentasi pendukung seperti notulen
dan foto kegiatan rapat pleno, serta penyusunan Laporan Data PKK yang
terdiri dari data umum hingga laporan kegiatan Pokja | sampai dengan
Pokja IV sebagai bagian dari laporan kegiatan PKK tahunan.
2. Kegiatan POSYANDU
Pelaksanaan posyandu dilaksanakan di setiap Dusun se-Kecamatan
Ngadirojo. Hal ini dilakukan untuk mendekatkan layanan kesehatan kepada
masyarakat agar ibu dan balita tidak perlu pergi jauh ke puskesmas,
Memantau pertumbuhan dan perkembangan balita secara rutin
(penimbangan, pengukuran tinggi badan, imunisasi), Meningkatkan
kesehatan ibu hamil dan menyusui melalui pemeriksaan dan penyuluhan,
Mencegah stunting dan gizi buruk dengan deteksi dini serta pemberian
makanan tambahan, Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Dengan dilaksanakan di setiap
dusun, pelayanan menjadi lebih merata, mudah diakses, dan partisipasi
masyarakat dapat meningkat.
3. Pembinaan Kelembagaan RT/RW
Kecamatan Ngadirojo memfasilitasi pelaksanaan kelembagaan RT/RW
untuk Meningkatkan koordinasi pemerintahan di tingkat paling bawah agar

pelayanan kepada masyarakat lebih efektif dan tertib administrasi.
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Memperkuat peran RT/RW dalam pendataan warga, seperti data
kependudukan, bantuan sosial, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat,
Menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan melalui kerja sama warga
dan sistem keamanan lingkungan (siskamling), Mendorong partisipasi
masyarakat dalam pembangunan, termasuk kegiatan gotong royong dan
musyawarah lingkungan, Menyampaikan informasi dan kebijakan
pemerintah agar tepat sasaran dan mudah dipahami oleh warga. Dengan
fasilitasi tersebut, kelembagaan RT/RW dapat berjalan lebih optimal
sebagai ujung tombak pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.

. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna

Fasilitasi terakhir yakni pembinaan karang taruna di Kecamatan Ngadirojo.
Hal ini dilaksanakan untuk Meningkatkan peran aktif generasi muda dalam
kegiatan sosial dan pembangunan desa, Mengembangkan potensi dan
kreativitas pemuda, baik di bidang olahraga, seni, kewirausahaan, maupun
keterampilan, Mencegah kenakalan remaja dan penyalahgunaan narkoba
melalui kegiatan positif dan pembinaan karakter, Menumbuhkan jiwa
kepemimpinan dan tanggung jawab sosial di kalangan pemuda,
Memperkuat solidaritas dan kepedulian sosial antar warga melalui kegiatan
gotong royong dan bakti sosial. Dengan pembinaan tersebut, karang taruna
diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan kepemudaan dan

pembangunan di tingkat desa.



BAB IV
KESIMPULAN

Laporan Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan di Kecamatan
Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun dengan tujuan untuk
memberikan informasi kepada seluruh instansi pemerintah dan pihak terkait
mengenai pelaksanaan kegiatan fasilitasi kelembagaan yang telah
dilakukan di Kecamatan Ngadirojo.

Laporan ini memuat rangkaian kegiatan pembinaan dan
pendampingan kelembagaan, PKK,
kegiatan POSYANDU, Pembinaan kelembagaan RT/RW, serta kegiatan

pembinaan karang taruna.

termasuk fasilitasi administrasi

Melalui laporan ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi,
referensi, dan acuan dalam peningkatan kapasitas kelembagaan
pemerintahan desa serta penguatan koordinasi antarinstansi di wilayah

Kecamatan Ngadirojo.

FASILITASI KELEMBAGAAN TAHUN 2025

LEMBAGA

NO DESA PKK POSYANDU RT/RW KARTAR KET
1 | SIDOMULYO N \ \ \
2 | HADIWARNO \ \ \ \
3 | HADILUWIH N \ \ \
4 | PAGEREJO v \ \ \
5 | TANJUNG PURO N N \ \
6 | WIYORO v \ \ \
7 | NGADIROJO v \ \ \
8 | COKROKEMBANG N \ \ \
9 | BOGOHARJO N \ \ \
10 | CANGKRING v \ \ \
11 | BODAG v \ \ \
12 | TANJUNG LOR N \ \ \
13 | NOGOSARI N \ \ \
14 | WONODADI WETAN \ \ \ \
15 | WONODADI KULON N N \ \
16 | WONOKARTO \ \ \ \
17 | WONOSOBO \ \ \ \
18 | WONOASRI \ \ \ \




Contoh Kegiatan Fasilitasi kelembagaan yang dilaksanakan oleh Kantor Kecamatan
Ngadirojo :
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, penulisan
Laporan Fasilitasi Administrasi Kependudukan di Kecamatan Ngadirojo Kabupaten
Pacitan Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai
tindak lanjut untuk mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan di

kecamatan.

Penyusunan Laporan Fasilitasi Administrasi Kependudukan ini bertujuan untuk
memenuhi pengukuran keberhasilan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan
di kecamatan serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa. Laporan ini
memberikan gambaran tentang Laporan Bulanan, Kuantitas penduduk mencakup
jumlah dan persebaran penduduk menurut karakteristik, jumlah dan proporsi

penduduk menurut status perkawinan, keluarga, kelahiran dan kematian.

Data yang digunakan bersumber dari Dokumen Desa yang dilaporkan ke
Kantor Kecamatan Ngadirojo, kemudian di rekap menjadi Laporan Fasilitasi
Administrasi Kependudukan Kecamatan Ngadirojo. Kami ingin menyampaikan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah
berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Fasilitasi Administrasi Kependudukan

Kecamatan Ngadirojo Periode Bulan Desember Tahun 2025.



BAB |
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Ngadirojo merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang
berada di wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa
Timur. Sebagai perangkat daerah di tingkat kecamatan, Kecamatan Ngadirojo
memiliki tugas utama melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah
kabupaten dalam hal pelayanan publik, pemerintahan umum, serta
pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya. Kantor Kecamatan Ngadirojo
bertempat di JI. Raya Ngadirojo No. 50 Kabupaten Pacitan Provinsi jawa
Timur. Kecamatan Ngadirojo merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di
Kabupaten Pacitan. Kecamatan Ngadirojo terletak kurang lebih 40km (empat
puluh kilometer) sebelah timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Pacitan.
Secara geografis Kecamatan Ngadirojo berada di wilayah pegunungan dan
perbukitan, dengan ketinggian 300 sampai dengan 700 meter diatas
permukaan air laut, dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat 2elsius.
Kecamatan Ngadirojo berbatasan langsung dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Ngadirojo

Sebelah Selatan : Pantai Selatan dan Samudera Hindia

Sebelah Timur : Kecamatan Sudimoro
Sebelah Barat : Kecamatan Kebonagung
B. VISI MISI

Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah
Kabupaten Pacitan yaitu: "Pacitan semakin Sejahatera Bahagia". Sedangkan
Visi Kecamatan Ngadirojo adalah " Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik". Untuk
menunjang keberhasilan visi tersebut, maka Kecamatan Ngadirojo memiliki
misi:

1. Meningkatan kualitas pelayanan publik,

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat,

3. Menciptaan pemerintahan desa yang maju,



4. Meningkatan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang
ada,

5. Meningkatkan sumber daya masyarakat.

. MAKLUMAT PELAYANAN, VISI MISI & MOTO PELAYANAN KECAMATAN
NGADIROJO

Dalam menjalankan tugasnya, Kecamatan Ngadirojo senantiasa
berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang diwujudkan
melalui maklumat, visi misi Pelayanan serta motto. Pernyataannya dituangkan

dalam gambar berikut ini :

DEMERINTAH FABUPATEN PACITAN

FANTOR KECAMATAN NCADIROJO
Jalin Raya Ngadimjor¥omor 50 Telp. (0357) 441149

@ NEADIECIO

MAKLUMAT DELAYANAN e
1. EAMEEEL JAN LAN SANCGEUE UNTLE MELATSANAFAN FELYANAN SESUAT DENCAN STANLS
TELAYANAN
2. FAMEEREJANSE | AN S ANEGLD ENTUR MEMEEEAFANT
DAN ATAN MELATET AN DELUAITAN SECADA TEEUS MENEELS ' :
3. r.;m PEESEDAA UNTUE MENELIMA SANESLUAN/ATAU MEMETTIFAN FOMUENSASEATARILA

PLLAYANAN YANC DIITEINAN FICAL SESUALSTANDAL

LLAYANAN SESUAI DENCAN TEWANEAN




SELAMAT DATANG

DI EFCAMATAN NCADIEROJO
KAMI SIAD MELAYANI ANDA

VIS PELAYANAN :

TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PRIMA

MISI DELAYANAN 3

1. MENINGKATKAN MUTU KUALITAS PELAYANAN DENGAN
MUDAH DAN CEPAT

2. MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

3. MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG SIAP MELAYANI

4. MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF, EFISIEN
DAN TRANSPARAN

PELAYANAN AFAN LFDIF CEPATY
Il A DATA LENCEKFAP DAN BENAR

DA X ..
)




Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan memiliki komitmen untuk terus
meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengadaptasi motto tersebut
yang menjadi dasar dalam setiap proses pelayanan dan pengelolaan
administrasi pemerintahan. Motto tersebut mencerminkan pentingnya
keakuratan dan kelengkapan data sebagai kunci percepatan pelayanan
kepada masyarakat. Selaras dengan kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh
penulis yakni berfokus pada pengembangan sistem pengarsipan digital yang
bertujuan untuk memastikan ketersediaan data yang lengkap, akurat, dan
mudah diakses dalam mendukung proses pelayanan dan pelaporan. Motto ini
menjadi semangat utama dalam pengembangan sistem administrasi yang lebih
efektif, efisien, dan akuntabel, termasuk melalui inovasi digitalisasi dalam

pengelolaan dokumen dan informasi.

. RUANG LINGKUP TUGAS
Kecamatan memiliki tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa
dan/atau kelurahan. Selain itu, kecamatan memiliki tugas lain berdasarkan
pelimpahan kewenangan dari Bupati. Sedangkan fungsi kecamatan adalah :
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum.
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati.
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum.
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa
dan/atau Kelurahan.
h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah

yang ada di Kecamatan.



i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

j. Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh
Bupati.

E. DASAR HUKUM
Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan, berdasarkan
pada aturan perundang-undagan sebagai berikut :

1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi
Kependudukan (yang merupakan perubahan dari Undang-Undang
nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), Peraturan
Pemerintah nomor 69 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan
UndangUndang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pedoman
Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pacitan.

4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pendelegasian

sebagian wewenang bupati kepada Camat di Kabupaten Pacitan.
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DATA KEPENDUDUKAN KECAMATAN NAGDIROJO
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

A. PENYUSUNAN LAPORAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dalam rangka mengukur keberhasilan dari Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa maka Pemerintah Kecamatan
Ngadirojo menyusun Laporan Fasilitasi Desa dalam satu Bulan (Periode
Bulan Desember Tahun 2025).

Laporan Fasilitasi Administrasi Kependudukan ini merupakan
tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan
dan acuan penilaian kualitas pelayanan di kecamatan. Laporan Fasilitasi
Administrasi Kependudukan ini juga digunakan untuk mengukur
keberhasilan dari Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan Ngadirojo.

Dalam penyusunan Laporan Administrasi Kependudukan ini
melibatkan beberapa pihak yang terkait langsung dengan proses
penyelenggaraan pemerintahan di Desa. Keterlibatan ini sangat diperlukan
untuk menjamin bahwa proses yang dilalui dalam penyusunan Administrasi

Kependudukan Desa sesuai dengan ketentuan dokumen yang dibutuhkan.
Pihak-pihak yang terlibat antara lain :

Sekretaris Kecamatan Ngadirojo
Kasi Pelayanan umum Kecamatan Ngadirojo

Keppala Desa Se-Kecamatan Ngadirojo

B wbdh =

Penduduk wilayah Kecamatan Ngadirojo

B. FASILITASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
Jenis Fasilitasi Administrasi Kependudukan yang kami lakukan
untuk 18 Desa yaitu diantaranya dalam bentuk pengiriman data yang terdiri
dari :



1. Laporan Data Bulanan Penduduk
Laporan bulanan merupakan laporan perkembangan penduduk
setiap bulannya. Perkembangan yang dimaksud seperti kelahiran,
kematian, penduduk pendatang, penduduk pindah, penduduk awal
dan penduduk akhir setiap bulan di desa.

2. Laporan Kematian
Pelaporan kematian merupakan laporan yang mana desa wajib
untuk melaksanakan pelaporan data penduduk yang meninggal
dunia. Laporan Kematian harus dilampiri dengan permohonan
pembuatan Akta Kematian, Tujuan utama dari pembuatan Akta
Kematian adalah untuk membuat bukti resmi tentang kematian
seseorang. Dokumen akta kematian dibutuhkan untuk berbagai
keperluan, seperti mengurus Warisan, Asuransi, atau klaim pensiun.
Tujuan lainnya pembuatan Akta Kematian antara lain :

a. Tujuan Akta Kematian mengidentifikasi identitas dan
status kematian
Akta Kematian juga berfungsi untuk mengidentifikasi
identitas dan status kematian seseorang. Namun, Dalam
dokumen ini, terdapat informasi mengenai identitas korban,
tanggal dan waktu kematian, serta penyebab kematian. Hal
ini penting untuk proses investigasi dan untuk menentukan
apakah ada tindakan kriminal yang terlibat dalam kematian
tersebut.

b. Tujuan Akta Kematian membantu statistik kematian
Informasi yang terdapat pada Akta Kematian juga memiliki
peran penting dalam pengumpulan data statistik mengenai
kematian. Data ini dapat di gunakan untuk mengidentifikasi
tren kematian dalam masyarakat dan untuk membuat
perencanaan kebijakan yang lebih baik di bidang kesehatan
dan keselamatan masyarakat.

c. Tujuan Akta Kematian mencegah penipuan kematian
Akta Kematian juga berfungsi sebagai perlindungan
terhadap penipuan kematian. Dokumen ini membuktikan

bahwa seseorang telah meninggal dunia dan tidak dapat lagi
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di gunakan untuk tujuan penipuan. Dalam beberapa kasus,
orang-orang yang masih hidup sengaja membuat kabar
palsu tentang kematian mereka untuk menghindari
tanggung jawab atau untuk mendapatkan keuntungan

tertentu.

3. Laporan Data Jumlah Kepala Keluarga
Data yang difasilitasi oleh Kecamatan tersebut mencakup 18 Desa
yang ada di kecamatan Ngadirojo, Desa tersebut antara lain ;
1. Sidomulyo
. Hadiwarno
. Hadiluwih
. Tanjungpuro
. Pagerejo
. Wiyoro
. Ngadirojo

0 N o o0~ ODN

. Bogoharjo

9. Cokrokembang
10. Bodag

11. Tanjunglor

12. Nogosari

13. Cangkring

14. Wonodadi Kulon
15. Wonodadi Wetan
16. Wonokarto

17. Wonosobo

18. Wonoasri

4. Laporan Data Jumlah Penduduk Yang Wajib Memiliki KTP
hal ini ditujukan untuk :
a. Mengetahui jumlah wajib KTP secara akurat, khususnya
penduduk yang telah berusia 17 tahun atau sudah/pernah

menikah.



Mendukung tertib administrasi kependudukan, sehingga
seluruh warga memiliki identitas resmi.
Menjadi dasar perencanaan pelayanan publik, seperti pemilu,

bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan.

. Meningkatkan cakupan perekaman dan pencetakan KTP

elektronik (e-KTP) agar tidak ada warga yang belum terdata.
Meminimalisir permasalahan administrasi, seperti data ganda
atau ketidaksesuaian data kependudukan.

Dengan adanya laporan tersebut, pemerintah kecamatan
dapat melakukan pemantauan dan tindak lanjut secara tepat

sasaran.

5. Laporan Data Jumlah Penduduk Yang Telah Memiliki KTP

hal ini ditujukan untuk :

a.

Mengetahui tingkat kepemilikan KTP di wilayah kecamatan,
sebagai indikator tertib administrasi kependudukan.
Mengevaluasi cakupan perekaman dan pencetakan KTP
elektronik (e-KTP) sehingga dapat diketahui sisa warga yang
belum memiliki KTP.

Menjadi dasar perencanaan program dan pelayanan publik,

seperti pemilu, bantuan sosial, BPJS, dan layanan perbankan.

. Memastikan keakuratan dan validitas data kependudukan,

guna menghindari data ganda atau ketidaksesuaian identitas.
Mendukung sinkronisasi data dengan instansi terkait, baik di
tingkat kabupaten maupun provinsi.

Dengan laporan ini, pemerintah dapat melakukan monitoring
serta mengambil langkah tindak lanjut secara tepat dan

terarah.

Fasilitasi Administrasi Kependudukan Pembinaan Penyelenggaraan

Pemerintahan di Desa meliputi Laporan Data Bulanan Penduduk,

Laporan Kematian , Laporan Data Jumlah Kepala Keluarga, Laporan
Data Jumlah Penduduk Yang Wajib Memiliki KTP, Laporan Data
Jumlah Penduduk Yang Telah Memiliki KTP. Kemudian data tersebut
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kami tindak lanjuti dan dijadikan satu dokumen Laporan Fasilitasi

Administrasi Kependudukan.
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BAB Il
KESIMPULAN

Laporan Fasilitasi Administrasi Kependudukan Kecamatan Ngadirojo
Kabupaten Pacitan Periode Bulan Desember Tahun 2025 disusun agar dapat
memberikan informasi kepada semua pihak instansi pemerintah tentang fasilitasi
administrasi kependudukan yang ada di kecamatan Ngadirojo.

Laporan ini menyajikan data kependudukan berdasarkan data Periode Bulan
Desember Tahun 2025 yang telah di olah, data dukung dari Desa Se-Kecamatan
Ngadirojo Periode Bulan Desember Tahun 2025. Pada Tahun 2025 Penduduk
Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan sebanyak 48.219 Jiwa, yang terdiri dari

24.113 jiwa laki-laki dan 24.106 jiwa perempuan.
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BAB IV
LAMPIRAN

Lampiran Laporan Data Bulanan Penduduk, Laporan Kematian , Laporan Data

Jumlah Kepala Keluarga, Laporan Data Jumlah Penduduk Yang Wajib Memiliki KTP,
Laporan Data Jumlah Penduduk Yang Telah Memiliki KTP.
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Selamat Datang

Survei Kepuasan Masyarakat
Pada
Kecamatan Ngadirojo
KABUPATEN PACITAN

Form pengisian profil
responden
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1' B Nomic Loki-Loki




1‘320 O 0 \:& It F l all' M'l =

Survei Kepuasan Masyarakat
Pada
Kecamatan Ngadirojo
KABUPATEN PACITAN

Bagaimana pendapat
Saudara tentong
kesesuaian persyaratan
pelayanaon dengan jenis
pelayanannya.

Tidaok sesuai.

Kurang sesuai.

Sesuai.

Crannnt cociimi
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Selamat Datang

Survei Kepuasan Masyarakat
Pada
Kecamatan Ngadirojo
KABUPATEN PACITAN

Bagaimana pemahaman
Saudara tentang
kemudahan prosedur
pelayanan di unit ini.

Tidak mudah.
Kurang mudah.
Mudah.
Sangat mudah.
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Survei Kepuasan Masyarakat
Pada
Kecamatan Ngadirojo
KABUPATEN PACITAN

Bagaimana pemahaman
Saudara tentang
kemudahan prosedur
pelayanan di unit ini.
Tidak mudah.
Kurang mudah.

Mudah.

® Soangat mudah.
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Kecamatan Ngadirojo
KABUPATEN PACITAN

Bagamana pendopat
saudara perilaku
petugas dalam
pelayanan terkait
kesopanan dan
keramahan

Tidak sopan dan
ramah

Kurang sopan dan
ramah

Sopan dan ramah
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Survei Kepuasan Masyarakat
Pada
Kecamatan Ngadirojo
KABUPATEN PACITAN

Bagaimana pendapat
Saudara tentang
kompetensi/kemampuan
petugas dalom
pelayanan.

Tidak kompeten
Kurang kompeten
Kompeten

Sangat kompeten
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Selamat Datang

Survei Kepuasan Masyarakat
Pada
Kecamaton Ngadirojo
KABUPATEN PACITAN

-

Bagaimana pendapat
Saudara tentang
kewajaran biaya/tarif
dalam pelayanan.

Sangat mahal

Cukup mahal
Murah

Gratis/Sesuai
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Kecamatan Ngadirojo
KABUPATEN PACITAN

Bagaimana pendapat
Saudara tentang

penanganan pengaduan
pengguna layanan

Tidak ada

Ada tetapi tidak
berfungsi

Berfungsi kurang
maksimal

Dikelola dengan
baik.
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Kecamatan Ngadirojo
KABUPATEN PACITAN

Bagaimana pendapat
anda tentang
transparansi pelayonan
yang diberikan

Standar pelayanon
tidak
dipublikasikan

Standar pelayanan
dipublikasikan
sabagion

Standar pelayanaon
dipublikasikan
seluruhnya

Standar pelayanan
dipublikasikan
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Kecamatan Ngadirojo
KABUPATEN PACITAN

Bagaimana pcndapt
Saudara tentang kualitas
sarana dan prasarana

Buruk
Cukup
Baik

Sangat Baik
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Kecamatan Ngadirojo
KABUPATEN PACITAN

Bagaimana pendapat
Saudara tentang
penanganan pengaduan
pengguna layanan

Tidok ada

Ada tetapi tidak
berfungsi

Berfungsi kurang
maksimal

Dikelola dengaon
baik.
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Kecamatan Ngadirojo
KABUPATEN PACITAN

Bagaimana pendapat
anda tentang
transparansi pelayonan
yong diberikan

Standar pelayanan
tidak
dipublikasikan

Standar pelayanan
dipublikasikan
sabagian

Standar pelayanan
dipublikasikan
seluruhnya

Stondar peloayanan
dipublikasikan



IL. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
Lingkari kode huruf (a/b/c/d) sesuai jawaban responden

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian

6

Bagaimana pendapat Saudara tentang

persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan yang kemampuan petugas dalam pelayanan?
diberikan?
a|Tidak sesuai 1 a|Tidak kompeten
b|Kurang sesuai 2 b{Kurang kompeten
c{Sesuai 3 c{Kompeten
d|Sangat sesuai a d|sangat kompeten
2 |Bagaimana pemahaman Saudara tentang 7 |Bagaimana pendapat Saudara tentang perilaku
kemudahan prosedur pelayanan di unit ini? petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan
keramahan?
a|Tidak mudah 1 a|Tidak sopan dan tidak ramah
b|Kurang mudah 2 b{Kurang sopan dan kurang ramah
¢{Mudah 3 ¢|Sopan dan ramah
d|Sangat mudah 4 d}Sangat sopan dan ramah
3 |Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan 8 [Bagaimana pendapat Saudara tentang kualitas
waktu dalam memberikan pelayanan? sarana dan prasarana?
a|Tidak cepat 1 2{Buruk
bKurang cepat 2 b|{Cukup Baik
¢|Cepat 3 c{Baik
d}Sangat cepat 4 d|Sangat Baik
4 |Bagsimana pendapat Saudara tentang kewajaran 9 |[Bagaimana pendapat Saudara tentang
biaya/tarif dalam pelayanan? penanganan pengaduan pengguna layanan?
a|Sangat mahal 1 a|Tidak ada
b} Cukup mahal 2 blAda tetapi tidak berfungsi
c{Murah 3 c{Berfungsi kurang optimal
d|Gratis 4 d|Dikelola dengan baik

an W

Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian
produk pelayanan antara yang tercantum dalam
standar pelayanan dengan hasil yang diberikan?

Tidak sesuai
Kurang sesuai
Sesual

Sangat sesuai
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Terima kasih atas partisipasi Saudara dolom pengis
kuesioner survei kepuasan masyarakat

Sitakan menyampalkan Saron / Masukon / Aduan terhadap pelayanan ini di dalam kotak yang tersedia di bawah ini:




INDEK KEPUASAN MASYARAKAT ( IKM TAHUN 2025

TERIMA KASIH ATAS PENILAIAN YANG ANDA BERIKAN, MASUKAN
ANDA BERMANFAAT UNTUK KEMAJUAN UNIT KAMI AGAR TERUS

MEMPERBAIKI DAN MENINGKATKAN KWALITAS PELAYANAN BAGI
MASYARAKAT




HASIL SURVEY KECAMATAN NGADIROJO 1 JANUARI 2025 S/D 31 DESEMBER 2025

NILAI UNSUR PELAYANAN
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NRR/Unsur




NRR Tertimbang/Unsur 0,43 0,43 0,43 0,44 0,43 0,43 0,43 0,44 0,42
JML NRR IKM TERTIMBANG 3,88
JML NRR IKM TERTIMBANG x 25 97,1




ABUPATEN PACITAN

AN NGADIROJO
WARGA NEGARA RI

EPENDUDUKAN
AN NGADIROJO
:SEMBER 2025

NO. IS A Penduduk awal bulan inj Lahir butan ini Mati butan ini Pindah bulan ini Jumiah Akhir buign ini

L P L+P L+P L L+P L P L+P L P L+P

1 | Sidomulyo 2433 2425 4858 4 . 1 1 - 2 - 1 1 2435 2427 84
2 | Hadwamo 1.974 1.983 3857 3 g 1 3 3 .3 IR < 2 1978| 1980 | 3.958
3 |Hadiluwih 1116 1.105 2221 1 1 1 2 1 1 1 1 2]  1116] 1103| @ 2219
| 4 | Tanjungpuro 908 | 833 1.841 - 2 1 3 1 - 1 1§ o 'S 908| e30| 1838
5 |Pagersjo 2383| 2357 4720 - 2 - 2 - . - 4 SR G 2361 2.357 4718
6 |Wiyoro 1.148 1.110 2258 . - 1 1 - 1 1 1 2 3 1,147 1.108 2,255
7 | Ngadirojo 1.019 977 1.906 - - 2 - 2 - 1 1 1 - 1 1.016 978 1.994
8 |Bogoharjo 835 923 1.858 . - - 2 2 - - - 1 - 1 934 921 1.855
9 | Cokrokembang 1.597 1.548 3145 1 1 3 1 4 1 : 1 1 = 1 1694 1548 3.142
10 |Bodag 1.153 1.115 2.268 . - 1 1 2 2 1 3 1 3 4 1.153 1,112 2285
11 | Tanjunglor 1084| 1113 2197 4 - - . 3 - 3 - 1 1 1.087 1113 2.200
12 | Nogosari 833 930 1.863 - 1 1 - 1 1 1 2] = - - 934 931 1.865
13 | Cangkring 468 493 981 1 1 - - . - 1 1 - - . 468 503 871
14 | Wonodadi Kulon 2.148 2.170 4.318 1 1 1 3 4 1 1 2 2 2 4 2146 2167 4.313
15 | Wonodadi Wetan 795 782 1577 - - - - . 2 2 4 - - - 787 784 1.571
16 | Wonokarto 1624| 18625 3249 - . 3 3 1 4 5 - 2 2 1.625 1624 3.249
17 | Wonosobo 898 926 1824 1 2 s 2 - 1 1 2 2 2 894 928 1822
18 | Wonoasni 1.480 1.499 2979 . 1 1 - 1 3 1 4 1 1 1.482 1.500 2.982
UMLAH 24062 | 24022 48084 7 14] 18 33] 19| 18] 35] 12 28 24059 | 24014 48.073




ABUPATEN PACITAN

AN NGADIROQJO
WNRI + ORANG ASING
EPENDUDUKAN
AN NGADIROJO
SEMBER 2025
NO. [SA Penduduk swal bufan ini Lahir butan ini Mati butan i Pendatang bulan ini Pindah bulan ini Jumiat Akhir bulan ini
L P L+P L L+P | L p lL+pP| L p lLespP]| L P lL+P L P L+P
1| Sidomuilyo 2433| 2425| 4858 2 (e ; e [ERI ) O T 11 M [ ! TR 2435| 2427 64
2 |Hadiwamo 1.974 1.983 3957 3 - 3 2 1 3 3 - 3 - ol 2 1978 1.980 3.958
3 | Hadituvah 1118 1.105 2221 1 - 1 1 1 2 1 - 1 1 1 2 1.118 1.103 2219
4 | Tanjungpuro 908 933 1.841 - - - 2 1 3 1 - 1 1 2 3 906 930 1.836
5 | Pagersjo 2363 2357 4720 - - - 2 - 2 - - - - - - 2381| 2357 4718
6 |Wiyaro 1.148 1110 2258 - - - - 1 1 - 1 1 1 2 3 1.147 1.108 2256 |
7 | Ngadirgo 1.019 977 1.998 - - - 2 - 2 - 1 1 1 - 1 1.016 878 1.994
& |Bogaharo 943 940 1.883 - - - . 1 1 - - - 1 - 1 942 939 1.855
9 | Cokrokembang 1.597 1.548 3145 - 1 1 3 1 4 1 - 1 1 - 1 1504 1.548 3.142
10 |Boday 1.153 1.115 2268 - - - 1 1 2 2 1 3 1 3 4 1.153 1.112 2.265
1 | Tanjunglor 1.084 1.113 2197 - 1 - - - - 3 - 3 - 1 1 1.087 1113 2:200
12 | Nogosari 933 930 1.863 1 - 1 1 - 1 1 1 2 - - - §34 931 1.865
13 | Cangkning 468 493 961 - 1 1 - - - - 1 1 - - - 468 495 971
14 | Wonodadi Kulon 2148 2170 4318 - 1 1 1 3 4 1 1 2 2 2 4 2.148 2:167 4313
15 | Wonadadi Wetan 785 782 1577 - - - - - 2 2 4 - - - 797 784 1571
16 | Wonokarto 1624 1.625 3249 - - - 3 3 1 4 5 - 2 2 1.625 1624 3.249
17 | Wonosobo 898 926 1824 - 1 1 2 - 2 - 1 1 2 - 2 894 928 1.822
18 | Wonoasri 1.480 1.499 2979 1 - 1 1 - 1 3 1 4 1 - 1 1.482 1.500 2.982
UMLAH 24084 | 24031 48115 ‘ 7 14| 18| 15| 32]| 19| 16| 35| 12| 16| 28 24081 | 24023 48.073
Ngadirojo,09 Januari 2026
CAMAT NGADIROJO

Pembina TK |
NIP. 19720520 199203 1 010




ABUPATEN PACITAN
AN NGADIROJO

EP

AN NGADIROJO
:SEMBER 2025

DORANG ASING

NO. IS A Penduduk awal buian ini Lahir bufan ini Maii bulan ini Pendstang bulan ini Pindeh bulan ini Jumiah Akhir bulan ini

L P L+P L P L+P L | 20 Ll D L o P |L+P L P L+P

Sidomulyo - - - - s « - 5 =
Hadiwamo - - - - - - ; = g
Hadikuwih - - - - : - 5 = 2

Tanjungpuro - - VA, = - - -l - | - 4 :
Pagerejo - - - - - - -
Wiyoro : dm. 2 : : .ﬂ. : : :

Ngadirojo -
Bogoharjo - - - - - - 2 : :
Cokrokembang - - s 5 5 . : = =
70 |Bodag - - - = = : < E =
11 | Tanjunglor - - - - 2 - 3 - =
12 | Nogosari - - - - 2 : . . 2

13 | Cangkring 3 = y 2 3 2 2 . 5 D
14 | Wonodadi Kulan . - = 3 5 < - 5 R

15 | Wonodadi Wetan - - - . - > . - <
16 | Wonokarto - - - 5 = < = £ -
17 | Wonosobo -
18 | Wonoasn - -

QNG & DN

YMLAH - - - - = : = =

Ngadirojo,09 Januari 2026

CAMAT NGADIROJO

Pembina TK.!
Nip, 18720520 183203 1010



DATA KEPENDUDUKAN

KECAMATAN : NGADIROJO

KABUPATEN . PACITAN

PROPINSI . JAWA TIMUR

TRIWULAN LV LAMPIRAN |

TAHUN - 2025

JUMLAH PENDUDUK
NO. DESA VNI WNA WNI + WNA | KET.
L P E4RITE 1B tE*>P L+P
1 2 3 - 5 6 7 8 9 10
1 | Sidomulyo 2433 | 2425| 4.858 - - - 4.858
2 | Hadiwarno 1974 1983 | 3.957 - - - 3.957
3 | Hadiluwih 1.116 1.106 | 2.221 - - - 2.221
4 | Tanjungpuro 908 933 1.841 - - - 1.841
5 | Pagergjo 2397 | 2404 | 4.801 - - - 4.801
6 | Wiyoro 1.151 1.113 | 2.264 - - - 2.264
7 | Ngadirojo 1.019 977 | 1.996 - - - 1.996
8 | Bogoharjo 936 | 923 | 1.858 - - - 1.858
9 | Cokrokembang 1.597 1.555 | 3.152 - - - 3.152
10| Bodag 1.163 1.121 2.274 - - - 2274
11 | Tanjunglor 1.080 1116 | 2.195 - - - 2.195
12 | Nogosari 931 926 1.857 - - - 1.857
13 | Cangkring 468 493 961 - - - 961
14 | Wonodadi Kulon 2149 | 2171 | 4.320 - - - 4.320
15 | Wonodadi Wetan 798 784 | 1.582 - - - 1.582
16 | Wonokarto 1.626 1.653 | 3.279 - - - 3.279
17 | Wonosobo 898 926 | 1.824 - - - 1.824
18 | Wonoasri 1.480 1499 | 2.979 - - - 2.979
24113 | 24.106 | 48.219 - - - 48219

Ngadi;ojo. 09 Januan 2026

CAMAT NGADIROJO

Pembina Tingkat |
Nio. 18720520 198203 1 010




KECAMATAN NGADIROJO

KABUPATEN . PACITAN

PROPINSI o JAWA TIMUR

TRIWULAN IV

TAHUN 2025 LAMPIRAN : 1l

JUMLAH PENDUDUK YANG LAHIR
NO. DESA WNI WNA WNI + WNA KET.
P L+P P |L+P | L+P

1 2 4 5 7 8 9 10
1 Sidomulyo 7 14 - - 14
2 Hadiwamo 7 10 - - 10
3 | Hadiluwih 1 2 - - 2

74 Tanjungpuro - 3 - - 3
5 | Pagerejo 6 9 3 - 9
6 Wiyoro 1 3 - ” 3
7 | Ngadirojo 2 3 - - 3
8 | Bogoharjo 1 1 - - 1
9 Cokrokembang 4 ‘ 5 - - 5
10 | Bodag 2 3 - - 3
11 | Tanjunglor 1 3 - - 3
12 | Nogosari 2 3 - - 3
13 Cangkring - 1 - - 1
14 Wonodadi Kulon 1 3 - - 3
15 | Wonodadi Wetan 1 1 5 = 3
16 | Wonokarto 3 8 - - 8
17 | Wonosobo - 1 - - 1
18 | Wonoasri 2 3 - - 3

JUMLAH 41 67 - - 67

Ngadirojo, 09 Januarn 2026

CAMAT NGADIROJO

Pembina Tingkat |
Nip. 19720520 199203 1 010

M




DATA KEPENDUDUKAN

KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN : WV LAMPIRAN - Il
TAHUN . 2025
JUMLAH PENDUDUK YANG MENINGGAL
NO. DESA WNI WNA WNI + WNA KET.
il L+P P |L+P L+P
1 2 4 5 7 8 9 10
1 Sidomulyo 2 6 - - - 6_
2 | Hadiwarno 3 11 - - - i1
3 | Hadiluwih 2 3 - - - 3
: 4 | Tanjungpuro 3 5 - - - 5
5 | Pagerejo 11 14 ¢ = 1 14
6 | Wiyoro 1 3 : - Z 3
7 | Ngadirojo 1 4 : . 4 4
8 | Bogoharo 3 6 - - - 6|
9 | Cokrokembang B 8 - - - 8
10 | Bodag 7 : 9 - - - 9
11 | Tanjunglor = - - . < =
12 | Nogosari 1 3 - - - 7 3
13 | Cangkring 1 3 - - - 3
14 | Wonodadi Kulon < 8 - - - 8
15 | Wonodadi Wetan 1 5 - - - 5
16 | Wonokarto 5 3 - - - 8
_1_7 Wonosobo 3 I 11 - - - 1"
18 | Wonoasri 1 5 - - - 5
JUMLAH 57 123 - - - 123
Ngadirojo, 09 Januari 2026
CAMAT NGADI

Nip. 19720520 199203 1 010




DATA KEPENDUDUKAN

KECAMATAN NGADIRQOJO

KABUPATEN : PACITAN

PROPINSI 1 JAWA TIMUR

TRIWULAN il )

TAHUN 1 2025 LAMPIRAN : VI

JUMLAH KEPALA KELUARGA
NO. DESA WNI WNA WNI + WNA KET.
L P L+P L P |L+P L+P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Sidomulyo 1.329 14:} 1472 - 2 I 1472
2 Hadiwarno 1.095 234 1.329 - - - 1.329
%) Hadiluwih 570 99 669 - - - 669
4 Tanjungpuro 516 119 635 - - - 635
5 | Pagergjo 1415 247 1.662 - - - 1.662
6 Wiyoro 644 166 810 - - = 810
7 7Ngadirojo 549 153 702 - - - 702
8 Bogoharjo 516 124 840 - - - 640
9 Cokrokembang 999 140 1.139 - - - 1139
_10 Boda'g 686 134 830 - - - 830

i 11 Tanjunglor 671 82 753 - - - 753
12 No_gosan‘ 555 60 615 - - - 615
13 | Cangkring 288 75 361 - - - 361
14 | Wonodadi Kulon 1.051 114 1.165 - - - 1.165

715 I quqdadi Wetan 485 76 541 - - - 541
16 Wonokano_ 1.025 108 1.133 - - - 1.138
17 | Wonosobo 587 35 622 - - - 622
18 | Wonoasri 949 38 987 - - - 987

13.918 2.147 16.085 - - - 16.065

" Ngadirojo, 09 Januari 2026

CAMAT NGADIROJO
Pt Sl
” P
L«-’

—

et ——

__NANANG HARDWIJONO.S Sos.M.Si

Pembina Tingkat |
Nip. 19720520 199203 1 010




DATA KEPENDUDUKAN

KECAMATAN . NGADIROJO

KABUPATEN : PACITAN

PROPINS! ¢ JAWA TIMUR

TRIWULAN '/

TAHUN : 2025 LAMPIRAN : VI

JUMLAH PENDUDUK YANG WAJIB MEMILIKI KTP
NO. DESA WNI WNA WNI + WNA | KET.
L P L L [l W e L+P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 | Sidomulyo 1.811 1889 3.700 - - - 3.700
2 | Hadiwarno 1.487 1.689 3.086 - - - 3.086
3 | Hadiluwih 763 757 1.520 - - - 1.520
4 Tanjungpuro 763 786 1.549 - - - 1.548
5 | Pagerejo 1.839 1.875 3.714 - - - 3714
6 | Wiyoro 893 932 1.825 - - - 1.825
7 | Ngadirojo » 856 853 1.709 - - - 1.709
8 | Bogoharjo 727 737 1464 - - - 1.464
9 | Cokrokembang 1.393 1.432 2.825 - - - 2.825
10 | Bodag 113 152 265 - - - 265
11 | Tanjunglor 829 891 1.720 - - - 1,720
12 | Nogosari 745 760 1.505 - - - 1.505
13 | Cangkring 370 432 802 - - - 802

14 | Wonodadi Kulon 7 1.931 1.852 3.783 - - - 3.783
15 | Wonodadi wetan 721 748 1.469 - - - 1.469
16 | Wonokarto g 1.321 1.366 2.687 - - - 2.687
17 | Wonosobo 852 844 1.696 - - - 1.698
18 | Wonoasri 1.109 1.117 2226 . 2.226

Ngadirojo, 09 Januari 2026

" CAMAT NGADIRQJO

e
—
e S 55
2 NANANG HA NO.S.S0s M.Si
Pembina Tingkat |

Nip. 19720520 199203 1 010




DATA KEPENDUDUKAN

KECAMATAN - NGADIROJO
KABUPATEN : PACITAN
PROPINSI © JAWA TIMUR
TRIWULAN Y/
TAHUN . 2025 LAMPIRAN : VHI
JUMLAH PENDUDUK YANG TELAH MEMILIKI KTP
NO. DESA WNI WNA WNI + WNA
L P L+P L P IL+P L+P
1 2 3 4 5 6 7 8 B
1 | Sidomuiyo 1790 | 1815 3.605 - - - 3.605
2 | Hadiwamo 1.477 1.591 3.068 - - - 3.068
3 | Hadiluwih 761 756 1.517 - - - 1.617
k4 Tanjungpuro 758 785 1.543 - - - 1.543
5 ‘ Pagergjo 1.839 1.8757 3.714 - - - 3714
6 Wiyoro 876 918 1.794 =1 - - 1794
7 | Ngadirojo 727 737 | 1464 - - - 1.464
8 | Bogoharjo 727 737 1464 | - - - 1.464
9 | Cokrokembang 1.393 1432 2825 - - - 2.825
10 Bo dag 941 1.068 ' 2009 - - - 2.009
+ Tanjunglor 7 828 880 88 - - - 88
12 | Nogosari 716 735 1.451 - - - 1.451
13 | Cangkring 358 429 787 A - - - 787
* | Wonodadi Kulon 1.916 1.851 3767 - - - 3.767
15 | Wonodadi Wetan 697 754 - - - #VALUE!
16 | Wonokarto 1.321 1.366 2.687 - - - | 2.687
I | Wonosobo 850 844 1.694 - - - 1.694
Wonoasri 1.114 1.123 2.237 - - - 2.237
JUMLAH 19.089 19.696 38.785 - - - 38.785
Naadirojo, 09 Januari 2026
FAI_\AAT NG;AKZJO

G HARDWI $
Pembina Tingkat |
Nin 19720820 160902 1 n4n




LAPORAN
FASILITASI

PEMBINAAN
LINMAS

TAHUN 2025

Q)

KECAMATAN NGADIROJO

KABUPATEN PACITAN

W

ngadirojo.pacitankab.go.id




KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, penulisan
Laporan Fasilitasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di Kecamatan
Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik.
Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut untuk mengukur keberhasilan dari

penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan.

Penyusunan Laporan Fasilitasi Pembinaan Perlindungan Masyarakat
(LINMAS) ini bertujuan untuk memenuhi pengukuran keberhasilan dari Koordinasi
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan di Desa. Laporan ini memberikan gambaran tentang Peningkatan

Kapasitas Satlinmas pada setiap Desa.

Data yang digunakan bersumber dari Dokumen Desa yang dilaporkan ke
Kantor Kecamatan Ngadirojo, kemudian di rekap menjadi Laporan Fasilitasi
Pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kecamatan Ngadirojo. Kami ingin
menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
berbagai pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Fasilitasi
Pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kecamatan Ngadirojo Periode Bulan
Desember Tahun 2025.



BAB |
PENDAHULUAN

A. PENDAHULUAN

Kecamatan Ngadirojo merupakan salah satu dari 12 kecamatan yang
berada di wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa
Timur. Sebagai perangkat daerah di tingkat kecamatan, Kecamatan Ngadirojo
memiliki tugas utama melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah
kabupaten dalam hal pelayanan publik, pemerintahan umum, serta
pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya. Kantor Kecamatan Ngadirojo
bertempat di JI. Raya Ngadirojo No. 50 Kabupaten Pacitan Provinsi jawa
Timur. Kecamatan Ngadirojo merupakan salah satu dari 12 Kecamatan di
Kabupaten Pacitan. Kecamatan Ngadirojo terletak kurang lebih 40km (empat
puluh kilometer) sebelah timur dari pusat pemerintahan Kabupaten Pacitan.
Secara geografis Kecamatan Ngadirojo berada di wilayah pegunungan dan
perbukitan, dengan ketinggian 300 sampai dengan 700 meter diatas
permukaan air laut, dengan suhu 20 sampai dengan 28 derajat 2elsius.
Kecamatan Ngadirojo berbatasan langsung dengan :

Sebelah Utara : Kecamatan Ngadirojo

Sebelah Selatan : Pantai Selatan dan Samudera Hindia
Sebelah Timur : Kecamatan Sudimoro

Sebelah Barat : Kecamatan Kebonagung

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik serta
menjamin akuntabilitas dan transparansi Instansi Pemerintah, setiap kegiatan
dan hasil akhir harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Salah satu upaya strategis untuk mencapai hal tersebut adalah melalui
penyediaan data dan informasi yang termuat dalam Laporan Fasilitasi
Pembinaan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) Kecamatan Ngadirojo Tahun
2025.

Laporan ini disusun sebagai tindak lanjut untuk mengukur keberhasilan
penyelenggaraan fungsi Perlindungan Masyarakat di tingkat kecamatan dan

desa, yang merupakan salah satu tugas pokok dalam menjaga keamanan,



ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat, serta sebagai upaya
pertahanan negara.

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan
adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan
akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan
kepemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat

sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah.

B. VISI MISI
Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah

Kabupaten Pacitan yaitu: "Pacitan semakin Sejahatera Bahagia". Sedangkan
Visi Kecamatan Ngadirojo adalah " Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik". Untuk
menunjang keberhasilan visi tersebut, maka Kecamatan Ngadirojo memiliki
misi:

. Meningkatan kualitas pelayanan publik,

. Meningkatkan partisipasi masyarakat,

. Menciptaan pemerintahan desa yang maju,

A W N -

. Meningkatan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang
ada,

5. Meningkatkan sumber daya masyarakat.

C. MAKLUMAT PELAYANAN, VISI MISI & MOTO PELAYANAN KECAMATAN
NGADIROJO
Dalam menjalankan tugasnya, Kecamatan Ngadirojo senantiasa
berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, yang diwujudkan
melalui maklumat, visi misi Pelayanan serta motto. Pernyataannya dituangkan

dalam gambar berikut ini :



DEMERINTAH FABUPATEN PACITAN

FANTOR FECAMATAN NGADIROJC
Jalan Rzya Ngadirojetomor 50 Telp. (U357) 441149
NEADIROJO

MAKLUMAT PELAYANAN
1. FAMEEEE JAN I EAN SANGEUR INTUE MELAESANATAN FELYANAN STSUAY DENCAN STANDAL

TELAYANAN
2. EAMEEEEJANIE

AN ANCCLTD ENTUER MEMEPEEIFAN PELAYANAN SESUALDENCAN TEWANEAN

DAN ATAN MELATET AN PELUAITAN SECATA TEEUS MENEELS

LEAMITTESELIA INTLE MENTLIMA SANESLEAN/ATAL MEMETEAEAN FOMPENSAST ATARILA
PLLAYANAN YANC DIUTEINAN FICAL SESUALSTANDAL g




SELAMAT DATANG

DI EFCAMATAN NCADIEROJO
KAMI SIAD MELAYANI ANDA

VIS PELAYANAN :

TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG PRIMA

MISI DELAYANAN 3

1. MENINGKATKAN MUTU KUALITAS PELAYANAN DENGAN
MUDAH DAN CEPAT

2. MENINGKATKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

3. MENINGKATKAN KUALITAS SDM YANG SIAP MELAYANI

4. MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF, EFISIEN
DAN TRANSPARAN

PELAYANAN AFAN LFDIF CEPATY
Il A DATA LENCEKFAP DAN BENAR

DA X ..
)




Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan memiliki komitmen untuk terus
meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengadaptasi motto tersebut
yang menjadi dasar dalam setiap proses pelayanan dan pengelolaan
administrasi pemerintahan. Motto tersebut mencerminkan pentingnya
keakuratan dan kelengkapan data sebagai kunci percepatan pelayanan
kepada masyarakat. Selaras dengan kegiatan aktualisasi yang dilakukan oleh
penulis yakni berfokus pada pengembangan sistem pengarsipan digital yang
bertujuan untuk memastikan ketersediaan data yang lengkap, akurat, dan
mudah diakses dalam mendukung proses pelayanan dan pelaporan. Motto ini
menjadi semangat utama dalam pengembangan sistem administrasi yang lebih
efektif, efisien, dan akuntabel, termasuk melalui inovasi digitalisasi dalam

pengelolaan dokumen dan informasi.

. RUANG LINGKUP TUGAS
Kecamatan memiliki tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan
pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa
dan/atau kelurahan. Selain itu, kecamatan memiliki tugas lain berdasarkan
pelimpahan kewenangan dari Bupati. Sedangkan fungsi kecamatan adalah :
a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum.
d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati.
e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum.
f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa
dan/atau Kelurahan.
h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah

yang ada di Kecamatan.



Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.
Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh

Bupati.



BAB Il
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS LINMAS
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN 2025

A. DASAR KEGIATAN

Dasar kegiatan ini adalah melaksanakan Permendagri No 26
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Linmas),
dalam menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang
Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta
Perlindungan Masyarakat. Dari Dasar ini, kegiatan Peningkatan Kapasitas
Satlinmas perlu dilaksanakan pada setiap desa.

Tugas pokok Linmas adalah untuk melindungi masyarakat dari
gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta membantu penanganan
bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu
memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat,
membantu kegiatan sosial kemasyarakatan. membantu memelihara
ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan

kepala daerah dan pemilihan umum, membantu upaya pertahanan Negara.

B. PENGERTIAN PENINGKATAN KAPASITAS LINMAS
Peningkatan Kapasitas Linmas atau lebih tepatnya Peningkatan
Kapasitas Anggota Satlinmas adalah peningkatan kemampuan dan
keterampilan anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya
melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, dan perilaku serta

kemampuan anggota Satlinmas.

C. TUJUAN PENINGKATAN KAPASITAS LINMAS
Peningkatan Kapasitas Linmas memiliki dua tujuan utama :
1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap, dan
perilaku anggota Satlinmas.
2. Meningkatkan kemampuan anggota Satlinmas dalam melaksanakan
tugas, meliputi:

a. Membantu dalam penanggulangan bencana.



b. Menjaga keamanan, ketenteraman, ketertiban, dan
keamanan (Kamtibmas).
c. Membantu dalam penyelenggaraan pemilu pemilukada.

d. Membantu upaya pertahanan Negara.

Adapun unsur-unsur yang dan berwenang
menyampaikan/membawakan  materi peningkatan kapasitas Linmas adalah
pejabat struktural atau fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah serta
Instansi terkait yang memiliki latar belakang, pekerjaan, pengetahuan,
dan keterampilan yang sesuai dengan materi Peningkatan Kapasitas
Linmas. Melalui kegiatan pembinaan peningkatan kapasitas Linmas ini para
anggota sebagai peserta akan dibimbing melalui materi peningkatan
kapasitas linmas  oleh pemateri yang memiliki keahlian
dibidangnya.Berikut kegiatan-kegiatan yang biasanya dilakukan untuk
Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas/Linmas) dalam rangka

pembinaan, peningkatan kapasitas, dan pelaksanaan tugas di lapangan :

1. Bidang Perlindungan Masyarakat
Kegiatan yang terkait tugas Linmas dalam menjaga keamanan dan
ketertiban masyarakat.
a. Patroli lingkungan
b. Pengamanan kegiatan masyarakat (hajatan, event desa/kelurahan,
upacara, dll.)
c. Pengamanan TPS saat Pemilu/Pilkada
d. Mediasi awal terhadap gangguan ketertiban masyarakat
e. Pelaporan kejadian kepada aparat terkait (desa, kecamatan, Polsek,
Koramil)

f. Sosialisasi kamtibmas kepada warga



BAB Il
KESIMPULAN

Laporan Fasilitasi Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS)
Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun agar dapat
memberikan informasi kepada semua pihak instansi pemerintah tentang fasilitas
Satuan Pembinaan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang ada di Kecamatan
Ngadirojo. Laporan ini menyajikan data SATLINMAS se-Kecamatan Ngadirojo yang
berjumlah 18

Desa.
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KABUPATEN PACITAN

W




KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, penulisan
Laporan Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaandi Kecamatan Ngadirojo
Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat kami selesaikan dengan baik. Laporan ini
disusun sebagai tindak lanjut untuk mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan

pemerintahan di kecamatan.

Penyusunan Laporan Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaanini bertujuan
untuk Menghimpun dan memperbarui data kejadian bencana secara akurat dan sistematis.
Mengetahui tingkat risiko dan kerawanan bencana di wilayah tertentu sebagai dasar
mitigasi. Mendukung perencanaan penanggulangan bencana, baik tahap
pencegahan, tanggap darurat, maupun pemulihan. Mempercepat proses pelaporan
dan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten/provinsi. Menjadi dasar
pengambilan kebijakan dan penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Meningkatkan
kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana.
Dengan adanya laporan tersebut, penanganan kebencanaan dapat dilakukan secara

lebih terarah, cepat, dan efektif.

Data yang digunakan bersumber dari Dokumen Desa yang dilaporkan ke
Kantor Kecamatan Ngadirojo, kemudian di rekap menjadi Laporan Fasilitasi
Pemenuhan Data Kebencanaan Kecamatan Ngadirojo. Kami ingin menyampaikan
terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang
telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Fasilitasi Pemenuhan Data

KebencanaanKecamatan Ngadirojo Periode Bulan Desember Tahun 2025.



BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kondisi cuaca yang tidak menentu belakangan ini menjadi salah satu
factor utama yang memicu terjadinya bencana alam secara tibatiba.
Perubahan iklim yang semakin ekstrem dan sulit diprediksi menyebabkan
banyak daerah, Termasuk Kecamatan Ngadirojo menghadapi ancaman
bencana yang datang tanpa peringatan. Cuaca yang berubah-ubah, seperti
hujan lebat disertai angin kencang, banjir bandang, tanah longsor, hingga
kekeringan Panjang, dapat terjadi dalam waktu singkat dan dengan intensitas
yang tinggi. Fenomena cuaca ekstrim ini dipengaruhi oleh berbagai factor,
mulai dari pemanasan global, deforestasi, hingga polusi udara yang
mengubah pola iklim global. Akibatnya, daerah-daerah yang sebelumnya
relatif aman dari bencana kini menjadi rawan.

Misalnya, curah hujan yang sangat tinggi dalam waktu singkat dapat
memicu banijir dan longsor di daerah pegunungan. Sementara itu, musim
kemarau yang panjang menyebabkan kekeringan parah, mengancam
ketahanan pangan dan kebutuhan air bersih. Bencana yang datang secara
mendadak ini tentu menambah kesulitan bagi masyarakat yang sering kali
tidak siap menghadapi dampaknya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah
dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap bencana.
Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya
akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan
penyelenggaraan kepemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah.
Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan
Laporan Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan Kecamatan Ngadirojo
Tahun 2025. Sebagai bahan dasar dalam membuat Laporan Fasilitasi
Pemenuhan Data Kebencanaan diperlukan data dan informasi kebencanaan

yang selalu disusun dalam bentuk laporan yang merekam waktu, lokasi,



tempat, dan dampak secara keseluruhan, sehingga dapat diketahui
kecenderungan kejadian bencana, volume kejadian, eskalasi atau penurunan
dan analisa-analisa lanjutannya. Data dan informasi Kebencanaan ini juga
dapat dipergunakan di berbagai sektor, pengamatan dampak dan kaitanyya
dengan iklim dan cuaca, pengembangan pertanian dan tentu saja

pembangunan infrastruktur.

B. TUJUAN

D.

Tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini adalah :

a. Terbentuknya kesepahaman bersama tentang Dokumen Data dan Informasi
Kebencanaan

b. Disepakatinya format data dan sistematika dokumen Data dan Infromasi
Kebencanaan yang seragam sebagai produk tahunan Kecamatan Ngadirojo
dan Desa-desa Se-Kecamatan Ngadirojo

c. Adanya standarisasi kemampuan individu pengelola dan pengolah data dan
informasi kebencanaan di Kecamatan Ngadirojo

d. Terlaksananya kegiatan Pengumpulan, Pengelolaa dan Analisa Data dan
Informasi Kebencanaan Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025.

e. Tersedianya data dan Informasi Kebencanaan

SASARAN
Sasaran kegiatan ini adalah aparatur pemerintahan Kecamatan Ngadirojo
dan Desa Se-Kecamatan Ngadirojo sebagai pengelola dan pengolah data dan

Informasi Kebencanaan di Kecamatan Ngadirojo.

VISI MISI

Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah
Kabupaten Pacitan yaitu: "Pacitan semakin Sejahatera Bahagia". Sedangkan
Visi Kecamatan Ngadirojo adalah " Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik". Untuk
menunjang keberhasilan visi tersebut, maka Kecamatan Ngadirojo memiliki
misi:

1. Meningkatan kualitas pelayanan publik,

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat,

3. Menciptaan pemerintahan desa yang maju,



4. Meningkatan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang

ada,

5. Meningkatkan sumber daya masyarakat.

E. RUANG LINGKUP TUGAS

Kecamatan memiliki tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa

dan/atau kelurahan. Selain itu, kecamatan memiliki tugas lain berdasarkan

pelimpahan kewenangan dari Bupati. Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

a.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.
Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban

umum.

. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati.

Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum.

Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang

dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.

. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa

dan/atau Kelurahan.

. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan

Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan.

Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh

Bupati.

F. DASAR HUKUM
1. Undang - Undang No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana

2. Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan

Penanggulangan Bencana



3. Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan
Pengelolaan Bantuan Bencana

4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 11 Tahun
2024 Tentang Peran serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana



BAB Il
PEMENUHAN DATA KEBENCANAAN
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN 2025

A. PENYUSUNAN LAPORAN PEMENUHAN DATA KEBENCANAAN
KECAMATAN NGADIROJO
Dalam rangka mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan di Desa maka Pemerintah Kecamatan Ngadirojo menyusun
Laporan Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanan dalam satu tahun.
Laporan Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanan ini merupakan tolak ukur
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintah khususnya pemberian bantuan
berupa uang/barang dari pemerintah kepada individu tau keluarga. Dalam
penyusunan Laporan Pemenuhan Data Kebencanaan ini melibatkan
beberapa pihak yang terkait langsung dengan proses penyelenggaraan
pemerintahan di Desa. Keterlibatan ini sangat diperlukan untuk menjamin
bahwa proses yang dilalui dalam penyusunan Pemenuhan Data
Kebencanaan sesuai dengan ketentuan dokumen yang dibutuhkan. Pihak-
pihak yang terlibat antara lain:

1. Sekretaris Kecamatan Ngadirojo

2. Kasi Sosial, Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Ngadirojo

3. Kepala Desa Se-Kecamatan Ngadirojo

4. Penduduk wilayah Kecamatan Ngadirojo

B. FASILITASI PEMENUHAN DATA KEBENCANAAN
Kegiatan penyusunan Laporan Pemenuhan data kebencanaan
Kecamatan Ngadirojo dilakukan Mulai Bulan Januari Tahun 2025 sampai
dengan Bulan Desember Tahun 2025 dengan terkumpulnya data dan
informasi Bencana dari Desa Se-Kecamatan Ngadirojo yang berjumlah 18
Desa dengan Metode;
1. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan langsung Ke Kecamatan

Ngadirojo



2. Pengumpulan data dan informasi dari Desa Se-Kecamatan Ngadirojo
melalui laporan resmi terkompilasi.
Jenis fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan yang kami lakukan untuk
18 Desa yaitu di antaranya dalam bentuk pengiriman data yang berupa
Laporan kejadian bencana alam dari Desa.Laporan tersebut berisikan
tentang:
1. Lokasi Kejadian
Lokasi diartikan sebagai posisi atau tempat dimana suatu objek atau
kejadian saat bencana alam berada.
2. Jenis Bencana
Jenis bencana alam yang sering terjadi di Kecamatan Ngadirojo yaitu;
a. Tanah Longsor
Tanah Longsor terjadi dengan sangat cepat dan bisa terjadi kapan
saja. Saat musim hujan tiba, semakin meningkat Ketika hujan deras
berlangsung dalam waktu yang lama. Situasi ini dapat menyebabkan
tanah tererosi dengan cepat, dan berpotensi menyebabkan bencana
longsor. Beberapa factor yang memicu terjadinya tanah longsor yakni
kombinasi dari lereng yang curam, curah hujan yang tinggi, erosi
tanah yang parah, getaran, berkurangnya vegetasi, serta rendahnya
kepadatan dan ketebalan tanah. Tanah Longsor terjadi begitu cepat
sehingga waktu untuk melakukan evakuasi sangat terbatas. Semua
hal yang berada di area longsoran dapat tertutup oleh material
longsor yang jatuh.
b. Kekeringan
Dalam beberapa bulan lalu kekeringan telah melanda beberapa di
Khususnya di wilayah Kecamatan Ngadirojo, dampaknya sangat
serius beberapa petani menghadapi risiko gagal panen. Kekeringan
adalah situasi di mana pasokan air dari sumber hujan menjadi langka
selama periode tertentu. Hal ini mengakibatkan kekurangan air yang
mempengaruhi berbagai kegiatan, lingkungan, atau masyarakat.
Kekeringan merupakan bentuk bencana alam yang terjadi secara
perlahan, berlangsung dalam jangka waktu yang lama hingga musim

hujan kembali datang. Dampaknya sangat merata dan meluas, serta



berpengaruh pada berbagai sektor seperti sosial, ekonomi, dan
kesehatan.

c. Kebakaran Rumah
Kebakaran Rumah sering terjadi di karenakan ada beberapa factor
yang menjadi penyebab kebakaran yaitu, kebocoran tabung gas LPJ,
kebakaran dikarenakan lupa mematikan api bekas masak di dapur
saat rumah akan di tinggalkan. Dan bahan yang digunakan buat
rumah mayoritas berbahan kayu sehingga api cepat merambat ke
seluruh rumah.

d. Angin Kencang / Angin Puting Beliung
Angin Puting beliung umumnya terjadi pada musim pancaroba.
Istilah "puting beliung" memiliki variasi nama di berbagai daerah.
Bencana puting beliung merupakan fenomena yang sulit diprediksi
kapan akan terjadi. Peningkatan intensitas fenomena
hidrometeorologis pada musim pancaroba menjadi penyebab utama
timbulnya angin puting beliung. Angin ini merupakan hasil dari proses
pertumbuhan awan cumulonimbus yang terjadi akibat pemanasan
yang intensif.

e. Pohon Tumbang
Saat hujan lebat disertai angin kencang, terkadang sering terjadi
pohon tumbang. Masyarakat sering menyebut bahwa pohon
tumbang itu sebagai bencana alam.

f. Jalan Amblas
Cuaca ekstrem yang melanda wilayah Kecamatan Ngadirojo
Kabupaten Pacitan mengakibatkan kerusakan parah. Sejumlah jalan
amblas dan beberapa rumah warga juga mengalami kerusakan
parah akibat pergerakan tanah yang terjadi akibat hujan deras yang
terus mengguyur wilayah Kecamatan Ngadirojo.

3. Tanggal dan Waktu Kejadian

Peristiwa bencana yang terjadi dan dicatat berdasarkan tanggal

kejadian, lokasi, jenis bencana, korban dan/ataupun kerusakan. Jika

terjadi bencana pada tanggal yang sama dan melanda lebih dari satu

wilayah, maka dihitung sebagai satu kejadian.



4. Nama Kepala Keluarga, Usia dan Jumlah Jiwa yang berada dalam
Kartu Keluarga
Nama Kepala Keluarga, Usia dan Jumlah Jiwa yang berada dalam Kartu
Keluarga wajib di cantumkan di dalam laporan agar memudahkan saat
pengecekan data.
5. Kerusakan Akibat Bencana
Kerusakan akibat bencana alam ada 3 tingkatan yaitu :
a. Kerusakan Ringan
Kerusakan Ringan, yaitu kerusakan yang terjadi pada komponen
non-struktural, seperti penutup atap, langit-langit, penutup lantai dan
dinding pengisi.
b. Kerusakan Sedang
Kerusakan Sedang, yaitu kerusakan pada Sebagian komponen non-
struktural, dan atau komponen structural seperti struktur atap, lantai
dan lain sebagainya.
c. Kerusakan Berat
Kerusakan Berat, yaitu kerusakan pada Sebagian besar komponen
bangunan, baik structural maupun non-struktural yang apabila
setelah diperbaiki masih dapat berfungsi dengan baik sebagaimana
mestinya.
6. Kerusakan (%)
Penentuan tingkat kerusakan bangunan gedung didasarkan pada
ukuran kuantitatif besarnya kerusakan yang terjadi pada masing-masing
komponen (aspek struktur, arsitektur, utilitas, dan finishing), yang
dibedakan menjadi:
a. Tingkat kerusakan 0 - 30% dikategorikan sebagai Rusak Ringan;
b. Tingkat kerusakan 31% - 45% dikategorikan sebagai Rusak Sedang;
c. Tingkat kerusakan 46% - 70% dikategorikan sebagai Rusak Berat;
d. Tingkat kerusakan 71% - 100% dikategorikan sebagai Rusak Total.

7. Jenis Bangunan
Jenis bangunan yang di huni warga tersebut, misalnya bangunan

dinding Tembok dan dinding bambu/kayu.



8. Jumlah Kerugian
Potensi kerugian akibat bencana merupakan suatu perkiraan kerugian
yang mungkin terjadi akibat bencana. Potensi kerugian ini dapat dihitung
sebelum bencana terjadi, sehingga dapat digunakan sebagai dasar
untuk merencanakan tindakan mitigasi dan persiapan menghadapi
bencana. Beberapa faktor yang mempengaruhi potensi kerugian akibat
bencana antara lain jenis bencana, lokasi bencana, keadaan bangunan,
keadaan lingkungan, dan kesiapsiagaan masyarakat. Ada beberapa
cara untuk menghitung potensi kerugian akibat bencana, antara lain
metode statistik, metode survei, dan metode pemodelan. Kerugian
akibat bencana dapat berupa kerugian material dan non-material, yang
harus dihitung secara terpisah. Dengan mengetahui potensi kerugian
akibat bencana, kita dapat merencanakan tindakan mitigasi dan
persiapan yang tepat untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh

bencana.

9. Foto Kejadian
Foto Kejadian/Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu
dan di ambil saat kejadian terjadi. Laporan Fasilitasi Pemenuhan Data
Kebencanaan tersebut mencakup 18 Desa yang ada di kecamatan
Ngadirojo, Desa tersebut antara lain ;

. Sidomulyo

. Hadiwarno

. Hadiluwih

. Tanjungpuro

. Pagerejo

. Wiyoro

. Ngadirojo

o N O o0 B~ W N -

. Bogoharjo

9. Cokrokembang
10. Bodag

11. Tanjunglor

12. Nogosari

13. Cangkring

10



14. Wonodadi Kulon

15. Wonodadi Wetan

16. Wonokarto

17. Wonosobo

18. Wonoasri

Fasilitasi Pemenuhan data kebencanaan Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan di Desa meliputi Laporan Kejadian Bencana Kemudian
data tersebut kami tindak lanjuti dan dijadikan satu dokumen Laporan

Fasilitasi Pemenuhan data kebencanaan Kecamatan Ngadirojo.
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BAB Il
KESIMPULAN

Laporan Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan di setiap Desa sangat
penting dalam penyusunan kebijakan khususnya kebijakan mitigasi dan pengurangan
risiko bencana pencegahan dan kesiapsiagaan baik tingkat Desa maupun tingkat

Kecamatan.
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BAB IV
LAMPIRAN

DATA KEJADIAN BENCANA
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2026

NGADROIO AUMAM | TERDAMPAX BERAT
'-n !-mm !uuoa NOADIROIO| muMAH | TERDAMPAX | BERAT
Ol.m RT 01 RWD1 [KRAAN IWONOKARTO NGADIROJO | TANAM LONGSOR 25 Fotruan 2020 RUMAM TERDAMPAX BERAT 35000 000
« |sukaT RY 03 AW |KASRI NGADIROJO| TANAHLONGSOR | 25Febnamn2025 | RUMAN | TERDAMPAX | RevGAN 16.:000 060
s mmmrmo WONOS0BOC NGADIROJO| TANANLONGSOR | 25Febnuai2025 | RUMAM | TERDAMPAX | Revcan 15.000000
& | KATIMAN nnmal;uww'ml | PAGERESO NGADIROJO | TAMAH LONGSOR 10 November 2028 | RUMAH TERDAMPAS FNGAN $ 000 000
7 [vuoono m.umFxmm PAGEREID NGADIROJO | TANAHLONGSOR | 10 Moverder 2025 | RUMAM | TERDAMPAX | RANGAN £000.000
» [wasro RT 04 AW Q7 PAGEREIO NGADIROUO| TANAH LONGSOR | 10 Mowember 2035 | RUMAM | TERDAMPAK | RNGAN £.000000
o |aanen RY 0eRW 11 WONCDAD KULON | NGADIROUO|  TANAHLONGSOR | 27 Movember 2025 | RUMAN | TERDAMPAK | RGAN 5000000
njmo mummw WONOSOSO NGADIROIO|  TANAHLONGSOR | 08 Desamter 2025 | RUMAM | TEMDAMPAK | RvGAN 8000000
1 RIYADS RT 02 W 08 [NGGALIM WONOSOR0 NGADIROJO|  TANAH LONGSOR | 08 Desember 2005 | RUMAM |  TERDAMPAK | RINGAN 7500000
12 KATWANTO mnm-i&um |rAnsuNGLOR NGADIROIC| TANAWLONGSOR | 0o Movember 2025 | RUMAM | TERDAMPAK | RINGAN 5000000
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya,
penulisan Laporan Fasilitasi Data Penerima Bantuan Sosial Kecamatan Ngadirojo
Kabupaten Pacitan Tahun 2025 dapat kami susun sebagai tindak lanjut dalam

mengukur keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

Penyusunan Laporan Fasilitasi Data Penerima Bantuan Sosial ini bertujuan
untuk memenuhi pengukuran keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan
Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di
Desa. Laporan ini memberikan gambaran tentang Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Data yang digunakan bersumber dari Dokumen Desa yang dilaporkan ke
Kantor Kecamatan Ngadirojo kemudian di rekap sebagai Data Penerima Bantuan
Langsung Tunai Kecamatan Ngadirojo. Kami sampaikan terima kasih kepada semua
desa yang telah menyampaikan data sehingga bisa tersusun Laporan Fasilitasi Data

Penerima Bantuan Sosial Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025.
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PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan
adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi pemerintah dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan
akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan
kepemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media
untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan Laporan Fasilitasi
Data penerima Bantuan Sosial Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025. Bantuan
Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan

terjadinya risiko sosial.

B. VISI MISI
Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah

Kabupaten Pacitan yaitu: "Pacitan semakin Sejahatera Bahagia". Sedangkan
Visi Kecamatan Ngadirojo adalah " Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik". Untuk
menunjang keberhasilan visi tersebut, maka Kecamatan Ngadirojo memiliki
misi:

. Meningkatan kualitas pelayanan publik,

. Meningkatkan partisipasi masyarakat,

. Menciptaan pemerintahan desa yang maju,
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. Meningkatan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang
ada,

5. Meningkatkan sumber daya masyarakat.

C. RUANG LINGKUP TUGAS
Kecamatan memiliki tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa



dan/atau kelurahan. Selain itu, kecamatan memiliki tugas lain berdasarkan
pelimpahan kewenangan dari Bupati. Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum.

d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati.

e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum.

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa
dan/atau Kelurahan.

h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan.

i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

j- Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh

Bupati.

D. DASAR HUKUM
Dalam penggunaan Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk bantuan
langsung tunai Dana Desa dalam mendukung percepatan penghapusan
kemiskinan, berdasarkan pada aturan perundangan sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
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Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2025;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan
Dana Desa 2025;

8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.



BAB Il
DATA BANTUAN SOSIAL
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

A. PENYUSUNAN LAPORAN FASILITASI DATA PENERIMA BANTUAN

SOSIAL
Dalam rangka mengukur keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan

Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan
Pemerintahan di Desa maka Pemerintah Kecamatan wajib menyusun
Laporan Fasilitasi Desa dalam satu tahun. Laporan Fasilitasi Data
Penerima Bantuan Sosial ini merupakan alat ukur yang digunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
pemerintahan khususnya pemberian bantuan berupa uang/barang dari
pemerintah kepada individu atau keluarga. Dalam penyusunan Laporan
Data Penerima Bantuan Sosial ini dibutuhkan beberapa pihak yang terkait
langsung dengan proses penyelenggaraan pemerintahan di Desa.
Keterlibatan ini sangat diperlukan untuk menjamin bahwa proses yang
dilalui dalam penyusunan Data Penerima Bantuan Sosial Desa sesuai
dengan ketentuan dokumen yang dibutuhkan.. Pihak-pihak yang terlibat
antara lain:
1. Sekretaris Kecamatan Ngadirojo
2. Kasi Sosial, Ketenteraman dan Ketertiban Kecamatan Ngadirojo
3. Kepala Desa Se-Kecamatan Ngadirojo

4. Penduduk wilayah Kecamatan Ngadirojo

B. FASILITASI DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL
Bantuan Sosial (Bansos) adalah berbagai bentuk dukungan yang

diberikan oleh pemerintah atau Lembaga lainnya untuk membantu
masyarakat yang membutuhkan. Tujuan utama dari Bansos adalah untuk
meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, atau memberikan
bantuan dalam situasi darurat.

C. PERANAN PEMERINTAH DALAM BANTUAN SOSIAL
Pemerintah memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan bantuan

sosial, antara lain:



1. PerlindunganSosial :
Pemerintah menyediakan berbagai program perlindungan sosial
untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial dan ekonomi.
Program ini mencakup bantuan sosial, jaminan sosial, dan jaring
pengaman sosial.

2. Penanggulangan Kemiskinan :
Pemerintah melaksanakan berbagai program untuk mengurangi
kemiskinan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan
Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Programprogram ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan
meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

3. Peningkatan Kesejahteraan Sosial :
Pemerintah juga berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial
masyarakat melalui berbagai program, termasuk subsidi listrik, LPG,
dan BBM. Selain itu, pemerintah menyediakan jaminan sosial
kesehatan dan ketenagakerjaan untuk memastikan perlindungan
bagi pekerja rentan.

4. Pemantauan dan Evaluasi :
Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala
untuk memastikan bantuan sosial tepat sasaran dan efektif. Hal ini
melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas sosial dan lembaga
terkait.
Dengan peranannya tersebut, pemerintah berusaha untuk
memastikan bahwa bantuan social dapat diterima oleh masyarakat
yang benar-benar membutuhkan dan dapat memberikan dampak

positif dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

D. KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebagai berikut:
1. Keluarga Miskin :
Keluarga yang terdaftar sebagai keluarga miskin dalam basis data
kesejahteraan sosial

2. Tidak Menerima Bantuan Lain :



Penerima BLT tidak boleh sedang menerima bantuan sosial lain seperti
Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan sembako

. Terkena Dampak Krisis :

Keluarga atau individu yang terdampak krisis tertentu, seperti pandemic
COVID-19, bencana alam, atau situasi ekonomi darurat lainnya

Jenis Fasilitasi Data Penerima Bantuan Sosial yang kami lakukan untuk
18 Desa yaitu Peraturan Kepala Desa ( Perkades BLT Desa ) beserta
Lampirannya (KPM BLT Desa) Tahun 2025. Adapun 18 Desa tersebut
yang ada di Kecamatan Ngadirojo antara lain ;

. Sidomulyo

. Hadiwarno

. Hadiluwih

. Tanjungpuro

. Pagerejo

. Wiyoro

. Ngadirojo
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. Bogoharjo

9. Cokrokembang

10. Bodag

11. Tanjunglor

12. Nogosari

13. Cangkring

14. Wonodadi Kulon 15. Wonodadi Wetan

16. Wonokarto

17. Wonosobo

18. Wonoasri

Fasilitasi Data Penerima Bantuan Sosial (Bansos) Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa meliputi Peraturan Kepala
Desa (Perkades BLT Desa) beserta Lampirannya (KPM BLT Desa)
Tahun 2025. Kemudian data tersebut kami tindak lanjuti dan dijadikan
satu dokumen Laporan Fasilitasi Data Penerima Bantuan Sosial

Kecamatan Ngadirojo.



BAB Il
KESIMPULAN

Laporan Fasilitasi Data Bantuan Sosial Kecamatan Ngadirojo Kabupaten
Pacitan Tahun 2025 disusun agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak
instansi pemerintah tentang fasilitas Data Bantuan Sosial yang ada di Kecamatan
Ngadirojo. Laporan ini menyajikan data Penerima Bantuan Sosial khususnya
Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) se-Kecamatan Ngadirojo yang berjumlah
18 Desa.



BAB IV
LAMPIRAN




Foto Kegiatan Penerimaan Bantuan :
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KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya,
penulisan Laporan Administrasi Pemerintah Desa Kecamatan Ngadirojo Kabupaten
Pacitan Tahun 2025 dapat kami susun sebagai tindak lanjut dalam mengukur

keberhasilan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan.

Penyusunan Laporan Administrasi Pemerintah Desa ini bertujuan untuk
memenuhi pengukuran keberhasilan dari Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan
di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa. Data yang
digunakan bersumber dari Dokumen Desa yang dilaporkan ke Kantor Kecamatan
Ngadirojo kemudian di rekap sebagai Data Penerima Bantuan Langsung Tunai
Kecamatan Ngadirojo. Kami sampaikan terima kasih kepada semua desa yang telah
menyampaikan data sehingga bisa tersusun Laporan Administrasi Pemerintah

DesaKecamatan Ngadirojo Tahun 2025.



BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan
adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi pemerintah dalam
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan
akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan
kepemerintahan harus dapat mempertanggungjawabkan kepada masyarakat
sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media
untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan Laporan
Administrasi Pemerintah Desa Kecamatan Ngadirojo Tahun 2025. Bantuan
Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang kepada individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan

terjadinya risiko sosial.

B. VISI MISI
Pemerintah Kecamatan Ngadirojo mendukung visi Pemerintah

Kabupaten Pacitan yaitu: "Pacitan semakin Sejahatera Bahagia". Sedangkan
Visi Kecamatan Ngadirojo adalah " Menuju Ngadirojo yang Lebih Baik". Untuk
menunjang keberhasilan visi tersebut, maka Kecamatan Ngadirojo memiliki
misi:

. Meningkatan kualitas pelayanan publik,

. Meningkatkan partisipasi masyarakat,

. Menciptaan pemerintahan desa yang maju,
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. Meningkatan perekonomian masyarakat sesuai dengan potensi yang
ada,

5. Meningkatkan sumber daya masyarakat.

C. RUANG LINGKUP TUGAS
Kecamatan memiliki tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan

pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa



dan/atau kelurahan. Selain itu, kecamatan memiliki tugas lain berdasarkan
pelimpahan kewenangan dari Bupati. Sedangkan fungsi kecamatan adalah :

a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat.

c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum.

d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati.

e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan
umum.

f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang
dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan.

g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa
dan/atau Kelurahan.

h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan.

i. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

j- Pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh

Bupati.

D. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;



4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2025;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengelolaan
Dana Desa 2025;

8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 48 Tahun 2024 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.



BAB Il
DATA ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA
KECAMATAN NGADIROJO KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

A. Perencanaan RKP-DES
Adalah proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des), yaitu
dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
RKP-Des merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) yang berlaku selama 6 tahun (masa
jabatan kepala desa).
Tujuan RKP-Des
a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Desa ke dalam program tahunan
b. Menentukan skala prioritas kebutuhan masyarakat
c. Mengoptimalkan penggunaan dana desa
d

. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Tahapan Penyusunan RKP-Des

. Musyawarah Desa (Musdes) untuk menyusun rencana

. Pembentukan tim penyusun RKP-Des

a
b
c. Pencermatan pagu indikatif desa dan program pemerintah
d. Penyusunan rancangan RKP-Des

e. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
f.

Penetapan RKP-Des melalui Peraturan Desa

B. PENGANGGARAN APB-DES
Merupakan proses penyusunan rencana keuangan tahunan desa yang
dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des), yang
dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa bersama BPD serta ditetapkan
dengan Peraturan Desa.
APB-Des merupakan penjabaran keuangan dari Rencana Kerja Pemerintah

Desa (RKP-Des) untuk satu tahun anggaran.



Struktur APB-Des
APB-Des terdiri dari:
a. Pendapatan Desa
o Dana Desa
o Alokasi Dana Desa (ADD)
o Bagi hasil pajak dan retribusi
o Pendapatan asli desa
o Bantuan keuangan pemerintah
b. Belanja Desa
o Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
o Bidang pembangunan desa
o Bidang pembinaan kemasyarakatan
o Bidang pemberdayaan masyarakat
o Bidang penanggulangan bencana/darurat
c. Pembiayaan Desa
o Penerimaan pembiayaan
o Pengeluaran pembiayaan
Tujuan Penganggaran APB-Des
1. Menjamin penggunaan dana desa secara efektif dan transparan
2. Menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan desa

3. Mewujudkan akuntabilitas dan tertib administrasi keuangan desa

Tahapan Penganggaran

Penyusunan rancangan APB-Des oleh Sekretaris Desa
Pembahasan bersama Kepala Desa dan BPD

Evaluasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

e e

Penetapan menjadi Peraturan Desa

C. PELAPORAN LRA
adalah proses penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
yaitu laporan keuangan yang menunjukkan perbandingan antara anggaran

dan realisasi pendapatan, belanja, serta pembiayaan dalam satu periode
tertentu.



Dalam konteks desa, LRA merupakan bagian dari

laporan

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APB-Des).

Tujuan Pelaporan LRA
e Mengetahui tingkat penyerapan anggaran
e Menilai kinerja pengelolaan keuangan desa
« Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas

e Menjadi dasar evaluasi dan perencanaan tahun berikutnya
Waktu Pelaporan, LRA biasanya disusun:

e Secara berkala (semesteran)
e Pada akhir tahun anggaran sebagai bagian dari

pertanggungjawaban Kepala Desa

laporan



BAB IlI
KESIMPULAN

Laporan Administrasi Pemerintah Desa Kecamatan Ngadirojo Kabupaten
Pacitan Tahun 2025 disusun agar dapat memberikan informasi kepada semua pihak
instansi pemerintah tentang fasilitas Administrasi Pemerintah Desa yang ada di
Kecamatan Ngadirojo. Laporan ini menyajikan data administrasi peemrintah desa di

18 Desa se-kecamatan Ngadirojo.
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LAMPIRAN

CEKLIS ADMINISTRASI PEMERINTAH DESA

TAHUN 2025
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Foto Legiatan Evaluasi APBDes :

11



4/12/2514.29

2
12091£8333333335S 111.32603499980900F
= Cokroke
Kecamatan NG&
Kabupaten'Pagéitan

Jawa Timur
DIAN W.P

12



	0f59a2c8684becdf22a42bf80ba75c04c39cd07205c45da81df367982fd32a03.pdf
	0f59a2c8684becdf22a42bf80ba75c04c39cd07205c45da81df367982fd32a03.pdf
	0f59a2c8684becdf22a42bf80ba75c04c39cd07205c45da81df367982fd32a03.pdf

